
 

 

  

  
 

  

  

Dokumen ini diambil dari ESMS digital &Green (sailventures.sharepoint/SitePages/ESMS) 

pada tanggal 18 Mei 2022. Dokumen ini memuat prinsip investasi yang mendasari seluruh 

kegiatan &Green, Pedoman ESMS serta kebijakan, kerangka kerja dan contoh yang berlaku 

dalam versinya pada hari pengambilan.  

Catatan pendahuluan untuk GCF memberikan suatu ikhtisar dari Sistem, komponen dan 

definisinya, dan bertujuan untuk mempermudah navigasi dalam membaca dokumen.  

Prinsip Investasi dan 

Pedoman ESMS 

BERINVESTASI DALAM AGRIKULTUR SECARA INKLUSIF, MELINDUNGI HUTAN 
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PENDAHULUAN DAN PANDUAN DOKUMEN: ESMS &GREEN DAN GCF 

Dokumen ini menguraikan Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMS) &Green, 

prinsip dasar yang menuntunnya, dan peralatan untuk menerapkannya. Dokumen ini dibuat 

dalam tiga bagian (frasa yang digarisbawahi dapat diklik untuk memudahkan navigasi isi): 

1. Prinsip Investasi  - menetapkan bagaimana &Green akan memastikan pencapaian visi 

dan misi &Green secara efektif. Prinsip Investasi mendorong penggunaan yang konsisten 

dengan praktik peminjaman dan manajemen &Green dalam segala aspek operasional 

&Green, termasuk ESMS.  

2. Pedoman Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMS) – menetapkan 

bagaimana &Green mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan sosial secara 

sistematis, koheren dan transparan. Hal ini diterapkan pada tingkat investasi melalui uji 

tuntas lingkungan hidup dan sosial; kajian risiko; dan pembentukan suatu kerangka kerja 

manajemen yang disesuaikan dengan sifat dan skala kegiatan dan ukuran risiko dan 

dampak lingkungan hidup dan sosial yang terkait dengan masing-masing investasi. ESMS 

telah dirancang sesuai dengan Standar Kinerja 1 IFC serta praktik terbaik dari 

manajemen ESG untuk Lembaga Pengelola Dana, seperti yang disediakan oleh Grup 

CDC, FMO, GCF dan IUCN. Untuk kemudahan, ESMS berbentuk digital, dan menjalankan 

sistem yang senantiasa mengalami kemajuan. Dokumen ini adalah suatu kutipan dan 

‘cerminan’ atau ‘potret’ dari sistem operasi digital Sharepoint. 

3. Alat Operasional – menguraikan penerapan praktis ESMS melalui serangkaian alat yang 

digunakan untuk menetapkan Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAPs) yang sesuai 

dan sistem manajemen untuk masing-masing investasi. Alat-alat ini tertanam dalam 

ESMS digital, dan mencakup: 

a) Kebijakan yang menetapkan persyaratan dan tujuan, terutama terkait dengan 

NDPE (Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (No Deforestation, 

No development of Peatlands, No Exploitation)); dan Rencana Perlindungan Lanskap 

(Landscape Protection Plans /LPP), yang menguraikan strategi Klien, dan tambahan 

strategi, terhadap praktik sektor di lanskap tempatnya beroperasi.  

b) Kerangka Kerja yang menetapkan persyaratan dan panduan untuk menilai dan 

menstrukturisasi manajemen dan pelaporan penerapan aksi-aksi. Hal ini 

mencakup: Kerangka Kerja Hutan dan Keanekaragaman Hayati yang menggunakan 

persyaratan dari IFCPS6 tentang perlindungan dan konservasi keanekaragaman 

hayati; dan Kerangka Kerja Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melekat pada 

proses investasi dan mengawasi, melaporkan, serta memverifikasi dampak, dan 

menilai kemajuan menuju perubahan transformatif yang dituju dalam setiap 

transaksi. Tujuan dari Kerangka Kerja Dampak adalah untuk memberikan wawasan 

yang jelas, konsisten dan berarti mengenai dampak dari &Green.  

c) Contoh memberikan contoh dari dokumen-dokumen dan alat-alat aktual yang 

digunakan dalam uji tuntas dan proses investasi. Contoh-contoh ini bersifat 

rahasia dan dimasukkan untuk menggambarkan bagaimana &Green menjalankan 

ESMS dalam investasi. Contoh-contoh tersebut mencerminkan konten yang 

tersedia secara digital melalui sharepoint ESMS, yang membentuk sistem 

antarmuka, pengumpulan data dan pemantauan &Green-Klien.  
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Pendekatan &Green ditentukan dengan menggunakan kriteria dan persyaratan praktik terbaik 

berdasarkan risiko yang diidentifikasi terhadap investasi selama uji tuntas. &Green telah 

menciptakan Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial terbaik di kelasnya yang sesuai 

dengan investasi transformatif yang dicari dalam produksi komoditas agrikultur tropis. &Green 

menggunakan suatu sistem yang senantiasa mengalami kemajuan, dan ESMS yang diuraikan di 

dalam dokumen ini, termasuk kebijakan, kerangka kerja dan contoh, dapat diubah untuk 

peningkatan.  

ESMS &Green memenuhi dan melebihi semua persyaratan GCF, namun, beberapa terminologi 

berbeda dari terminologi GCF. Untuk menghindari kebingungan, tabel berikut ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi bagaimana dan pada bagian mana isu/istilah utama untuk GCF 

ditanggapi oleh ESMS &Green: 

 

MASALAH UTAMA GCF TERMINOLOGI/PENDEKATAN &GREEN  

DIMASUKKAN 

DALAM ESMS 

PADA BAGIAN 

Kapasitas dan kompetensi 

organisasional /  Tata 

Kelola & Sumber Daya E&S 

/ Pengaturan 

Organisasional 

Mendefinisikan tata kelola atas isu E&S, bersama dengan 

kompetensi yang diperlukan dari spesialis E&S dalam Prinsip 

Investasi. 

Menguraikan pengaturan sumber daya dan organisasional dari 

operasional E&S dalam Pedoman ESMS. 

Butir 5 dari Prinsip 

Investasi. 

Butir 2 dari 

Pedoman ESMS 

Kebijakan sumber daya 

manusia 

Ditanggapi di luar ruang lingkup ESMS. Kebijakan Personel Sail 

Venture tersedia apabila diminta. 
Tidak ada 

K3L/ Pelaporan dan 

penanganan kecelakaan 

dan kejadian 

Masalah terkait kesehatan dan keselamatan kerja dari para 

penerima investasi adalah salah satu kategori yang harus 

melalui pemeriksaan dan uji tuntas, dengan PS IFC dan 

undang-undang yang berlaku sebagai kerangka kerja referensi. 

Dalam hal ditemukan hal yang bersifat material, upaya 

mitigasi/perbaikan menjadi bagian dari ESAP.  

Protokol pelaporan kejadian merupakan bagian dari Perjanjian 

Pinjaman. 

Contoh 
Pemeriksaan E&S  

KAK untuk ESIA 

Protokol pelaporan 
kejadian 

SEAH 

Intimidasi dalam jenis apa pun, bersama dengan inklusi gender 

ditanggapi melalui Pedoman Perilaku pada tingkat korporasi.  

Isu terkait gender dan tenaga kerja dari penerima investasi 

adalah salah satu kategori yang harus melalui pemeriksaan 

dan uji tuntas, dengan PS IFC, UNGP, undang-undang yang 

berlaku dan Kerangka Kerja Gender* berlaku sebagai referensi. 

Dalam hal ditemukan hal yang bersifat material, upaya 

mitigasi/perbaikan menjadi bagian dari ESAP.   

Contoh Pemeriksaan 

E&S 

KAK untuk ESIA 

 

Kerangka kerja untuk 

memandu perkembangan 

Rencana Manajemen, 

ESMP 

Kebijakan Rencana Perlindungan Lanskap mendefinisikan 

persyaratan dari suatu LPP (yang berhubungan dengan ESMP 

penerima investasi).  

Kebijakan LPP 

Contoh LPP 
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ToC/contoh ESMP 

Teori Perubahan serta Perubahan Transformatif terintegrasi 

dalam proses investasi sejak kajian awal (Rasionalisasi 

Investasi) hingga Rencana Perlindungan Lanskap (LPP) akhir 

yang berhubungan dengan ESMP 

Contoh 
Rasionalisasi 
Investasi 

Contoh Rencana 
Perlindungan 
Lanskap 

Contoh LPP yang 

sedang berlaku 

KAK untuk ESIA risiko yang 

diidentifikasi 

Kerangka Acuan Kerja Kajian Dampak terdiri dari blok-blok: 

KAK ESIA (tidak termasuk pemeriksaan PS6 IFC), KAK Hutan & 

Keanekaragaman Hayati (berfokus pada PS6 IFC dan fitur 

lanskap tambahan). 

Apabila suatu uji tuntas standar menemukan suatu risiko 

material, suatu uji tuntas terfokus dapat diadakan. Uji tuntas 

kedua bersifat sangat khusus, sehingga tidak ada KAK standar 

yang berlaku. Tersedia contoh dari KAK khusus untuk isu 

terkait masyarakat adat. 

Contoh KAK ESIA  

Contoh KAK F&B  

Contoh KAK IP  

Dokumen 

Referensi/Standar Yang 

Berlaku 

Kerangka Kerja Referensi untuk ESIA mencakup: 

• Undang-undang lingkungan hidup dan sosial 

(termasuk keselamatan kesehatan kerja) setempat, 

nasional dan internasional yang berlaku; 

• Prinsip Investasi Lembaga Pengelola Dana &Green, 

termasuk pedoman untuk rencana perlindungan 

lanskap (LPP); 

• Daftar Kegiatan Yang Dikecualikan Lembaga 

Pengelola Dana &Green; 

• Standar Kinerja IFC (2012); 

• Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs) 

Kerangka Kerja Referensi untuk Hutan dan Keanekaragaman 

Hayati, selain PS6 IFC, mencakup berbagai referensi lainnya 

yang disebutkan dalam Kerangka Kerja F&B.  

Contoh KAK ESIA 

Contoh KAK F&B 

Kerangka Kerja 

Keterlibatan Pemangku 

Kepentingan / Para 

Pemangku Kepentingan 

Utama 

Proses pelibatan pemangku kepentingan sepenuhnya 

terintegrasi dalam proses investasi dari Lembaga Pengelola 

Dana &Green. 

Butir 4 dari 

Pedoman ESMS 

Komunitas Yang Terkena 

Dampak 

&Green mengikuti terminologi dari PS IFC.  

“Komunitas dan konflik sosial” adalah salah satu kategori yang 

harus melalui pemeriksaan dan uji tuntas, dengan PS IFC, 

UNGP dan undang-undang yang berlaku sebagai kerangka 

kerja referensi. Dalam hal ditemukannya hal yang bersifat 

material, upaya mitigasi/perbaikan menjadi bagian dari ESAP.  

Definisi 

Contoh Pemeriksaan 

E&S 

KAK ESIA 

 

Penggusuran Secara Tidak 

Sukarela 

&Green mengikuti terminologi PS IFC.  

“Penyingkiran dan penggusuran” adalah salah satu kategori 

yang harus melalui pemeriksaan dan uji tuntas, dengan PS IFC, 

UNGP dan undang-undang yang berlaku sebagai kerangka 

Definisi 

Contoh Pemeriksaan 

E&S 

KAK ESIA 

https://www.andgreen.fund/portfolio/
https://www.andgreen.fund/portfolio/


 

 H a l a m a n  | 4 

  
 

kerja referensi. Dalam hal ditemukannya hal yang bersifat 

material, upaya mitigasi/perbaikan menjadi bagian dari ESAP.  
 

Kerangka Kerja Masyarakat 

Adat & FPIC 

“Masyarakat Adat” adalah salah satu kategori yang harus 

melalui pemeriksaan dan uji tuntas, dengan PS IFC, UNGP dan 

undang-undang yang berlaku sebagai kerangka kerja referensi. 

Dalam hal ditemukannya hal yang bersifat material, upaya 

mitigasi/perbaikan menjadi bagian dari ESAP. 

Apabila teridentifikasi suatu risiko material, suatu tahap kedua 

uji tuntas terfokus akan diadakan, atau suatu rencana aksi 

untuk menangani risiko akan dijelaskan dan diterapkan. Secara 

tegas diperinci dalam Pemangku Kepentingan kami  

UNGP tentang bisnis dan hak asasi manusia: 

https://www.ungpreporting.org/resources/the-ungps/  

Butir 7 dari Prinsip 

Investasi  

Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia dan aspek-aspek beragamnya (Masyarakat 

Adat, Komunitas, isu Tenaga Kerja, Pekerja Anak/Budak) adalah 

kategori-kategori yang harus melalui pemeriksaan dan uji 

tuntas, dengan PS IFC, UNGP dan undang-undang yang berlaku 

sebagai kerangka kerja referensi. Dalam hal ditemukannya hal 

yang bersifat material, upaya mitigasi/perbaikan menjadi 

bagian dari ESAP. 

Contoh Pemeriksaan 

E&S 

KAK ESIA 

 

Kesetaraan/pemberdayaan 

gender  

Dengan konsultasi khusus, &Green telah membentuk suatu 

Kerangka Kerja Gender, yang akan dimasukkan dalam 

antarmuka digital selama 2022.    

 

Keterbukaan informasi / 

Transparansi dan 

Keterbukaan 

Komunikasi, pelaporan dan keterbukaan secara tegas 

ditentukan dalam Prinsip Investasi &Green. 
Prinsip Investasi 

Mekanisme pengajuan 

keluhan (internal & 

eksternal) 

&Green memiliki suatu kebijakan Manajemen Keluhan yang 

mencakup semua pemangku kepentingannya.  

Mekanisme pengajuan keluhan yang efektif milik penerima 

investasi dipersyaratkan sebagaimana ditentukan oleh proses 

Keterlibatan Pemangku Kepentingan. Mekanisme ini juga harus 

melalui uji tuntas agar mencapai/mematuhi PS IFC.  

Kebijakan 

Manajemen Keluhan 

Penanganan Keluhan 

&Green memiliki suatu kebijakan Manajemen Keluhan yang 

mencakup semua pemangku kepentingannya.  

Penanganan keluhan di para pemangku kepentingan harus 

melalui uji tuntas sesuai dengan persyaratan PS IFC. 

Kebijakan 

Manajemen Keluhan 

KAK ESIA 

 

https://www.ungpreporting.org/resources/the-ungps/
https://www.andgreen.fund/downloads/
https://www.andgreen.fund/downloads/
https://www.andgreen.fund/downloads/
https://www.andgreen.fund/downloads/
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I. PRINSIP INVESTASI 

1. PERNYATAAN KEBIJAKAN 

1.1 Tujuan Prinsip Investasi ini  

Dokumen ini menetapkan prinsip investasi &Green yang mendasari semua kegiatan dari 

Stichting andgreen.fund (untuk selanjutnya: &Green); terutama bagaimana &Green akan 

memastikan pencapaian seluruh tujuan &Green secara efektif, dan dalam prosesnya membantu 

mencapai sasaran Perjanjian Paris dengan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dari 

Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan.  

Prinsip Investasi bertujuan untuk memelihara penerapan praktik manajemen dan peminjaman 

&Green secara konsisten untuk segala aspek operasional &Green dan hanya dapat diubah 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari dokumen-dokumen kebijakan &Green. 

CATATAN: Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan tetapi tidak 

didefinisikan dalam dokumen ini akan, kecuali konteksnya menentukan lain, memiliki arti yang 

diberikan terhadapnya dalam dokumen-dokumen kebijakan &Green. 

Prinsip Investasi ini dimaksudkan untuk mengikat bagi Penasihat Investasi dan Direksi &Green. 

Tidak ada ketentuan apa pun dalam Pedoman Peminjaman ini yang bermaksud untuk 

mengurangi tugas dan kewajiban dari Penasihat Investasi yang ditetapkan dalam Perjanjian 

Penasihat Investasi (atau dokumen sejenis). 

Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen ini atau dokumen-dokumen &Green lainnya 

termasuk Perjanjian Penasihat Investasi, dokumen ini harus dianggap sebagai dokumen yang 

mengatur. 

1.2 Pernyataan visi &Green 

Produksi komoditas agrikultur tropis tanpa deforestasi dan inklusif secara sosial. 

1.3 Pernyataan misi &Green 

&Green bekerja di berbagai penjuru lanskap hutan tropis untuk mendukung usaha komoditas 

agrikultur yang memberdayakan komunitas, melindungi hutan dan mengoptimalkan produksi 

untuk mendorong perubahan transformatif dari rantai pasokan global. 

1.4 Teori Perubahan 

Teori Perubahan &Green mendefinisikan visi kami sebagai suatu Lembaga Pengelola Dana. 

Dengan bekerja di berbagai penjuru lanskap hutan tropis untuk mendukung usaha komoditas 

agrikultur dengan modal, keahlian dan kemitraan, &Green bertujuan untuk mentransformasi 

produksi komoditas agrikultur tropis skala besar menjadi model tahan iklim, bebas penebangan 

hutan dan inklusif secara sosial. 
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Pembiayaan inovatif &Green bertujuan untuk mentransformasi produktivitas rendah dengan 

model ekosistem yang menurunkan usaha saat ini menjadi produksi intensif yang berkelanjutan. 

Investasi akan menjadi cetak biru untuk penggunaan lahan dan manajemen yang berkelanjutan 

yang para pihak lain dalam pasar dapat gunakan, ikuti, dan pertimbangkan secara signifikan. 

Oleh karena itu, &Green berinvestasi dalam transaksi yang memelihara transformasi sektoral, 

melalui Kliennya, melebihi investasi individual dalam lanskap yang lebih luas dan di segala 

penjuru rantai pasokan komoditas, dengan memengaruhi praktik dan kebijakan dari semua 

peserta dalam sektor tersebut (dan kemungkinan sektor yang serupa). 

1.5 Prinsip Integritas 

Portofolio &Green, dan seluruh peminjaman yang dilakukan olehnya, akan dipandu dengan 

prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman Perilaku.  

1.6 Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan 

&Green mendorong kepatuhan terhadap seluruh persyaratan berdasarkan peraturan yang 

relevan serta komitmen secara sukarela dan standar praktik terbaik. 

1.7 Transparansi melalui Pelaporan Teratur  

&Green akan memasukkan suatu bagian mengenai risiko dan dampak lingkungan hidup dan 

sosial (disebut sebagai E&S) dalam semua laporan kepada Direksi, Dewan Penasihat dan Para 

Kontributor. Sepanjang diizinkan berdasarkan hukum, &Green juga akan memberitahukan Para 

Kontributor atas dasar ad hoc dalam hal masalah material terkait dengan kejadian lingkungan 

hidup dan sosial yang sejalan dengan komitmen keterbukaan yang diuraikan dalam dokumen ini 

dan dokumen lain serta dokumen-dokumen kebijakan &Green lainnya.  

1.8  Persetujuan dan Peninjauan 

Prinsip Investasi &Green ini disetujui oleh Direksi &Green hanya dengan persetujuan tegas dari 

Dewan Penasihat dan akan tersedia untuk semua anggota staf, klien dan para pihak ketiga yang 

bertindak atas nama &Green.  

Penasihat Investasi akan mengadakan peninjauan berkala untuk menilai relevansi lanjutan dan 

efektivitas dari sistem untuk mematuhi Prinsip Investasi ini dan untuk membuat penyesuaian 

dan peningkatan sebagaimana disetujui oleh Direksi dan dengan persetujuan tegas dari Dewan 

Penasihat.  

 

2. RUANG LINGKUP 

&Green berkomitmen untuk memastikan bahwa peminjamannya sesuai dengan kepentingan 

kliennya dan komunitas di mana mereka beroperasi, dengan tujuan &Green dan Para 
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Kontributornya. Dalam dokumen ini, &Green mendefinisikan standar kinerja lingkungan hidup 

dan sosial yang harus dipenuhi oleh para klien &Green agar dapat dibiayai oleh &Green. 

Prinsip Investasi ini dirancang untuk memberikan panduan jelas bagi Penasihat Investasi dan 

Direksi untuk secara sistematis mengidentifikasi, mengelola dan melaporkan aspek-aspek 

lingkungan hidup dan sosial dan dampak potensial dari program peminjaman &Green dan 

kliennya dengan: 

1. Memastikan bahwa faktor-faktor lingkungan hidup dan sosial adalah bagian dari proses 

pengambilan keputusan serta proses pemantauan selama siklus investasi; 

2. Membantu Penerima Pinjaman &Green dan Penasihat Investasi &Green untuk secara 

efektif mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial; 

3. Memberikan suatu kerangka kerja untuk melibatkan para pemangku kepentingan 

dengan standar E&S dan kinerja usaha berkelanjutan yang &Green harap dipenuhi oleh 

klien dan mitra investornya; 

4. Memberikan suatu kerangka kerja untuk mengawasi kinerja, mengidentifikasi area untuk 

tindakan pencegahan atau perbaikan dan memastikan pendekatan yang sesuai dengan 

E&S di segala kegiatan peminjaman dan memungkinkan peningkatan secara terus 

menerus; 

5. Membantu &Green untuk menangkap nilai dari faktor-faktor E&S, mengambil pelajaran-

pelajaran dari pengalamannya dan mendemonstrasikan rekam jejak E&S ini kepada Para 

Kontributor baru atau para klien baru. 

 

3. FILOSOFI DAN PENDEKATAN INVESTASI  

Filosofi investasi &Green adalah untuk memberikan uji kelayakan konsep yang dapat dipercaya 

bagi pasar keuangan terkait dengan bagaimana cara memastikan adanya pertumbuhan 

ekonomi inklusif dan perlindungan hutan dan gambut (dan pemulihan secara potensial) pada 

saat membiayai produksi komoditas yang bersumber dari lanskap tropis. Hal tersebut akan 

dilakukan oleh pihaknya dengan: 

- Memberikan fasilitas kredit hanya dalam yurisdiksi yang memiliki agenda 

perlindungan hutan dan/atau gambut yang progresif dan strategi pembangunan 

yang berkelanjutan. 

- Menambahkan kriteria dan target lingkungan hidup dan sosial berdasarkan hasil 

dan keluaran kuantitatif dan kualitatif untuk pembiayaan produksi komoditas. 

- Meningkatkan mata pencaharian para pemangku kepentingan kecil dengan 

merangkul mereka dalam rantai pasokan berkelanjutan dengan produktivitas 

tinggi. 

- Menarik investasi bersama ke dalam proyek-proyek tersebut melalui transaksi 

utama dari suatu perspektif kredit (pengamanan keuangan) dan lingkungan hidup 

(pengamanan keberlanjutan).  
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- Menstimulasi inovasi dalam model usaha dan pendekatan untuk mempercepat 

agrikultur yang berkelanjutan secara finansial, tanpa deforestasi, inklusif secara 

sosial, dan berproduktivitas tinggi di lanskap hutan tropis. 

 

Prinsip Tambahan 

- Semua fasilitas kredit yang diberikan oleh &Green harus bersifat tambahan pada 

pasar yang ada baik terkait dengan dampak Lingkungan Hidup dan Sosial dan 

dampak keuangan.  

- Sifat tambahan di sini dipahami hingga batas sesuatu terjadi sebagai akibat dari 

suatu pencegahan (mis. peminjaman) yang kemungkinan besar tidak akan telah 

terjadi apabila pencegahan ini tidak terjadi.  

 

Sektor/industri  

&Green adalah sektor dan rantai pasokan agnostik (kecuali untuk sektor-sektor di Daftar 

Pengecualian). Pihaknya akan mengukur peluang melalui penghubung sumber rantai pasokan 

ke hutan, dan dengan demikian peluang untuk perlindungan hutan. 

Penerima Pinjaman  

&Green bermaksud untuk membiayai perusahaan yang tunduk pada kepemilikan pribadi. 

&Green dapat mempertimbangkan untuk membiayai badan usaha milik negara hanya apabila 

mereka memiliki badan tata kelolanya sendiri yang independen dari pemerintah dan 

operasionalnya bebas dari gangguan politik.  

Seluruh penerima pinjaman harus merupakan usaha yang sehat secara finansial. 

Mekanisme peminjaman  

&Green akan memberikan pembiayaan secara langsung kepada para pemilik lahan atau 

manajer atau secara tidak langsung melalui suatu penengah atau para penengah. Hal ini 

termasuk pembiayaan perusahaan produsen dan produksi atas konsesinya sendiri dan/atau 

lahan yang dikendalikan oleh pemegang kecil, sesuai dengan konservasi lanskap hutan dan 

gambut tropis di dan/atau di luar konsesi mereka. 

Mengambil risiko proyek langsung mungkin dilakukan oleh &Green dan dapat dilakukan melalui 

suatu: 

- Posisi dalam suatu instrumen yang diterbitkan (mis. suatu Surat Utang, Obligasi, dll.) 

yang memenuhi kriteria &Green; 

- Lembaga keuangan yang mengembangkan suatu portofolio dasar yang memenuhi 

kriteria &Green dan membagi risiko bersama dengan &Green; 

- Pembentukan perusahaan antara oleh &Green atau suatu Sponsor proyek untuk 

membiayai suatu proyek dasar yang memenuhi kriteria &Green. 
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Prinsip Perpajakan:  

Para klien &Green tunduk pada perpajakan di negara atau yurisdiksi pendirian dan domisili 

mereka. Namun, &Green dapat memiliki perlakuan pajak preferen sewaktu-waktu di domisilinya, 

Belanda. Untuk meminimalkan kewajiban pajaknya di negara-negara transaksi, &Green dapat 

memanfaatkan entitas pembiayaan proyek dalam negeri dan luar negeri untuk mengurangi 

kewajiban pajak penghasilan di sumbernya (di negara transaksi). Meskipun begitu, &Green tidak 

akan menjadi bagian dari struktur yang dapat dianggap bertentangan dengan jiwa hukum 

setempat di mana pihaknya bertransaksi; &Green akan selalu berhati-hati terkait dengan 

perlakuan pajak setempat.  

&Green juga dapat memanfaatkan entitas tersebut untuk memastikan akses ke para penengah 

profesional, atau untuk mengumpulkan dana &Green di lembaga keuangan mitra yang 

berkeinginan untuk menggunakan entitas tersebut untuk menghindari perpajakan ganda di 

kedua negara transaksi dan negara di mana lembaga keuangan tersebut berdomisili. &Green 

dapat bertindak sebagai suatu promotor proyek apabila pihaknya menunjukkan adanya 

keuntungan pajak pada struktur keuangan dalam hal ini.  

Entitas penengah atau entitas pembiayaan proyek tidak boleh didirikan di yurisdiksi yang tidak 

dimuat dalam daftar negara yang tidak kooperatif dalam memberikan perlindungan pajak dari 

OECD. Selain itu, &Green dalam keadaan apa pun tidak akan terlibat dalam pengaturan atau 

transaksi apa pun yang dapat terlihat sebagai penghindaran pajak.  

Jenis instrumen 

 &Green akan memanfaatkan berbagai jenis instrumen kredit (termasuk pinjaman berjangka, 

surat utang, pinjaman subordinasi dan senior, penanggungan), dan bertujuan untuk 

memaksimalkan pengungkitan dari investor bersama. &Green dapat berupaya untuk membuat 

struktur ekonomi naik melalui berbagai struktur mezanin, namun tidak akan membuat investasi 

ekuitas apa pun.  

Ukuran pinjaman 

&Green bertujuan untuk tidak mengambil lebih dari 25% dari total keperluan investasi proyek 

dasar. Hal ini ditetapkan sebagai total investasi yang diperlukan oleh penerima pinjaman untuk 

menyelesaikan proyek selama berlakunya pinjaman &Green.  

Tidak ada kontribusi minimum &Green yang tetap untuk suatu transaksi, namun semua 

transaksi bertujuan untuk memperoleh kembali biaya langsungnya dan suatu bagian yang 

proporsional dengan seluruh biaya &Green dan termasuk penyisihan untuk risiko cedera janji.  

Tenor pinjaman 

&Green dapat memberikan pembiayaan jangka panjang, melebihi yang tersedia di pasar arus 

utama. Meskipun begitu, pihaknya mempertimbangkan risiko dalam melakukannya dan tidak 

akan memperpanjang tenornya melebihi durasi yang layak secara komersial, dan semua 

transaksi harus memiliki tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan pada saat penandatanganan 

kontrak. 
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Tenor pinjaman &Green harus sesuai dengan Kebijakan Pengelolaan Aktiva Pasiva (AML), 

sehingga tidak menempatkan &Green di bawah larangan apa pun untuk meningkatkan 

pendanaan selanjutnya untuk mendukung pertumbuhan portofolionya demi memenuhi tujuan 

keseluruhannya.  

Penetapan harga 

&Green akan menetapkan harga kreditnya secara komersial dan mempertimbangkan kredit lain 

yang diberikan di pasar tempatnya beroperasi.  

Penetapan harga &Green akan setidaknya harus menanggung risiko kredit dan biayanya, 

dengan tujuan menyeluruh untuk mempertahankan dasar modal &Green dalam waktu yang 

berjalan melebihi jangka waktu panjang (mis., pengembalian dananya secara rata-rata menutupi 

biaya dan kerugiannya). &Green akan perlu memastikan tingkat pemerolehan kembali biaya 

yang cukup untuk menanggung biaya dari modal yang telah ditimbulkan oleh &Green, beban 

operasional langsung serta biaya transaksi. Biaya transaksi termasuk seluruh biaya yang 

ditimbulkan dalam mengembangkan, membuat kontrak, mencairkan, memantau, mengevaluasi, 

dan membatalkan suatu transaksi tertentu.  

Strategi mata uang 

&Green akan bertransaksi terutama dalam USD. Namun, di mana pun &Green memberikan 

pembiayaan LCY, pihaknya akan menggunakan derivatif untuk secara memadai melindungi nilai 

setiap eksposur LCY. &Green tidak akan bertanggung jawab untuk eksposur LCY yang tidak 

dilindungi nilai dalam portofolionya.  

Penasihat Investasi diharapkan akan mengusulkan proyek di mana &Green akan memberikan 

pinjaman secara bertanggung jawab dan tidak memberikan pembiayaan kepada Para Penerima 

Pinjaman dalam suatu mata uang yang belum mereka buktikan bahwa eksposurnya dapat 

mereka kelola dengan memadai.  

Kebijakan penjaminan (agunan dan penanggungan)  

&Green dapat memberikan pinjaman yang dijamin dan tidak dijamin kepada para penerima 

pinjaman. Penetapan harga transaksi akan mencerminkan paket jaminan yang berkaitan dengan 

pinjaman &Green. Sebagai prinsip, &Green berfokus untuk melindungi pihaknya sendiri 

terhadap kerugian dan oleh karena itu akan berupaya untuk memaksimalkan perlindungan yang 

dapat dinegosiasikannya dalam transaksi yang diadakan oleh pihaknya. 

 

4. PROSES INVESTASI 

4.1 Ikhtisar Proses Kredit  

&Green menggunakan teknis dan alat kajian risiko dengan ragam yang komprehensif untuk 

mengendalikan eksposur risiko &Green, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan 

lembaga pemeringkat risiko, kajian uji tuntas awal, analisis kelompok setara (peer group), 
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pelaporan dan pemantauan keseluruhan portofolio kredit secara berkala dan manajemen 

hubungan yang aktif dengan para penerima pinjaman.  

Elemen-elemen utama dari metodologi ini termasuk: 

- Kajian mendalam mengenai kinerja keuangan dan operasional mitra pengimbang di 

masa sebelumnya; 

- Uji tuntas di lapangan, termasuk apabila diperlukan konsultan ahli eksternal; 

- Kajian kuantitatif dan kualitatif terhadap profil risiko penerima pinjaman sebelum 

memasuki peminjaman baru dan secara terus menerus sampai dengan jatuh 

tempo/pembatalan peminjaman; 

- Pemantauan janji secara aktif dan sistem peringatan awal yang diterapkan; 

- Metodologi kasus intensif dan pemulihan. 

4.2 Pengambilan Keputusan di sepanjang Proses Investasi  

&Green menggunakan suatu peninjauan independen dari seluruh transaksi yang pada akhirnya 

disetujui untuk investasi. Hal ini dilaksanakan oleh Komite Kredit &Green atas nama Direksi, dan 

Komite Kredit memberikan rekomendasinya secara langsung kepada Direksi.  

Penasihat Investasi untuk &Green mengusulkan semua transaksi untuk persetujuan akhir oleh 

Direksi, berdasarkan saran dari Komite Kredit. Setelah persetujuan akhir, Penasihat Investasi 

menegosiasikan semua dokumentasi hukum dengan Penerima Pinjaman sesuai dengan 

proposal yang disetujui. 

Sebelum persetujuan akhir ini, dan sebelum uji tuntas penuh dimulai, IA akan menyusun suatu 

uraian yang diharapkan dari transaksi yang diusulkan (disebut sebagai suatu ‘Catatan Transaksi’) 

untuk ditinjau oleh Komite Kredit. Catatan Transaksi mencakup suatu pemeriksaan pemenuhan 

syarat terhadap semua kriteria &Green yang relevan (mis. Kelayakan Yurisdiksi, larangan 

peminjaman).  

Komite Kredit memberikan bimbingan pada tahap ini yang membantu membimbing Penasihat 

Investasi dalam uji tuntasnya dan proposal akhir dari proyek.  

Pengajuan Kredit akan menjadi sumber informasi utama untuk Komite Kredit untuk 

memberikan rekomendasi peminjaman kepada Direksi. Pengajuan Kredit, termasuk ketentuan 

komersial serta Rencana Perlindungan Lanskap, disusun oleh Penasihat Investasi dan dikirimkan 

kepada CC setelah penyelesaian uji tuntas dan negosiasi dengan Penerima Pinjaman. Pengajuan 

Kredit akan mendokumentasikan target dan IKU yang akan membentuk dasar dari pemantauan 

kinerja kuantitatif pada tingkat transaksi dan portofolio.  

Selalu akan ada setidaknya satu ahli E&S yang didedikasikan di Komite Kredit, dan ahli ini 

diwajibkan untuk menyetujui aspek-aspek E&S dari Pengajuan Kredit. (Para) anggota CC yang 

berdedikasi dan bertanggung jawab untuk kajian E&S akan memberikan bimbingan jelas kepada 

Penasihat Investasi mengenai ketentuan E&S tambahan untuk dimasukkan dalam dokumen-

dokumen transaksi dan dapat mengatur persyaratan pendahuluan yang perlu dipenuhi oleh 

klien sebelum suatu transaksi berjalan. 
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4.3 Integrasi E&S ke dalam proses investasi  

Kegiatan di setiap tahap dari siklus investasi harus mengintegrasikan pertimbangan E&S. 

Penasihat Investasi akan mengembangkan prosedur dan contoh yang dapat disesuaikan 

berdasarkan masing-masing proyek.  

Selain mengadakan uji tuntas keuangan, komersial, teknis dan hukum yang komprehensif, 

&Green akan menilai aspek-aspek E&S dari calon klien dan proyek. 

Kajian uji tuntas ini akan mencakup: 

- Analisis selisih kepatuhan terhadap Standar Kinerja IFC atau, untuk proyek UKM, standar 

praktik terbaik yang dipilih oleh &Green untuk proyek; 

- Penyusunan suatu Rencana Aksi E&S untuk mengatasi selisih yang ditemukan; 

- Peninjauan Rencana Perlindungan Lanskap (“LPP”), termasuk status dan kerangka waktu 

untuk proses konsultasi sosial; 

- Konfirmasi kategorisasi risiko E&S dari proyek; 

- Evaluasi komitmen, kapasitas dan rekam jejak perusahaan; dan 

- Membebankan kepatuhan E&S dan pemasukan biaya ke dalam model keuangan. 

Apabila diperlukan, &Green akan menggunakan ahli pihak ketiga untuk membantu kajian uji 

tuntas E&S. 

 

5. ORGANISASI, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB 

Penasihat Investasi bertanggung jawab untuk semua aspek dari penerapan Prinsip Investasi 

serta pelaporan dan keterbukaan tingkat Lembaga Pengelola Dana kepada Direksi, Dewan 

Penasihat, Para Kontributor dan para pemangku kepentingan lainnya. 

Penasihat Investasi akan mempekerjakan ahli manajemen E&S yang diperlukan untuk secara 

memadai mengelola portofolio atau proyek &Green yang masih berjalan. Kelompok Penasihat 

Investasi harus mencakup spesialis E&S yang dapat bertindak sebagai sumber daya bagi badan 

tata kelola &Green yang lebih luas, serta memberikan saran dan dukungan terkait E&S kepada 

para klien sebagaimana diperlukan. Mereka harus memiliki pengalaman sukses dalam 

mengelola sistem manajemen E&S dan terlibat dengan klien di sekitar manajemen E&S. 

Para perwakilan dari Direksi, Komite Kredit dan Penasihat Investasi yang terlibat dengan klien 

harus memiliki pemahaman dan pengalaman yang cukup dengan hal-hal terkait E&S dan 

persyaratan berdasarkan peraturan. Apabila tidak, mis. untuk suatu skenario tertentu yang 

memerlukan suatu keahlian tertentu, peningkatan kapasitas harus diberikan dan/atau ahli 

eksternal harus digunakan. 
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6. KELAYAKAN INVESTASI 

6.1 Kriteria Kelayakan Yurisdiksi  

&Green diizinkan untuk beroperasi di semua negara yang termasuk dalam Daftar Penerima ODA 

DAC, yang juga memiliki kualifikasi terhadap kebijakan Kriteria Kelayakan Yurisdiksi (Jurisdictional 

Eligibility Criteria/“JEC”) &Green, dan tunduk pada persetujuan AB. 

Penasihat Investasi bertanggung jawab untuk mempertahankan suatu catatan (daftar) Yurisdiksi 

dan status mereka, dan hanya memberikan proyek kepada Komite Kredit yang berada dalam 

yurisdiksi yang disetujui oleh &Green. 

6.2 Kategorisasi Risiko 

Proses identifikasi risiko/dampak untuk setiap proyek harus dilaksanakan oleh Penasihat 

Investasi, secara potensial bersamaan dengan spesialis E&S, dan diikuti dengan suatu proses 

kategorisasi yang mengidentifikasi dan menilai risiko dan dampak (mencakup komitmen secara 

sukarela, standar praktik terbaik dan persyaratan hukum) berdasarkan pertimbangan seperti: 

- Skala, intensitas dan ketidakterpulihan dari potensi risiko/dampak; 

- Keberadaan hukum adat atau tuntutan hak milik informal; 

- Dukungan pemerintah/pengatur untuk persyaratan E&S yang diusulkan; 

- Kedekatan dengan area yang memiliki nilai atau sensitivitas lingkungan hidup atau sosial; 

- Kemampuan untuk memengaruhi klien dan mengeksekusi janji-janji utang. 

6.3 Kriteria Pengecualian 

&Green akan mengecualikan semua proyek yang akan termasuk dalam Daftar Pengecualian 

&Green.  

6.4 Pendekatan &Green terhadap karbon  

&Green mendukung upaya dari Para Penerima Pinjamannya untuk mematuhi standar tertinggi 

dari Pengurangan emisi dari deforestasi dan penggundulan hutan (REDD+).  

Tidak ada satu pun bagian dari Pinjaman &Green yang akan digunakan oleh Penerima Pinjaman, 

secara langsung atau tidak langsung, untuk mengupayakan pembiayaan tambahan melalui 

kredit karbon yang tidak terkumpul dalam suatu Struktur Akuntansi Yurisdiksi.  

Setiap dan seluruh upaya oleh Penerima Pinjaman atau salah satu Anak Perusahaannya untuk 

mengakses pasar karbon untuk salah satu Pinjaman berdasarkan suatu klaim telah mengurangi 

emisi dari deforestasi dan penggundulan hutan (REDD+) atas area proyek yang termasuk 

sebagai bagian dari Rencana Perlindungan Lanskap akan sepenuhnya mematuhi semua 

keputusan yang relevan yang diambil berdasarkan UNFCCC. 
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6.5 Kriteria Penerima Pinjaman dan Investor Bersama  

Semua peminjaman harus mematuhi peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku. 

Semua penerima pinjaman harus merupakan badan hukum dan memiliki suatu status hukum 

yang memberikan perlindungan yang cukup bagi kreditur. 

Para penerima pinjaman harus dapat dipercaya, dan menunjukkan tata kelola perusahaan yang 

baik di seluruh struktur organisasionalnya. 

Semua klien &Green harus mengikuti Standar Kinerja IFC dan memberikan suatu Rencana 

Perlindungan Lanskap (LPP) serta membuat suatu komitmen kebijakan tingkat organisasi tertulis 

tanpa syarat untuk tanpa deforestasi, tanpa gambut, dan tanpa eksploitasi (NDPE).  

Lembaga Keuangan yang bertindak sebagai investor bersama dalam transaksi (mis. sindikasi) 

harus memenuhi persyaratan berikut ini: 

- Merupakan suatu lembaga mitra, atau klien, dari suatu Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan (Development Finance Institution/“DFI”) yang diakui, atau merupakan suatu 

penanda tangan Prinsip Ekuator; 

- Menunjukkan kedudukan keuangan yang sehat; 

- Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yang dapat menghasilkan laporan 

yang bermakna dan dapat dijadikan acuan mengenai penggunaan &Greens dan 

kedudukan keuangan dari lembaga, 

- Memberikan suatu sistem manajemen risiko, organisasi, struktur tata kelola dan kualitas 

yang memadai; 

- Setiap kriteria lain yang didefinisikan oleh Dewan &Green. 

Sebelum menandatangani suatu transaksi baru, &Green akan mendapatkan dari lembaga 

keuangan mitra suatu evaluasi dari kebijakan internal dan kendali yang berlaku pada tingkat 

penerima pinjaman dan tingkat kepatuhan dari kebijakan dan kendali tersebut terhadap standar 

setempat dan internasional untuk menghindari digunakannya sebagai suatu platform untuk 

skema pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. 

Hanya penerima pinjaman yang disebutkan oleh investor bersama dalam konfirmasi tertulisnya 

kepada &Green bahwa penerima pinjaman telah sepenuhnya mematuhi atau dalam proses 

menyusun standar dan prosedur mereka dalam kurun waktu yang didefinisikan, yang akan 

dibiayai oleh &Green. 

Apabila IA menegaskan bahwa suatu penerima pinjaman menawarkan suatu proposisi bernilai 

yang menarik khususnya, tetapi investor bersama tersebut tidak hendak atau tidak dapat 

mengevaluasi penerima pinjaman tersebut secara menyeluruh, IA dapat memastikan bahwa 

suatu evaluasi dilaksanakan dari suatu pihak ketiga independen. 

Lembaga Keuangan (termasuk &Greens investasi) yang bertindak sebagai investor bersama, 

harus merupakan suatu lembaga mitra, atau klien, dari suatu Lembaga Pembiayaan 

Pembangunan (“DFI”) yang diakui, atau dalam keadaan luar biasa dimana hal ini tidak terpenuhi, 

harus menunjukkan kepatuhan terhadap Standar Kinerja IFC dalam program peminjamannya, 
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mis. melalui menjadi suatu penanda tangan Prinsip Ekuator, atau dengan memberikan suatu 

laporan verifikasi dari suatu konsultan independen yang cukup memenuhi syarat. 

6.6 Larangan portofolio  

&Green akan mengelola perkembangan portofolionya agar sesuai dengan praktik terbaik untuk 

diversifikasi portofolio, meskipun mempertimbangkan tesis dan strategi investasi yang 

digunakan.  

 

Batas konsentrasi: 

- Tidak ada sektor tunggal (mis. minyak sawit, ternak, kakao) yang akan membentuk lebih 

dari 40% (dan dua sektor apa pun sebesar 70%) dari nilai portofolio yang jatuh tempo; 

- Tidak ada transaksi tunggal yang akan membentuk lebih dari 10% nilai dari suatu 

portofolio yang jatuh tempo; 

- Tidak ada negara tunggal yang akan membentuk lebih dari 30% dari nilai suatu 

portofolio yang jatuh tempo. 

Suatu portofolio yang jatuh tempo didefinisikan sebagai suatu portofolio yang masih berjalan 

dengan nilai lebih dari USD 250 juta. 

Direksi dapat mengizinkan pelanggaran terhadap batas konsentrasi ini untuk suatu jangka waktu 

apabila diberikan alasan yang kuat dan Direksi yakin bahwa batas tersebut akan diberlakukan 

kembali dalam suatu jangka waktu yang dapat diterima.  

 

7. DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL  

7.1 Standar Kinerja IFC  

&Green memberlakukan Standar Kinerja International Finance Corporation (IFC) sebagai 

kerangka kerjanya untuk manajemen risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang 

berkaitan dengan proyek yang hendak dibiayainya. 

&Green mewajibkan kliennya untuk mendapatkan persetujuan bebas, sebelumnya dan yang 

telah dipahami dari semua komunitas setempat (bukan hanya Masyarakat Adat) dengan hak 

adat atas tanah yang digunakan untuk komponen produksi dan konservasi dari proyek yang 

dibiayai oleh &Green. Untuk pembiayaan UKM termasuk pemegang kecil dan koperasi kecil, 

standar setempat atau internasional lainnya (mis. prinsip & kriteria RSPO dalam hal sektor 

minyak sawit), termasuk yang dikembangkan secara khusus untuk para pemangku kepentingan 

kecil, dapat digunakan apabila standar kinerja sama dengan tetapi mungkin lebih dikenal atau 

disesuaikan lebih baik untuk skala dan intensitas manajemen klien. Apabila standar alternatif 

tersebut digunakan, Penasihat Investasi &Green harus mendokumentasikan rasionalisasi untuk 

penggunaan standar dalam informasi E&S yang tersedia untuk publik yang diberikan untuk 



 

 H a l a m a n  | 13 

  
 

masing-masing transaksi (lihat bagian dalam dokumen ini tentang ‘Komunikasi dan Pelaporan 

Eksternal’). 

Standar Kinerja IFC dapat digunakan bersamaan dengan standar, pedoman dan alat praktik 

tersebut yang relevan (misalnya: Pedoman Secara Sukarela tentang Tata Kelola Hak Milik Yang 

Bertanggung Jawab, Standar Agrikultur yang Berkelanjutan, Prinsip & Kriteria RSPO, Prinsip & 

Kriteria Dewan Pembinaan Hutan, Alat Pendekatan Stok Karbon Tinggi dan Standar Iklim, 

Komunitas & Keanekaragaman Hayati atau standar praktik terbaik lain yang sedang 

berkembang) apabila hal-hal tersebut memberikan panduan atau persyaratan terperinci 

tambahan yang mendukung kepatuhan terhadap Standar Kinerja IFC. 

Semua klien &Green harus mengikuti Standar Kinerja IFC dan mengajukan suatu Rencana 

Perlindungan Lanskap (LPP) serta membuat suatu komitmen kebijakan tingkat organisasi tertulis 

tanpa syarat tanpa deforestasi, tanpa gambut, dan tanpa eksploitasi (NDPE). Suatu Rencana 

Perlindungan Lanskap adalah suatu rencana penggunaan dan pengelolaan tanah yang 

komprehensif dan berjangka panjang yang dikembangkan oleh calon klien bersamaan dengan 

para pemangku kepentingan utama, yang mencakup semua area stok karbon tinggi dan hutan 

dan lahan gambut dengan nilai konservasi tinggi di dalam Area Proyek (perincian lebih lanjut di 

LPP ditetapkan dalam Aneks II). 

 

&Green mengakui bahwa para kliennya mungkin tidak memenuhi standar ini pada saat 

penandatanganan suatu transaksi, dan dalam situasi ini &Green akan menentukan suatu kurun 

waktu yang selama kurun waktu tersebut kepatuhan penuh dan/atau perbaikan harus dicapai. 

7.2 Kerangka Kerja Hutan dan Keanekaragaman Hayati  

Dengan mempertimbangkan pentingnya dampak terkait keanekaragaman hayati dalam 

investasinya, &Green memiliki proses khusus yang memperkenalkan isu keanekaragaman hayati 

ke dalam pengambilan keputusan investasi: Kerangka Kerja Hutan & Keanekaragaman Hayati. 

Kerangka kerja memuat Standar Kinerja 6 IFC & Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Sosial (ESMS) &Green, memberikan suatu pendekatan terdepan industri terhadap isu arus 

utama keanekaragaman hayati ke dalam pengambilan keputusan investasi. Bimbingan diberikan 

secara mendalam mengenai kajian khusus keanekaragaman hayati yang sepadan dengan 

tingkat risiko keanekaragaman hayati yang ditimbulkan oleh investasi, untuk memberikan 

pendekatan pragmatis dalam menyeimbangkan manajemen risiko yang efektif secara biaya dan 

secara bersamaan, mempertahankan integritas dari Standar Kinerja IFC. 

7.3 Kebijakan NDPE 

&Green mensyaratkan klien untuk membuat suatu komitmen kebijakan tingkat organisasi 

tertulis tanpa syarat tanpa deforestasi, tanpa gambut, dan tanpa eksploitasi (NDPE). Lembaga 

Pengelola Dana mengawasi kemajuan pada komitmen kebijakan NDPE sepanjang tenor 

investasinya. Kekurangan kemajuan akan dibahas dengan klien, berdasarkan kewajiban dan 

konsekuensi yang didefinisikan secara kontraktual.  
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7.4 Perlindungan Lanskap 

&Green mewajibkan para klien untuk menjabarkan visi mereka untuk memaksimalkan dampak 

lingkungan hidup dan inklusi sosial jangka panjang dan untuk berkontribusi dalam transformasi 

sektor ke dalam suatu Rencana Perlindungan Lanskap (LPP) dan untuk berkomitmen 

menerapkannya sebagai bagian dari investasinya. 

 

LPP menguraikan strategi klien dan tambahan strategi terhadap praktik sektor dalam lanskap di 

mana mereka beroperasi. Selain itu, LPP mendefinisikan target hasil dan keluaran dari strategi, 

akuntabilitas klien dan kerangka kerja Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi terhadapnya. 

 

8. PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI  

8.1 Kerangka Kerja Dampak 

Untuk menilai sejauh mana investasi bersifat transformatif dan dampak yang diberikannya, 

&Green memberlakukan kerangka kerja Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dikembangkan 

secara internal. Kerangka kerja ini melekat dalam proses investasi dan mengawasi, melaporkan, 

dan memverifikasi dampak dan kemajuan menuju perubahan transformatif yang dituju di setiap 

transaksi. Tujuan dari Kerangka Kerja Dampak adalah untuk memberikan wawasan yang jelas, 

konsisten dan bermakna ke dalam dampak dari Lembaga Pengelola Dana. IKU telah 

dikembangkan dari peninjauan praktik terbaik yang tersedia. 

8.2 Komunikasi dan Pelaporan 

Keterlibatan berlanjut dengan klien setelah penandatanganan suatu perjanjian keuangan adalah 

kunci untuk memastikan bahwa manajemen E&S terintegrasi ke dalam operasional klien, dan 

bahwa LPP dan Rencana Aksi E&S diterapkan secara efektif, mitigasi risiko E&S dan peluang 

penciptaan nilai direalisasikan dan bahwa terdapat pemantauan dan pelaporan teratur terhadap 

peristiwa-peristiwa material seperti kecelakaan serius yang melibatkan atau memengaruhi klien 

(mis. kematian) dan perkembangan terkait E&S lainnya yang telah terjadi dalam jangka waktu 

pelaporan yang dapat memengaruhi penerapan ESMS dan kinerja E&S klien. Apabila sesuai, 

klien harus menggunakan ESMS mereka sendiri dan akan diawasi dan dilaporkan kepada Direksi 

&Green oleh Penasihat Investasi. 

Laporan Penerima Pinjaman kepada IA harus termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

• Laporan Keuangan Penerima Pinjaman (secara berkala sebagaimana dipersyaratkan 

oleh Penasihat Investasi); 

• Laporan E&S Tahunan; 

• Laporan kemajuan tahunan terhadap target transaksi dan IKU, termasuk tonggak 

pencapaian yang didefinisikan dalam Rencana Aksi E&S dan Rencana Perlindungan 
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Lanskap (LPP harus dilaporkan dua kali setahun untuk dua tahun pertama dari suatu 

transaksi sebagaimana ditentukan dalam ESMS); 

• Pelanggaran janji-janji dokumen transaksi; 

• Setiap hal lain yang dapat menimbulkan perkara hukum terhadap penerima pinjaman 

atau menyebabkan risiko reputasi bagi penerima pinjaman atau &Green; 

• Suatu laporan singkat mengenai dan pelajaran yang diambil dari setiap risiko material 

lain yang dihadapi oleh penerima pinjaman (mis. penipuan, korupsi, kesalahan 

pengelolaan keuangan, aspek lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan, gender, 

kesetaraan dan hak asasi manusia apabila ada), termasuk bagaimana risiko tersebut 

telah diidentifikasi dan ditangani dalam jangka waktu pelaporan, dan bagaimana 

rekomendasi sebelumnya telah ditindaklanjuti apabila ada; 

• Laporan lain termasuk permohonan pembayaran, perpanjangan kredit, dan lainnya yang 

dianggap diperlukan oleh Penasihat Investasi. 

 

Pelaporan kepada Direksi: 

Laporan IA harus termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

• Laporan Keuangan Triwulanan &Green; 

• Kinerja Triwulanan E&S dari portofolio; 

• Laporan E&S Tahunan terperinci dari setiap transaksi dasar; 

• Laporan kemajuan terhadap target dan IKU &Green; dan 

• Pelanggaran janji-janji dokumen transaksi atau kemunduran signifikan dalam profil risiko 

portofolio; 

• Setiap hal lain yang dapat menimbulkan perkara hukum terhadap penerima pinjaman 

atau menyebabkan risiko reputasi bagi penerima pinjaman atau &Green; dan 

• Suatu laporan singkat mengenai dan pelajaran yang diambil dari setiap risiko material 

lain yang dihadapi oleh penerima pinjaman (mis. penipuan, korupsi, kesalahan 

pengelolaan keuangan, aspek lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan, gender, 

kesetaraan dan hak asasi manusia apabila ada), termasuk bagaimana risiko tersebut 

telah diidentifikasi dan ditangani dalam jangka waktu pelaporan, dan bagaimana 

rekomendasi sebelumnya telah ditindaklanjuti apabila ada. 

Setiap 5 tahun sekali, &Green bertujuan untuk menyelesaikan suatu Kajian Dampak terperinci 

oleh suatu pihak ketiga yang akan mengevaluasi kinerja &Green dan portofolio proyek-

proyeknya terhadap tujuan dampak &Green. 

 

Komunikasi dan pelaporan eksternal  

&Green harus secara sistematis mengidentifikasi dan melibatkan para pemangku kepentingan 

yang relevan serta berpartisipasi dalam inisiatif dan mengembangkan kemitraan yang 
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diyakininya mendukung penerapan ESMS yang ditingkatkan. Keterlibatan ini dapat melibatkan 

komunitas, kelompok industri, badan pemerintah, forum kebijakan, serta organisasi masyarakat 

sipil dan badan usaha sosial. Apabila sesuai, &Green akan berupaya untuk memastikan bahwa 

tingkat keterlibatan eksternal ini diikuti pada tingkat klien. 

&Green akan melaporkan kemajuan dengan penerapan dan kinerja ESMS dalam laporan 

triwulanan dan tahunannya. Pelaporan kepada Direksi dan Para Kontributor &Green harus 

memasukkan informasi berikut ini: 

- Kabar terkini mengenai penerapan ESMS. 

- Untuk masing-masing klien: standar kinerja E&S yang diberlakukan terhadap transaksi, 

suatu ringkasan dari risiko E&S, dampak dan peluang yang diidentifikasi selama uji 

tuntas, suatu ringkasan dari semua komponen E&S dari perjanjian pinjaman termasuk 

komitmen LPP dan Rencana Aksi E&S, peringkat risiko E&S yang diberikan kepada klien, 

dan suatu keputusan mengenai kualitas dari sistem manajemen E&S klien atau 

kemampuannya untuk mengelola risiko E&S-nya. 

- Suatu kemajuan terkini selama jangka waktu pelaporan, termasuk tonggak pencapaian 

yang dicapai (terutama yang ada dalam LPP dan rencana aksi E&S), kesulitan yang 

dihadapi, tanggapan terhadap kesulitan, dan indikator kinerja yang dilacak. 

- Suatu ringkasan tindakan prioritas untuk tahun berikutnya. 

- Peran Penasihat Investasi dalam membantu klien mencapai tonggak pencapaian. 

- Diskusi mengenai kejadian atau kecelakaan yang terjadi kepada klien selama jangka 

waktu pelaporan, dan apakah/bagaimana kejadian atau kecelakaan dilaporkan, diselidiki 

dan dimitigasi sebagaimana seharusnya, dan bagaimana kejadian selanjutnya dicegah, 

termasuk bukti yang mendasarinya. 

- Perkembangan terkait E&S yang telah terjadi dalam jangka waktu pelaporan yang dapat 

memengaruhi penerapan ESMS dan kinerja E&S dari klien. 

- Inisiatif yang telah diambil oleh perusahaan untuk membagikan praktik terbaik dengan 

rekan sejawatnya. 

 

Penasihat Investasi harus memberi tahu Direksi mengenai setiap pelanggaran material 

(DEFINISIKAN/TUNDA ATAU JADWALKAN KEMBALI/PELANGGARAN) terhadap janji-janji pinjaman 

dalam waktu 5 hari kerja sejak mengetahui pelanggaran, dan semua pelanggaran harus 

didokumentasikan dalam Memorandum Pelanggaran Janji semi-tahunan (sebagaimana 

diuraikan dalam Pedoman Peminjaman). 

 

Setiap 5 tahun sekali, &Green bertujuan untuk menyelesaikan suatu kajian dampak terperinci 

oleh suatu pihak ketiga yang akan mengevaluasi kinerja &Green dan portofolio proyek-

proyeknya terhadap tujuan dampak &Green.  
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8.3 Keterbukaan 

&Green, dengan misinya untuk menyediakan barang publik, akan secara publik melakukan 

keterbukaan kegiatannya sesuai dengan standar transparansi tertinggi dan akuntabilitas publik 

hingga batas yang diizinkan berdasarkan hukum. 

Terdapat anggapan bahwa keterbukaan akan dilakukan terkait dengan a) informasi mengenai 

&Green sendiri (“Informasi Organisasi” (Organisational Information), sebagaimana diuraikan di 

bawah ini) dan b) informasi mengenai kegiatan yang didukung oleh &Green (“Informasi Terkait 

Investasi” (Investment-Related Information), sebagaimana diuraikan di bawah ini). 

Informasi Organisasi dianggap bersifat publik dan akan dilakukan keterbukaan dengan 

mempublikasikannya ke situs web &Green, termasuk, tetapi tidak terbatas pada: 

- Anggaran Dasar yang telah disahkan notaris; 

- Kebijakan Peminjaman dan ESMS yang diberlakukan oleh Direksi &Green; 

- Pedoman Perilaku yang diberlakukan oleh Direksi &Green; 

- Kebijakan Manajemen Keluhan yang diberlakukan oleh Direksi &Green; 

- Penetapan yurisdiksi yang memenuhi syarat sebagaimana disetujui oleh Dewan 

Penasihat; 

- Laporan keuangan tahunan yang diaudit dari &Green, termasuk laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangannya, serta laporan  

manajemen yang menyertainya dan laporan audit; 

- Laporan tahunan &Green yang disetujui oleh Direksi; 

- proyek yang dibiayai oleh &Green termasuk keterangan proyek dan rasionalisasi untuk 

keputusan yang diambil; 

- rencana aksi E&S dan Rencana Perlindungan Lanskap, dengan target dan pencapaian 

untuk masing-masing proyek, serta laporan kemajuan berkala masing-masing, termasuk 

verifikasi pihak ketiga; 

- setiap kajian dampak dan laporan evaluasi yang disetujui oleh Direksi &Green. 

 

Informasi Organisasi lain yang dianggap bersifat publik dan tersedia apabila diminta, termasuk, 

tetapi tidak terbatas pada: 

- kebijakan pengadaan yang diberlakukan oleh Direksi &Green; 

- kebijakan perjalanan dan pengeluaran yang diberlakukan oleh Direksi &Green. 

Informasi Terkait Investasi yang dapat dipublikasikan oleh &Green dan atau Para Kontributornya 

di situs web mereka adalah: 

- nama &Green dan Penasihat Investasi; 

- keterangan mengenai &Green, pernyataan misinya, tujuan dan Kebijakan Peminjaman; 

https://www.andgreen.fund/downloads/
https://www.andgreen.fund/downloads/
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- keputusan sehubungan dengan yurisdiksi yang memenuhi syarat di mana &Green dapat 

beroperasi; 

- jumlah keseluruhan dari Kontribusi Kontributor dalam &Green, total modal yang 

dipegang oleh &Green dan total modal yang ditempatkan dalam &Green; 

- tempat pendirian &Green dan sektor geografis dan pasar di mana &Green beroperasi; 

- keterangan umum mengenai proyek-proyek yang dibiayai oleh &Green, seperti jenis 

kegiatan dan tujuan, rasionalisasi untuk &Green membiayai proyek, identitas 

pemrakarsa proyek, tanggal penandatanganan dokumen-dokumen transaksi utama dan 

total ukuran proyek-proyek yang dibiayai oleh &Green; 

- keseluruhan data terkait dengan ukuran proyek yang diberikan investasi oleh &Green di 

suatu yurisdiksi tertentu. 

 

Alasan mengapa kebijakan dan dokumen &Green tertentu tidak tersedia secara publik: 

- Tanggung jawab utama untuk melakukan keterbukaan informasi mengenai para 

penerima pinjaman yang didukung oleh &Green berada pada penerima pinjaman yang 

relevan, namun &Green mendukung para penerima pinjamannya untuk menjadi lebih 

transparan mengenai usaha-usaha mereka untuk membantu memperluas pemahaman 

mengenai proyek mereka dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada misi &Green 

dan &Green mempublikasikan Informasi Terkait Investasi sebagaimana diuraikan di atas. 

- Dalam melaksanakan misinya, &Green menerima dari para penerima pinjamannya dan 

para pihak lain informasi yang tidak tersedia secara publik dengan tujuan 

memungkinkan &Green untuk menilai peluang investasi, untuk mengawasi dan 

mengevaluasi investasi yang ada, yang wajib dirahasiakan oleh &Green. 

- Untuk menjaga integritas dari proses pertimbangan &Green dan untuk melindungi 

pertukaran ide secara bebas di antara para anggota badan tata kelola &Green, &Green 

tidak melakukan keterbukaan dokumen, memorandum atau komunikasi lain apa pun 

apabila terkait dengan pertimbangan atau proses pengambilan keputusan tersebut, 

termasuk dokumen-dokumen dalam tahap penyusunan dan komunikasi internal dengan 

penasihat hukum, konsultan atau penyedia jasa lainnya dari &Green. 

- Sesuai dengan larangan yang dikenakan berdasarkan hukum perbankan, &Green tidak 

melakukan keterbukaan informasi yang akan melanggar hukum tersebut, seperti 

informasi keuangan, usaha, hak milik atau informasi non-publik lainnya yang diberikan 

kepada &Green oleh para penerima pinjaman, Penyedia Jasa atau para pihak ketiga 

lainnya, apabila keterbukaan tersebut akan bertentangan dengan harapan yang sah dari 

para pihak tersebut. 

 

&Green akan menyediakan LPP, rencana aksi E&S dan laporan kemajuan E&S triwulanan secara 

publik. 
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8.4 Dokumentasi Transaksi  

Penasihat Investasi diwajibkan untuk memastikan bahwa pernyataan, jaminan dan janji-janji E&S 

yang sesuai dimasukkan dalam dokumen-dokumen transaksi.  

Ketentuan E&S harus mencakup tindakan pencegahan dan perbaikan untuk diambil oleh klien 

(termasuk isi dari Rencana Aksi E&S), komitmen khususnya berdasarkan LPP, kewajiban-

kewajiban E&S yang sedang berlangsung (seperti mempertahankan kepatuhan terhadap Standar 

Kinerja IFC dan daftar kegiatan yang dikecualikan), persyaratan untuk pencairan modal 

selanjutnya yang berkaitan dengan rencana aksi E&S dan tonggak pencapaian LPP, serta 

konsekuensi untuk pelanggaran janji-janji utama (mis. suatu pasal pengakhiran E&S) beserta 

pasal-pasal pemulihan.  

&Green harus mengembangkan dan mempertahankan serangkaian syarat dan ketentuan E&S 

standar, yang dapat digunakan untuk setiap investasi berdasarkan temuan dari uji tuntas dan 

dokumen-dokumen kebijakan &Green, termasuk dokumen ini. Ketentuan E&S standar ini harus 

mencakup rujukan terhadap Daftar Pengecualian kegiatan Keuangan. 

 

8.5 Manajemen Keluhan 

Reksa Dana mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk melakukan operasinya 

dengan cara yang menghindari keluhan terhadap Reksa Dana. Penanganan pengaduan yang 

efektif menawarkan banyak manfaat praktis bagi IMF dan membantu meningkatkan kualitas 

layanan. Keluhan memberikan bukti adanya keputusan yang buruk dan/atau pemberian layanan 

yang buruk. IMF berupaya memastikan kepada para pemangku kepentingannya bahwa keluhan 

mereka mudah dilaporkan, diakui dan ditangani dengan cepat, adil dan sensitif. Untuk menjaga 

dan meningkatkan reputasinya, IMF harus mengidentifikasi counterparty yang tidak puas dan 

mencari metode untuk menyelesaikan keluhan mereka.  

&Green mengandalkan Kebijakan Manajemen Keluhan yang didasarkan pada prinsip-prinsip 

berikut yang semuanya:  

• Semua pemangku kepentingan diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan 

mereka;  

• Keluhan harus dijawab dalam waktu tiga bulan sejak diterima; dan 

Semua keluhan harus didokumentasikan dan dilaporkan. 

Kebijakan ini tersedia secara publik di situs web &Green.  

  

https://www.andgreen.fund/downloads/
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II. PEDOMAN SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 

SOSIAL (ESMS)  

 

1. IKHTISAR 

ESMS adalah suatu kerangka kerja menyeluruh yang memungkinkan operasionalisasi Prinsip 

Investasi atas Lembaga Pengelola Dana &Green. Suatu ESMS memungkinkan &Green untuk 

mengintegrasikan imbal balik lingkungan hidup dan sosial dalam suatu cara yang sistematis, 

koheren dan transparan pada kegiatan investasi melalui uji tuntas lingkungan hidup dan sosial, 

serta kajian risiko, dan melalui suatu kerangka kerja manajemen yang disesuaikan dengan sifat 

dan skala kegiatan dan besaran risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial.  

ESMS terdiri dari serangkaian kebijakan, panduan, alat dan contoh, yang dirujuk silang dalam 

dokumen ini yang mencerminkan konten yang tersedia secara digital di sharepoint ESMS. ESMS 

telah dirancang sesuai dengan Standar Kinerja 1 IFC serta praktik terbaik manajemen ESG untuk 

Lembaga Pengelola Dana, seperti yang disediakan oleh Grup CDC, FMO, IUCN dan panduan 

serta alat lainnya.  

&Green menggunakan sistem yang senantiasa mengalami peningkatan, yang sanggup membuat 

tolok ukur dan kajian mandiri, mis. Alat Diagnosa ESMS IFC (IFC ESMS Diagnostic Tool) yang saat 

ini memiliki tingkat “Mutakhir”. ESMS beroperasi di sharepoint, memberikan akses yang mudah ke 

semua dokumen, alat dan rujukan sistem.  

https://toolkit.bii.co.uk/management-systems/fund-esms/es-policy/
https://www.fmo.nl/esg-toolkit
https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_esms_gn_risk_management.pdf
https://www.ifcesmsdiagnostic.org/
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Gambar 1. ESMS &Green yang beroperasi melalui situs sharepoint. 

 

 

Oleh karena itu, dokumen ini mencerminkan isi terbaru dari situs, dan setiap contoh atau 

persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen ini, dapat melalui peningkatan. Contoh dan format 

yang diberikan (termasuk yang disorot dalam warna kuning) dalam dokumentasi ESMS ini 

dimaksudkan untuk menjadi pemahaman ilustratif yang membantu, tetapi dapat berubah pada 

saat penerapan. Perubahan tidak diperkirakan akan bersifat substantif. 

 

2. MANAJEMEN E&S DAN PENGATURAN ORGANISASI  

Kelompok E&S memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk pengelolaan kegiatan terkait E&S 

yang terkait dengan investasi &Green baik pada tingkat yurisdiksi dan transaksi. Kelompok E&S 

terdiri dari: 

- Ketua E&S yang mengawasi penerapan Prinsip Investasi dan mengoordinasi kelompok 

E&S; 

- Spesialis E&S yang mengelola risiko dan dampak E&S dari transaksi-transaksi &Green 

(satu spesialis E&S ditugaskan per transaksi); mereka juga bertanggung jawab untuk 

pemeliharaan dan pengembangan internal atas alat manajemen ESMS; 

- Spesialis GIS bertanggung jawab untuk pemantauan intelijen geospasial dan portofolio 

Lembaga Pengelola Dana;  

Situs komunikasi 

Sistem Pengelolaan 

Lingkungan Hidup & Sosial 

(ESMS) 

Halaman Yurisdiksi: Profil JECA, Gender & 

Bahaya Iklim 

Navigasi isi 

Proses PENYARINGAN Risiko E&S Umum, 

Mendefinisikan KATEGORI Risiko 

Rencana Aksi Lingkungan Hidup & Sosial 

(ESAP) dan Target 

Teori Perubahan & Perubahan 

Transformatif 

Pemeriksaan HUTAN & Keanekaragaman 

Hayati 

Rancangan Rencana Perlindungan 

Lanskap (LPP)  

Mendefinisikan RUANG LINGKUP risiko & 

dampak Lingkungan Hidup dan sosial  

Penyaringan GENDER 

Kerangka Kerja IKU 

Pemeriksaan eksposur risiko E&S 

terhadap REPUTASI 

Uji tuntas Lingkungan Hidup dan Sosial 

serta komponennya 

Keterlibatan PEMANGKU KEPENTINGAN 

sepanjang proses investasi 

Kebijakan & Pedoman 

Daftar Pengecualian 

Kerangka Kerja IKU 

Kebijakan NDPE  Kerangka Kerja Hutan & 

Keanekaragaman Hayati 

Kebijakan LPP  

Unduh Contoh Sesuai Pedoman 
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- Analis Yurisdiksi bertanggung jawab untuk cakupan makro ekonomi yang sedang 

berlaku (termasuk kebijakan iklim dan kehutanan) dari yurisdiksi yang disetujui &Green. 

Kelompok ini bersifat horizontal dan berfungsi silang, dengan masing-masing anggota 

memberikan keahlian yang berbeda. Para anggota kelompok memiliki target tahunan individual, 

yang mencerminkan kinerja dan pengembangan kapasitas untuk memastikan peningkatan yang 

terus-menerus dari keahlian kelompok. 

 

3. MANAJEMEN RISIKO DAN DAMPAK E&S  

Lembaga Pengelola Dana &Green menilai dan mengelola dampak sosial dan lingkungan hidup 

dari investasinya (yang akan datang), dengan menggunakan suatu Sistem Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Sosial yang komprehensif, yang dikembangkan dan dioperasikan di 

dalam perusahaan oleh spesialis E&S dari penasihat investasinya SAIL Ventures. Sistem 

beroperasi pada dua tingkat – yurisdiksi dan transaksi – dan sepenuhnya terintegrasi dalam 

proses investasi Lembaga Pengelola Dana, sejak pengembangan rasionalisasi investasi hingga 

evaluasi akhir (Gambar 1). 

 

Gambar 2. Ikhtisar ESMS &Green dan unsur-unsurnya. 
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Tingkat yurisdiksi  

JECA:  Yurisdiksi yang disetujui &Green adalah negara, daerah atau provinsi yang diatur oleh 

otoritas yang berkomitmen untuk mengatasi deforestasi. Lembaga Pengelola Dana mengambil 

pendekatan aktif untuk terlebih dahulu memilih yurisdiksi yang dipertimbangkan untuk 

investasi. Hasil dari pemeriksaan melalui suatu Kajian Kriteria Kelayakan Yurisdiksi (Jurisdictional 

Eligibility Criteria Assessment/JECA), suatu alat internal, menunjukkan apakah suatu yurisdiksi 

memiliki agenda perlindungan hutan dan/atau gambut yang progresif, dan apakah otoritas 

setempat berkomitmen untuk mengurangi deforestasi dan perlindungan ekosistem yang 

berharga. 

Untuk yurisdiksi yang disetujui, Lembaga Pengelola Dana mempertahankan profil yurisdiksi 

Bahaya Iklim dan Gender terbaru. Profil ini, selain memberikan konteks risiko masing-masing di 

dalam yurisdiksi dan rantai pasokan kepentingan, memfasilitasi integrasi perlawanan perubahan 

iklim dan pengarusutamaan gender dalam &Green untuk merancang rasionalisasi Perubahan 

Transformasi. Profil yurisdiksi dapat ditemukan di Halaman Yurisdiksi.  

Tingkat transaksi  

Untuk masing-masing transaksi, ESMS bertujuan untuk mengelola dan memantau: 

- Perubahan Transformatif (Transformational Change/TC); 

- Risiko Lingkungan Hidup & Sosial dari investasi; dan 

- Rencana Perlindungan Lanskap (LPP) yang memungkinkan terjadinya TC dan 

menyebabkan dampak sosial dan lingkungan hidup. 

Sistem melekatkan persyaratan Standar Kinerja IFC, secara sistematis melalui serangkaian 

kebijakan, panduan dan prosedur. Sistem juga mengintegrasikan metodologi kepemilikan 

seperti Perubahan Transformatif (TC), Kerangka Kerja Hutan & Keanekaragaman Hayati 

(dikembangkan secara internal dalam perusahaan dengan dukungan dari Konsultan 

Keanekaragaman Hayati), Kerangka Kerja Gender (sedang dikembangkan) serta serangkaian 

proses otomatis dan contoh yang meningkatkan efisiensi dari proses investasi.  

ESMS termasuk enam kebijakan/kerangka kerja yang membimbing identifikasi, kajian dan 

pengelolaan risiko dan dampak E&S sepanjang proses investasi: Daftar Pengecualian, Kebijakan 

NDPE, Kebijakan LPP, Kerangka Kerja Hutan & Keanekaragaman Hayati, Kerangka Kerja Gender 

dan Kerangka Kerja Dampak. 

 

Bagian-bagian berikut ini menjelaskan masing-masing langkah dalam proses investasi secara 

lebih terperinci: 

- Fase Kajian Perubahan Transformatif, diuraikan dalam suatu Rasionalisasi Investasi; 

- Fase Pemeriksaan, yang didokumentasikan dalam suatu Catatan Transaksi dan 

termasuk proses makro dari Mendefinisikan Ruang Lingkup, Pemeriksaan Risiko E&S 
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(termasuk Pemeriksaan Reputasi, Pemeriksaan Hutan & Keanekaragaman Hayati dan 

Pemeriksaan Gender) dan Kategorisasi Risiko; 

- Rancangan LPP, yang didokumentasi dalam Pengajuan Kredit dan terdiri dari uji tuntas 

(ESDD), ESAP yang memuat tonggak pencapaian TC, target dampak, matriks PS IFC. 

Setelah bagian-bagian ini, ESMS menguraikan pendekatan &Green untuk keterlibatan Pemangku 

Kepentingan yang selalu ada selama proses investasi. 

3.1 Kajian Perubahan Transformatif  

Rasionalisasi investasi dari setiap transaksi yang diselesaikan oleh &Green harus sejalan dengan 

misi kami untuk memutuskan hubungan produksi komoditas dari deforestasi, dan untuk 

melakukannya dengan mendorong model produksi inklusif yang berkelanjutan dan rantai nilai. 

Pada tahap awal, Komite Investasi &Green menganalisis potensi perubahan transformatif dari 

suatu transaksi, yang dirancang berdasarkan metodologi Perubahan Transformatif dari &Green 

sendiri. 

Kajian TC sendirinya adalah suatu bagian yang penting dari mempertimbangkan dan 

membayangkan jalan masing-masing investasi menuju transformasi. Oleh karena itu, &Green 

menilai dan melaporkan kemajuan TC untuk: 

- memperkuat fokus bukan pada perubahan inkremental melainkan pada perubahan 

transformatif di dalam investasi; 

- menunjukkan kepada para investor dan pemodal arus utama sifat transformatif dari 

investasi dan portofolio &Green dengan cara yang dapat ditiru dan transparan; 

- melengkapi Rasionalisasi Investasi dari proses investasi &Green dan memungkinkan 

dilakukannya pemantauan kemajuan tahunan. 

Kajian dan laporan TC dimasukkan dalam setiap fase dari proses investasi. Kajian yurisdiksi awal 

memuat jalur transformatif untuk rantai pasokan komoditas utama. 

Rasionalisasi Investasi menilai potensi TC dan memberikan Setiap Rasionalisasi Perubahan 

Transformatif yang memuat:  

- Paduk 

▪ Keterangan sektor dalam yurisdiksi 

▪ Hambatan sektor dalam praktik berkelanjutan 

▪ Hubungan dengan deforestasi, kurangnya inklusi sosial 

- Visi &Green untuk sektor dengan skenario di kemudian hari ketika sektor beroperasi 

sesuai dengan visi &Green 

- Jalur menuju perubahan 

▪ Perubahan Sistem; operasional yang ditingkatkan, inovasi, sistem yang 

dioptimalkan, intensifikasi 
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▪ Skala; perluasan, peniruan, pembagian pasar, memberikan keuntungan atau 

insentif bagi sektor untuk menggunakan praktik yang bertanggung jawab 

▪ Keberlanjutan; mengarusutamakan praktik operasional melalui dorongan 

pengatur, keuangan atau pasar 

Jalur menuju perubahan berkaitan dengan tonggak pencapaian dan hasil pekerjaan yang Klien 

berikan komitmen untuk capai sepanjang jangka waktu pinjaman, sehingga pemantauan TC 

menjadi bagian dari sistem MRV dari masing-masing Klien. 

Pendekatan secara praktik pada penerapan perspektif Perubahan Transformatif pada transaksi 

&Green tersedia dalam contoh Rancangan Ketentuan yang dibuat dalam panduan. 

Untuk perincian lebih lanjut mengenai pendekatan &Green terhadap Perubahan Transformatif, 

lihat laporan lengkapnya. 

3.2 Pemeriksaan E&S 

Pemeriksaan E&S bertujuan untuk mengorganisir dan mengevaluasi informasi awal mengenai 

dampak dan risiko lingkungan hidup dan sosial dari suatu transaksi. Untuk Catatan Transaksi, 

spesialis E&S mengadakan suatu pemeriksaan dalam perusahaan, menggunakan serangkaian 

contoh dan mengacu pada kajian otomatis GIS. Pemeriksaan E&S berguna untuk: 

- mengumpulkan dan membuat sistematis informasi awal mengenai transaksi. Sumber: (i) 

Klien memberikan informasi tersebut di halaman Permohonan Informasi, (ii) Kelompok 

SAIL mengumpulkan informasi melalui sistem ArcGIS (peta, peta IBAT, dll.), RepRisk dan 

pencarian umum; 

- mengidentifikasi, mencatat dan menilai risiko E&S, serta memberikan atribut kategori 

Risiko E&S. Kategori ini digunakan untuk: (i) mengeluarkan transaksi berisiko tinggi; dan 

(ii) membedakan antara transaksi risiko substansial dan risiko sedang, mendefinisikan 

ruang lingkup uji tuntas lingkungan hidup dan sosial (environmental and social due 

diligence/ESDD); dan 

- memeriksa kegiatan transaksi terhadap Daftar Pengecualian dari Lembaga Pengelola 

Dana &Green. 

 

Keluaran berikut ini dari Pemeriksaan E&S berguna sebagai masukan langsung pada dokumen 

Catatan Transaksi: 

- Daftar awal risiko E&S material; 

- Matriks kategori Risiko E&S; 

- Pemeriksaan terhadap Daftar Pengecualian; 

- Ruang lingkup ESDD yang diusulkan. 

Pemeriksaan dilakukan menggunakan contoh sesuai pedoman yang termasuk Kajian Ruang 

Lingkup, verifikasi risiko reputasi E&S sesuai dengan RepRisk, pemetaan risiko lingkungan hidup 

dan sosial, termasuk yang terkait dengan Daftar Pengecualian. 
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3.2.1 Tujuan pemeriksaan, jenis risiko dan dampak yang d inilai 

Untuk mengumpulkan informasi awal mengenai transaksi, mengatur interaksi klien, situs 

sharepoint melakukan kloning Situs Klien sesuai dengan Pedoman tentang Sharepoint untuk 

Klien. Kemudian menyesuaikan halaman Permohonan Informasi dan mengundang klien untuk 

mengisinya. Informasi yang diunggah, apabila sesuai, akan mencakup pendekatan yang sedang 

berlaku untuk mana. 

Pemeriksaan E&S dilakukan berdasarkan empat jenis pemeriksaan yang akan menjadi dasar 

untuk kajian terperinci lebih lanjut: 

- Pemeriksaan eksposur reputasi dari keterlibatan Klien dalam isu kontroversial dan 

masing-masing liputan media dinilai berdasarkan penemuan RepRisk. Penemuan ini 

digunakan sebagai kajian kontekstual untuk semua jenis kajian lain dan memberikan 

suatu perwakilan untuk eksposur reputasi pada semua tingkat (global / nasional / 

yurisdiksi); 

- Pemeriksaan kebijakan dan komitmen yang ada melibatkan pemeriksaan informasi 

publik yang ada dan dokumen-dokumen yang diminta melalui Info Klien; 

- Pemeriksaan konteks karena mayoritas dampak berdasarkan informasi yang tersedia 

secara publik seperti situs web Klien, Laporan Tahunan atau Laporan Keberlanjutan, 

kajian yang diadakan pada saat pemeriksaan (mis. ESIA, laporan obligasi hijau atau 

sejenisnya), laporan sertifikasi, laporan sektor tertentu, basis data nasional/internasional 

dan sejenisnya; 

- Informasi beracuan geografis seperti kedekatan dengan masyarakat adat atau tanah 

komunitas khusus lainnya dan dengan lokasi HCV/HCS/KBA, lokasi yang dilindungi dan 

penting secara budaya, data historis pada perubahan penggunaan tanah, terjadinya 

peristiwa kebakaran dan deforestasi diambil dari ArcGIS Online, Global Forest Watch dan 

IBAT. Gunakan Protokol LULC dan Protokol Alam yang tersedia di bagian Alat di bawah 

ini. 

 

&Green menerapkan suatu pendekatan sistematis terhadap pemeriksaan risiko dan dampak, 

dan mengelompokkan penemuan menjadi sepuluh kelompok standar, sebagaimana 

diperlihatkan dalam Gambar 3. Kelompok mencerminkan struktur dari Standar Kinerja IFC, serta 

Daftar Pengecualian &Green dan dampak yang relevan secara potensial (mis. Gender). 

Sistematisasi tersebut memungkinkan proses manajemen risiko dan dampak yang terintegrasi 

dan efisien.  

 

Gambar 3. Sepuluh kelompok risiko/dampak, yang digunakan oleh & Green Fund untuk mensistematisasi temuan 

tentang risiko dan dampak lingkungan & sosial yang relevan. Hak asasi manusia menjadi bagian dari kelompok 

yang berbeda dan selama penyaringan dinilai pada tingkat kebijakan; SEAH menjadi bagian dari kelompok 

Masalah Gender, dan selama penyaringan juga dinilai pada tingkat kebijakan saja). Tingkat Dampak dan 
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Kemungkinan memberikan semua opsi yang tersedia untuk penilaian, bersifat ilustratif dan tidak berhubungan 

dengan jenis risiko pada bagan ini. 

Sumber: templat untuk penyaringan risiko E&S. 

 

 

 

Untuk mengumpulkan informasi awal mengenai transaksi, Spesialis E&S akan mengatur situs 

sharepoint untuk interaksi klien dengan melakukan kloning Situs Klien sesuai dengan Pedoman 

tentang Sharepoint untuk Klien, kemudian menyesuaikan halaman Permohonan Informasi 

dan mengundang klien untuk mengisinya.  

 

Penemuannya dicatat dalam Contoh Pemeriksaan E&S: 

Gambar 4. Halaman awal contoh excel Pemeriksaan E&S. 

 

 

 

 DAMPAK KEMUNGKINAN 

Jenis Risiko/Dampak Skala potensi dampak Potensi intensitasnya Kemungkinan terjadi 

PS2 | Kesehatan, Keselamatan, Kerja Skala sangat besar permanen tidak dapat 
dipulihkan 

sering terjadi 

PS3 | Air, Tanah, Udara skala besar durasi tertentu tetapi 
dapat dipulihkan  

hampir kemungkinan 
terjadi 

PS4 | Komunitas, Konflik Sosial  sebatas lokasi sementara kemungkinan terjadi 

PS5 | Penyingkiran, Penggusuran skala kecil durasi pendek tidak diperkirakan 

PS6 | Keanekaragaman Hayati skala besar permanen tidak dapat 
dipulihkan  

hampir kemungkinan 
terjadi 

PS7 | Masyarakat Adat tidak diketahui tidak diketahui tidak diketahui 

PS8 I Warisan Budaya    

BI | Pekerja Anak/Paksa    

BI | Isu Gender    

BI | Kesejahteraan Hewan    

 

Kunjungi: Ikuti Langkah-Langkah Berikut untuk Memeriksa Transaksi: Status 

Info Klien Isi 1.Info Klien dengan informasi yang diterima dari Klien ‹formulir XX dalam sharepoint>. sedang 
diproses 

RepRisk Nilai Klien/sektor dalam Reprisk dan simpan tangkapan layarnya ke dalam 2.Data Reprisk  sedang 

diproses 

Ruang Lingkup Definisikan ruang lingkup kajian risiko dan dampak dalam 3. Ruang Lingkup sedang 
diproses 

Keanekaragaman 
Hayati 

PS6: jalankan analisis GIS sesuai dengan .<Protokol XX>. Catat hasil kajian dalam 3.Keanekaragaman 
Hayati. Berikan ringkasan singkat mengenai hasil di bawah kategori masing-masing dalam "Hasil 

Pemeriksaan”. Apabila terdapat risiko yang berbeda terkait dengan keanekaragaman hayati, catat 
masing-masing secara terpisah di bawah kategori masing-masing.  

sedang 
diproses 

Pemeriksaan Berdasarkan informasi yang diterima dari klien, identifikasi potensi risiko dan catat sesuai dengan kategori 
yang berlaku dalam 4.Hasil Penyaringan 

sedang 
diproses 

Kategori Risiko Atribusikan Skala, Durasi dan Kemungkinan untuk setiap risiko dalam 5.Kategori Risiko sedang 

diproses 

Panduan (Ikuti panduan untuk memilih kriteria (pengaturan tertentu untuk keanekaragaman hayati dicatat dalam 
pemeriksaan PS6) 
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3.2.2 Mendefinisikan Ruang Lingkup 

Lembaga Pengelola Dana &Green menerapkan pendekatan ganda untuk pemeriksaan, 

pemantauan dan pengelolaan aspek-aspek Lingkungan Hidup dan Sosial dari investasinya. 

Manajemen risiko E&S mencakup eksposur reputasi dan risiko operasional. 

- Kajian eksposur risiko E&S terhadap reputasi dilakukan berdasarkan eksposur pada 

liputan media tentang isu kontroversial yang telah melibatkan Klien, pada tingkat global. 

- Kajian risiko E&S terhadap operasional bertujuan untuk mengecualikan kemungkinan 

keterlibatan Klien dalam sejumlah kegiatan tertentu, serta untuk memetakan risiko 

substansial dalam operasional Klien dan rantai pasokan pada tingkat nasional dan untuk 

mengawasi perkembangan dan komitmen terkait. 

Gambar 5. Mendefinisikan ruang lingkup untuk kajian risiko dan dampak E&S. 

 

 

Ruang lingkup hubungan usaha: 

Aset dan operasional Klien yang ada dan direncanakan, yang dimiliki, dioperasikan atau 

dikelola secara langsung di negara transaksi. Pengecualian: yang memiliki risiko tidak 

penting karena jenis kegiatan/lokasi (risiko rendah akan ditunjukkan). 

Rantai pasokan utama: yang diketahui berkontribusi pada isu kontroversial dalam 

konteks nasional dan internasional. Rantai pasokan dikenal berdampak rendah, dapat 

dihilangkan (risiko rendah akan ditunjukkan). 

Penyedia jaminan di dalam negara yang diprioritaskan dengan pendekatan berdasarkan 

risiko. Untuk yang dihilangkan, risiko rendah akan ditunjukkan. 

 

Ruang lingkup spasial: 

Lanskap 

Area 

terdampak 
PS IFC /ESIA: 

ESAP 

• Rencana Perlindungan Lanskap 

• ESAP 

• IKU Dampak 

• NDPE: Pemantauan Penerapan 

DAMPAK 

Operasional nasional Klien 

• Daftar Pengecualian 

• PS IFC: pemantauan 

operasional risiko substansial, 

kebijakan/komitmen 

Operasional Global Klien 

• Eksposur media terhadap isu ESG 

• Komitmen dan kebijakan 

• NDPE: pemantauan kemajuan penerapan 

Klien: pihak yang bertanggung jawab untuk 

menerapkan dan menjalankan proyek yang dibiayai, 

atau penerima pembiayaan. 

Proyek: serangkaian kegiatan usaha yang telah 

didefinisikan, termasuk yang unsur, aspek, dan fasilitas 

fisik tertentunya kemungkinan akan menyebabkan 

risiko dan dampak, yang belum didefinisikan. 

Area terdampak: sebagaimana didefinisikan 

berdasarkan PS1 IFC. 

Lanskap: lanskap dalam yurisdiksi yang disetujui 

&Green. 
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Area aset yang dikelola saat ini dan yang direncanakan; 

Area fasilitas terkait yang kemungkinan akan menghasilkan dampak (apabila ada); 

Area terdampak rantai pasokan (saat ini dan potensial, apabila perluasan direncanakan) 

dan terhadap komunitas setempat, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan. 

Akan didefinisikan dengan menggunakan radius yang sesuai secara konteks (mis. jarak 

dari fasilitas klien berdasarkan praktik umum); 

Area kajian yang relevan untuk dampak terhadap keanekaragaman hayati sesuai dengan 

PS6 IFC (Kerangka Kerja Hutan & Keanekaragaman Hayati). 

 

Ruang lingkup sementara: 

Pemeriksaan kontekstual (ya/tidak) terhadap dampak kumulatif; 

Risiko E&S terhadap reputasi: 5 tahun ke belakang; 

Risiko E&S terhadap operasional: sejak kajian Pemeriksaan dan selanjutnya; 

 

Ruang lingkup dan penemuan terkait dicatat dalam contoh Ruang Lingkup.  

 

3.2.3 Pemeriksaan eksposur risiko E&S terhad ap reputasi 

Pemeriksaan reputasi terkait ESG berguna sebagai suatu perwakilan dari risiko-risiko potensial 

yang tidak dapat diungkit melalui analisis berorientasi kinerja. Untuk menyaring persepsi negatif 

terhadap Klien oleh pasar, &Green menggunakan platform RepRisk. RepRisk menangkap dan 

menganalisis informasi dari media, pemangku kepentingan, dan sumber publik lain yang berada 

di luar perusahaan. Alat tersebut secara eksklusif berfokus pada risiko untuk mengambil 

informasi merugikan yang dapat memiliki dampak reputasi, kepatuhan dan keuangan terhadap 

suatu perusahaan.  

Selain isu kontroversial potensial, melalui platform ini &Green juga menyaring para pemangku 

kepentingan yang perlu dipertimbangkan baik dalam uji tuntas dan fase rancangan LPP dari 

pemahaman risiko/perspektif mitigasi (mis. NGO, perkumpulan setempat dan sejenisnya).  

Instruksi untuk menggunakan RepRisk diberikan dalam contoh pemeriksaan E&S. 

 

3.2.4 Pemeriksaan Hutan & Keanekaragaman Hayati  

Mempertimbangkan pentingnya dampak terkait keanekaragaman hayati dalam investasinya, 

&Green memiliki proses khusus yang mengarusutamakan kekhawatiran keanekaragaman hayati 

dalam pengambilan keputusan investasi: Kerangka Kerja Hutan & Keanekaragaman Hayati. 

Kerangka kerja tersebut memuat Standar Kinerja 6 IFC dalam Sistem Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan Sosial (ESMS) &Green, memberikan suatu pendekatan mutakhir industri untuk 

mengarusutamakan kekhawatiran keanekaragaman hayati ke dalam pengambilan keputusan 
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investasi. Bimbingan diberikan secara mendalam mengenai kajian khusus keanekaragaman 

hayati yang sepadan dengan tingkat risiko keanekaragaman hayati yang dihasilkan oleh investasi 

untuk memberikan suatu pendekatan pragmatis untuk menyeimbangkan manajemen risiko 

yang efektif secara biaya sementara mempertahankan integritas Standar Kinerja IFC. 

Pemeriksaan Hutan & Keanekaragaman Hayati bertujuan untuk: 

- Memahami penggunaan tanah dan dinamika perubahan penggunaan tanah dalam area 

dampak transaksi; 

- Mengkaji risiko terkait keanekaragaman hayati yang perlu dipertimbangkan untuk 

keselarasan dengan persyaratan PS6 IFC; 

- Mengkaji area prioritas dalam hal kepentingan dan sensitivitas keanekaragaman hayati 

yang dapat dipertimbangkan dalam LPP untuk memitigasi dampak negatif dan 

memaksimalkan dampak positif; 

- Menentukan ruang lingkup dan memberikan perencanaan sumber daya yang benar dari 

uji tuntas. 

Keluaran yang diharapkan termasuk: 

- Keluaran 1. Kategori Risiko (tinggi, substansial, sedang atau rendah), yang akan 

mendasari definisi ruang lingkup uji tuntas. 

- Keluaran 2. Pemicu potensial atas “Perusakan HCV” (salah satu Kegiatan Yang 

Dikecualikan), untuk berkontribusi pada ruang lingkup uji tuntas apabila sesuai. 

- Keluaran 3. Laporan mengenai keberlakuan persyaratan Tidak Adanya Kerugian Bersih 

dan Pendapatan Bersih (NNL/NG), untuk berkontribusi pada ruang lingkup uji tuntas 

apabila sesuai. 

- Keluaran 4. Laporan kajian awal atas paduk NDPE, untuk berkontribusi pada ruang 

lingkup uji tuntas.  

- Keluaran 5. Ruang Lingkup dan perincian akan diperiksa selama ESDD. 
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Gambar 6. Prosedur dan alat pemeriksaan Hutan & Keanekaragaman Hayati. 

 

 

Perincian mengenai bagaimana cara untuk melaksanakan pemeriksaan Hutan & 

Keanekaragaman Hayati ditentukan dalam Kerangka Kerja Hutan & Keanekaragaman Hayati.  

3.2.5 Gender dan Penyaringan SEAH 

Walaupun dampak terkait gender bukan merupakan fokus dari misi &Green, kehilangan 

keanekaragaman hayati dan ketidaksetaraan gender yang terus terjadi pada hakikatnya saling 

terkait. Telah diakui secara luas bahwa ketidaksetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

adalah katalis untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan, termasuk pelestarian hutan. 

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan memiliki baik nilai dan kepentingan 

instrumental dalam menghadapi penurunan kesetaraan dan lingkungan hidup. 

&Green mengakui pentingnya mempertimbangkan gender untuk mencapai Perubahan 

Transformatif dalam rantai pasokan yang diinvestasikannya, dan mengintegrasikannya ke dalam 

proses investasinya.  

Pemeriksaan gender bertujuan untuk mencakup uji tuntas di kemudian hari yang akan: 

- Mengidentifikasi peran, keadaan, dan peluang yang berbeda antara 

peternak/pekerja/manajer perempuan dan laki-laki 

- Mengidentifikasi para pemangku kepentingan berbeda dalam rantai nilai/lanskap dan 

bagaimana mereka memengaruhi dinamika gender yang ada 

Contoh Info Klien di situs SharePoint  

Contoh pemeriksaan E&S, bagian “Hutan 

Keanekaragaman Hayati” 
Contoh Kajian NDPE  

Laporan NDPE  Laporan NNL / 

NG  

Daftar 

Pengecualian 

Kategori Risiko 

Ruang Lingkup ESDD  

Contoh Layar Kilas E&S  

Sesuaikan dan kirim permohonan informasi awal  

Buat permohonan / ambil berkas bentuk AoA Nilai konteks paduk NDPE 

Definisikan 

Tingkat 

Dampak dan 

kemungkinan 

terjadi 

Periksa Daftar 

Pengecualian 

Periksa 

keberlakuan  

NNL / NG  

Catat ruang 

lingkup ESDD  

Periksa 

komitmen dan 

kebijakan yang 

ada  

Periksa sistem 

yang ada 

Melaksanakan Pemeriksaan 

Risiko GIS FB 
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- Mengidentifikasi bagaimana peran, keadaan, dan peluang tersebut berkontribusi pada 

dampak transaksi 

- Mengidentifikasi bagaimana transaksi &Green sendiri dapat memperbaiki atau 

memperburuk keadaan dan peluang tersebut. 

Bergantung pada masing-masing keadaan transaksi, Lembaga Pengelola Dana membedakan 

antara pendekatan sensitif gender atau transformatif gender. 

Pendekatan sensitif gender merupakan bagian dari pendekatan berdasarkan risiko dari 

&Green, yang memverifikasi bahwa klien berkomitmen untuk menghindari kegiatan yang 

bertentangan dengan visi Lembaga Pengelola Dana. Pendekatan ini disederhanakan melalui 

kepatuhan Standar Kinerja IFC, pertimbangan NDPE dan penyelarasan Daftar Pengecualian.  

 

 

 

 

 

Pendekatan transformatif gender berkontribusi pada pencapaian Perubahan Transformatif. 

Apabila terdapat suatu potensi untuk penggunaannya, selama pemeriksaan penting untuk 

mencakup uji tuntas di kemudian hari yang akan: 

- Mengadakan kajian analisis gender 

- Menetapkan paduk gender untuk LPP 

- Mendalami isu gender potensial seperti representasi dalam rantai nilai, posisi 

kepemimpinan, kapasitas untuk mengungkit isu gender, literasi keuangan. 

-  Mengintegrasikan target, keluaran dan kegiatan khusus gender ke dalam ESAP. 

 

SENSITIF GENDER 

Mengakui kebutuhan dan hambatan yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki tanpa mengubah status quo. 

Suatu organisasi dapat, sebagai contohnya, menyadari bahwa kerja para perempuan pemilik jabatan kecil dalam 

rantai pasokan tidak cukup diakui, yang membatasi akses mereka untuk mendapatkan pelatihan. Pada saat 

memberikan pelatihan kepada perempuan pemilik jabatan kecil, organisasi dapat berfokus pada kegiatan yang 

mereka lakukan dan berupaya untuk membatasi dampak negatif dari pembagian tanggung jawab berdasarkan 

gender, misalnya beban kerja yang lebih berat untuk perempuan, tanpa mendobrak perbedaan berdasarkan 

gender itu sendiri. 

 

Pendekatan sensitif gender dapat mudah diintegrasikan ke dalam struktur pelatihan yang ada untuk topik 

lainnya karena tidak memerlukan pola perilaku berdasarkan gender yang mendasarinya untuk diungkit, 

namun, pendekatan ini mungkin kurang memadai untuk menghilangkan ketidaksetaraan sistematis. 

TRANSFORMATIF GENDER 

Mengatasi ketimpangan gender, mengubah relasi kuasa berdasarkan gender, dan secara aktif membangun norma 

sosial dan struktur yang setara. Suatu organisasi sadar bahwa perempuan dan laki-laki tidak memiliki kesempatan 

yang sama di rumah tangga, di tingkat komunitas atau di tempat kerja. Mereka dapat, sebagai contohnya, 

menciptakan kondisi kerja yang setara untuk perempuan dan laki-laki, mengakui bahwa cara yang khusus mungkin 

diperlukan untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam jabatan manajer atau untuk mencapai suatu lingkungan 

yang bebas dari kekerasan berbasis gender (KBG) 

 

Pendekatan transformatif gender memiliki ciri khas berpusat pada norma gender secara eksplisit dan oleh 

karena itu umum diadakan Intervensi yang memiliki tujuan utama untuk mengatasi isu gender dan 

mengubah relasi gender untuk mendukung kesetaraan. 
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Selain itu, & Green mengakui keharusan untuk mencegah dan merespons SEAH secara efektif 

dan untuk melindungi orang-orang, terutama individu yang rentan, dan korban SEAH dalam 

Kegiatan yang terkait dengan Dana. Selama Penyaringan E&S, spesialis E&S memeriksa sejauh 

mana kebijakan Klien dan mekanisme pengaduan menangani risiko terkait SEAH. Penilaian yang 

lebih rinci dari risiko-risiko tersebut dilakukan oleh pihak ketiga selama tahap uji tuntas. 

 

3.2.6 Verifikasi Daftar Pengecualian  

Verifikasi awal atas daftar Pengecualian oleh kelompok E&S bertujuan untuk mengidentifikasi 

pemicu potensial yang akan diselidiki selama uji tuntas. Verifikasi menjadi bagian dari proses 

Pemeriksaan E&S dan menggunakan Contoh Pemeriksaan E&S yang sama untuk mencatat 

temuannya:  

  

Kegiatan yang dikecualikan sesuai 
daftar pengecualian &Green  

Berlaku Kebijakan Rasionalisasi/bukti untuk mendukung klaim Poin verifikasi DD  

1. kerja paksa [1] atau pekerja anak 
[2] 

ya ya   

2. kegiatan atau bahan yang dianggap melanggar hukum berdasarkan hukum atau peraturan negara pelaksana atau 
konvensi dan perjanjian internasional, atau tunduk pada pengurangan atau larangan internasional seperti  

 

a) zat pengikis ozon, PCB 
(Polychlorinated Biphenyls) dan obat-
obatan, pestisida/herbisida atau 
bahan kimia berbahaya tertentu 
lainnya 

ya ya   

b) margasatwa atau produk yang 
diatur berdasarkan Konvensi 
Perdagangan Internasional Spesies 
Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam 
Punah (CITES); atau 

tidak tidak 
diketahui 

Klien tidak terlibat dalam kegiatan tersebut karena 
sifat usaha transaksi 

 

c) metode penangkapan ikan yang 
tidak berkelanjutan (mis. 
pengeboman ikan dan jaring tarik di 
lingkungan laut menggunakan jaring 
dengan panjang melebihi 2,5 km) 

tidak tidak 
diketahui 

Klien tidak terlibat dalam kegiatan tersebut karena 
sifat usaha transaksi 

 

3. Perdagangan lintas batas dalam 
limbah dan produk limbah, kecuali 
mematuhi Konvensi Basel dan 
peraturan dasarnya 

tidak tidak 
diketahui 

Klien tidak terlibat dalam kegiatan tersebut karena 
sifat usaha transaksi 

 

4. perusakan area dengan nilai 
konservasi tinggi 

ya ya   

5. bahan radioaktif [5] dan fiber asbes 
yang tidak terikat 

tidak tidak 
diketahui 

Klien tidak terlibat dalam kegiatan tersebut karena 
sifat usaha transaksi 

 

6. Pornografi dan prostitusi tidak tidak 
diketahui 

Klien tidak terlibat dalam kegiatan tersebut karena 
sifat usaha transaksi 

 

7. Media rasis dan/atau anti-
demokratis 

tidak tidak 
diketahui 

Klien tidak terlibat dalam kegiatan tersebut karena 
sifat usaha transaksi 

 

8. Apabila salah satu produk ini merupakan bagian substansial dari kegiatan usaha yang dibiayai utamanya dari suatu 
proyek 

 

a) minuman beralkohol (kecuali bir 
dan minuman anggur); b) tembakau; 
c) senjata api dan amunisi; atau d) 
kasino perjudian dan badan usaha 
sejenis 

tidak tidak 
diketahui 

Klien tidak terlibat dalam kegiatan tersebut karena 
sifat usaha transaksi 
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3.2.7 Ruang lingkup Uji Tuntas (ESDD)  

Semua temuan awal dari pemeriksaan dicatat dalam Contoh Pemeriksaan E&S dan dirangkum 

dalam contoh Ruang Lingkup untuk menyusun ruang lingkup dari uji tuntas di kemudian hari. 

Hal ini mencakup baik pertanyaan yang akan diungkit oleh para ahli pihak ketiga dan 

penyelidikan kelompok E&S.  

 

3.2.8 Kategorisasi  Risiko E&S  

Lembaga Pengelola Dana &Green mengklasifikasi semua transaksi ke dalam salah satu dari 

empat klasifikasi: Risiko Tinggi, Risiko Substansial, Risiko Sedang atau Risiko Rendah, 

berdasarkan kemungkinan terjadinya dan potensi tingkat keparahan dampak negatif.  

Kategori risiko Tinggi dan Substansial sesuai dengan kategori A IFC, dan mengikuti prosedur 

yang sama dalam hal uji tuntas dan persyaratan manajemen risiko. Klasifikasi risiko ini ditinjau 

secara berkala sehingga dapat disesuaikan sepanjang waktu investasi. Kategori Sedang dan 

Rendah sesuai dengan kategori B dan C IFC, secara masing-masing. Transaksi kategori B tunduk 

pada ruang lingkup ESIA yang terbatas.  

Setiap transaksi yang melibatkan penggusuran (kecuali risiko atau dampak dari penggusuran 

tersebut bersifat minor), risiko atau dampak merugikan terhadap Masyarakat Adat atau risiko 

atau dampak besar terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan komunitas, kondisi 

buruh dan kerja, keanekaragaman hayati atau warisan budaya, diklasifikasikan sebagai risiko 

tinggi atau substansial. 

Baik pemeriksaan risiko E&S awal dan ESDD mengikuti metodologi kategorisasi risiko yang sama, 

yang menganalisis dampak potensial dan kemungkinan dari risiko yang diidentifikasi (perincian 

metodologi tersedia di bawah judul "Panduan" dalam Contoh Pemeriksaan E&S"). Khususnya 

untuk risiko terkait hutan dan keanekaragaman hayati, perwakilan untuk kategorisasi risiko 

diperinci dalam Kerangka Kerja Hutan & Keanekaragaman Hayati. 

Untuk menentukan kategori risiko, faktor-faktor lain juga harus dipertimbangkan: 

- jenis, lokasi, sensitivitas, dan skala transaksi; 

- kemungkinan dan besaran dari risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial potensial; 

- kapasitas dan komitmen Klien untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan hidup dan 

sosial dengan cara yang sesuai dengan PS IFC, struktur tata kelolanya, keterkaitan 

dengan korupsi dan pelanggaran hukum; 

- sifat mitigasi dan teknologi yang digunakan; 

- stabilitas, konflik atau keamanan. 

 

Selama pemeriksaan, kelompok E&S mengadakan kategorisasi awal yang selanjutnya diverifikasi 

oleh kelompok uji tuntas eksternal, dan disesuaikan apabila sesuai. 
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3.3 Rancangan Rencana Perlindungan Lanskap (LPP)  

Pengajuan Kredit adalah langkah pengambilan keputusan terakhir terkait dengan persetujuan 

investasi baru, &Green mewajibkan para klien untuk menjabarkan visi mereka untuk 

memaksimalkan dampak lingkungan hidup dan inklusi sosial jangka panjang dan untuk 

berkontribusi dalam transformasi sektor ke dalam suatu Rencana Perlindungan Lanskap (LPP) 

dan untuk berkomitmen pada penerapannya sebagai bagian dari investasinya. 

LPP menguraikan strategi klien dan tambahan strategi terhadap praktik sektor dalam lanskap di 

mana mereka beroperasi. Selain itu, LPP mendefinisikan keluaran dan target hasil dari strategi, 

akuntabilitas klien dan kerangka kerja Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi terhadapnya. 

Penyusunan LPP mengacu pada suatu Uji Tuntas Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental 

and Social Due Diligence/ESDD) eksternal yang memberikan masukan untuk kemungkinan 

tercapainya target dan definisi, untuk rencana aksi selisih PS IFC, untuk pemantauan tonggak 

pencapaian perubahan transformatif dan sistem MRV untuk IKU dampak. Setelah menerima 

hasil ESDD, spesialis SAIL Ventures mengembangkan semua unsur dari LPP dengan 

menggunakan contoh dan alat yang beragam. LPP sangat bergantung pada Kerangka Kerja 

Hutan & Keanekaragaman Hayati untuk masukan. 

Gambar 7. Proses rancangan LPP. 
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3.3.1 Uji Tuntas (ESDD)  

Bersiap untuk uji tuntas, menggunakan ruang lingkup yang didefinisikan dalam fase 

pemeriksaan dan pertanyaan yang mungkin muncul selama komunikasi selanjutnya dengan 

Klien. Hasil utama dari ESDD termasuk hal-hal standar berikut ini, selain yang ditambahkan pada 

tingkat transaksi, apabila diperlukan:  

 

- Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Impact 

Assessment/ESIA), yang juga termasuk kajian risiko dan dampak terkait Hutan & 

Keanekaragaman Hayati serta Gender, sesuai dengan kerangka kerja masing-masing dari 

Lembaga Pengelola Dana &Green. Bergantung pada keadaan dan kerumitan transaksi, 

ESIA dapat dilaksanakan baik oleh konsultan yang sama, atau oleh konsultan khusus 

untuk masing-masing komponen (ESIA dan hak asasi manusia; Hutan & 

Keanekaragaman Hayati; Gender). 

-  Daftar Kegiatan Yang Dikecualikan Terverifikasi dari Lembaga Pengelola Dana &Green, 

- Kategori Risiko Yang Dikonfirmasi (Ulang), 

- Kajian selisih Standar Kinerja IFC, sesuai dengan contoh &Green untuk manajemen PS 

IFC, 

- Rencana Aksi Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Action Plan/ESAP). 

 

Kerangka kerja rujukan yang umumnya digunakan untuk ESIA termasuk: 

• Undang-undang lingkungan hidup dan sosial (termasuk keselamatan kesehatan kerja) 

setempat, nasional dan internasional yang berlaku; 

• Kebijakan Peminjaman Lingkungan Hidup & Sosial Lembaga Pengelola Dana &Green, 

termasuk panduan untuk rencana perlindungan lanskap; 

• Daftar Kegiatan Yang Dikecualikan Lembaga Pengelola Dana &Green; 

• Standar Kinerja IFC (2012); 

• Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia 

(UNGP). 

 

Uji tuntas yang terkait dengan PS6 IFC, hutan dan keanekaragaman hayati sebaiknya dibuat 

kontrak dengan menggunakan suatu KAK khusus yang ditentukan berdasarkan Kerangka Kerja 

Hutan & Keanekaragaman Hayati, dengan kerangka kerja rujukan yang ditetapkan, sesuai 

dengan KAK.  

Uji tuntas terkait isu gender, termasuk SEAH juga harus mengikuti pedoman Kerangka Kerja 

Gender dan menggunakan ToR khusus. 

Jika penyaringan atau uji tuntas awal menandai risiko tinggi yang terkait dengan masalah 

tertentu seperti hak asasi manusia, masyarakat adat, SEAH, pembebasan 
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lahan/pemukiman kembali atau sejenisnya, uji tuntas tambahan yang terfokus harus 

dipertimbangkan untuk menetapkan rencana mitigasi risiko yang efektif1. 

3.3.2 Penjelasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan konsultan yang dikontrak:  

- Digunakan sebagai dasar contoh KAK Generik dengan informasi mengenai &Green. 

- Bergantung pada kategori dan ruang lingkup Risiko E&S awal, menambahkan bagian 

masing-masing dari contoh F&B dan KAK Gender. 

- Mengirimkan Permohonan Proposal (RfP) kepada calon konsultan, mengikuti kebijakan 

pengadaan internal. 

- Mengevaluasi proposal menggunakan contoh kajian RfP. 

- Memilih (para) konsultan yang paling memenuhi persyaratan. 

- Melibatkan bagian administrasi untuk memulai proses pemberian kontrak. 

3.3.3 Isi dokumen LPP 

Semua klien &Green secara publik berkomitmen untuk bertransisi ke praktik agrikultur yang 

berkelanjutan dan melindungi Lanskap mereka yang lebih luas dari deforestasi. Sebagai bagian 

dari komitmen ini, mereka menyusun suatu Rencana Perlindungan Lanskap, atau LPP. Suatu LPP 

adalah suatu rencana penggunaan dan pengelolaan tanah secara berkelanjutan, yang secara 

kuantitatif menetapkan bagaimana dampak akan dihasilkan selama jangka waktu pembiayaan. 

 

LPP mencakup hal-hal seperti: 

- Riwayat lanskap, Usaha sebagai Skenario Umum dan Skenario Proyek untuk unsur 

lanskap yang berbeda; 

- Para pemangku kepentingan dan peran mereka dalam lanskap dan dalam proyek; 

- Target untuk Keuntungan Lingkungan Hidup dan Keuntungan Sosial, dengan tonggak 

pencapaian untuk pelaksanaan; dan 

- Strategi dan jadwal Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi. 

 

Untuk merancang LPP, gunakan contoh LPP dalam panduan dan ikuti Kebijakan LPP. Isi 

standar dari LPP mencakup: 

 

1 Uji tuntas tambahan biasanya sangat disesuaikan dengan keadaannya, sehingga tidak ada contohnya. KAK terbaru 

untuk proses uji tuntas tambahan tersedia atas permintaan. 
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LPP yang mendasari investasi yang sedang aktif tersedia secara publik di situs web &Green. 

3.3.4 Rencana Aksi Lingkungan Hidup dan Sosial (ESAP)  

Semua tindakan prioritas terkait dengan penerapan perubahan transformatif, pencapaian 

dampak (keuntungan) lingkungan hidup dan sosial yang diharapkan dari transaksi, serta mitigasi 

risiko E&S ditanggapi melalui Rencana Aksi Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and 

Social Action Plan / ESAP) yang merupakan bagian dari kontrak transaksi. 

ESAP memuat tiga bagian berikut ini, masing-masing dengan ruang lingkup dan jenis target 

tertentu: 

Komitmen Klien terkait dengan penerapan LPP terlihat dalam ESAP: 

A. Hal-hal strategis terkait dengan pengelolaan [rantai pasokan] yang 

memuat keterangan dari tonggak pencapaian dan lini waktu masing-masing; 

B. Manfaat lingkungan hidup dan sosial, yang diharapkan dihasilkan dari 

penerapan LPP, dengan target kuantitatif dan lini waktu masing-masing; dan 

C. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial (ESMS) diharapkan 

akan diterapkan oleh KLIEN untuk mencapai kepatuhan terhadap Standar 

Kinerja IFC, dengan target kuantitatif dan tindakan prioritas. 

Klien akan melaporkan kemajuannya atas penerapan LPP dengan menggunakan contoh yang 

akan diberikan oleh &Green, disesuaikan untuk mengintegrasikan praktik pelaporan yang ada 

milik Klien, seperti [GRI] dan sejenisnya.  

Frekuensi dan ruang lingkup ditetapkan di bawah ini: 

RUANG LINGKUP PELAPORAN 2022-2023 2023 DAN SETERUSNYA 

A. Kemajuan penerapan hal-hal 

strategis, sesuai dengan Tabel 1 

2 per tahun: 

Laporan mandiri oleh Klien, dan 

Audit independen tahunan 

Audit independen tahunan 

B. Figur yang diawasi dari manfaat 

lingkungan hidup dan sosial 

Audit independen tahunan Audit independen tahunan 

 4. PRAKTIK PERUSAHAAN 

PROGRAM PERLINDUNGAN BENTANG ALAM UNTUK [TRANSAKSI] 4.1 Riwayat aset lahan perusahaan (apabila mempunyai aset 

produksi) 

1. INVESTASI &GREEN DALAM [PERUSAHAAN] 4.2 Perubahan penggunaan lahan historis 

1.1 Tujuan: Transaksi dan LPP-nya 4.3 Fitur produksi 

1.2 Gambaran Uji Tuntas Lingkungan Hidup dan Sosial (ESDD)  4.4 Manajemen rantai pasokan 

1.3 Area Proyek: ruang lingkup program perlindungan lanskap 4.5 Gambaran pengelolaan dampak lingkungan hidup dan sosial 

perusahaan saat ini  

2. KARAKTERISTIK LANSKAP 5. STRATEGI PERLINDUNGAN LANSKAP PERUSAHAAN  

2.1 Klasifikasi lahan berdasarkan hukum 5.1 Visi &Green untuk sektor [XX] dan komitmen [PERUSAHAAN] 

2.2 Topografi dan tanah 5.2 [intervensi #1 – perubahan/penskalaan sistem] 

2.3 Iklim dan Hidrologi  5.3 [intervensi #2 – perubahan/penskalaan sistem] 

2.4 Fitur ekologis 5.4 [intervensi #3 – perubahan/penskalaan sistem] 

2.5 Fitur sosial ekonomi  5.5 [intervensi #n – perubahan/penskalaan sistem] 

3. DEFORESTASI DAN KEGIATAN TERKAIT 6. PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI 

3.1 Tren deforestasi di lanskap LAMPIRAN 4.1: ESAP 

3.2 Praktik penggunaan lahan di sektor komoditas saat ini  LAMPIRAN 4.2: INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN DEFINISI  
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C. Kepatuhan Standar Kinerja IFC Audit independen tahunan Audit independen tahunan 

 

Contoh ESAP merupakan bagian dari contoh LPP. Contoh ESAP juga dapat diunduh sebagai 

contoh terpisah yang diharapkan akan diajukan kepada IC sebagai bagian dari paket Pengajuan 

Kredit. 

3.4 Kerangka Kerja Dampak 

Untuk menilai sejauh mana investasi bersifat transformatif dan dampak yang diberikannya, 

&Green telah mengembangkan suatu kerangka kerja Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU melekat 

dalam proses investasi dan memantau, melaporkan serta memverifikasi dampak dan kemajuan 

menuju perubahan transformatif yang dituju dalam setiap transaksi. Pada tahun 2021, &Green 

memperbarui Kerangka Kerja Dampak untuk meningkatkan kemampuannya untuk melacak 

perubahan transformatif dan dampak yang penting untuk komunitas pemangku kepentingan 

dan investornya yang terus bertumbuh.  

Tujuan dari Kerangka Kerja Dampak adalah untuk memberikan wawasan yang jelas, konsisten 

dan bermakna dalam dampak dari Lembaga Pengelola Dana. Indikator-indikator telah 

dikembangkan dari suatu peninjauan praktik terbaik yang tersedia.  

 

Kerangka Kerja Dampak terbentuk dari:  

- IKU - ringkasan, indikator dampak ‘utama’;  

- OPI – Indikator Kinerja Operasional – rangkaian indikator yang lebih terperinci yang 

menjadi bagian dari, &/atau menambahkan informasi dalam IKU.  

- Indikator Pemantauan – indikator pemantauan tingkat investasi atau proyek yang 

mendasari IKU dan OPI.  

Data dan informasi yang berkontribusi pada indikator diambil dari hasil ESAP yang dilaporkan 

klien, atau dihitung melalui analisis lebih lanjut oleh Penasihat Investasi dengan menggunakan 

data klien dan/atau data yang tersedia secara publik.   

IKU dilaporkan secara publik sebagai suatu ‘papan instrumen’ pada tingkat portofolio, yang 

menunjukkan target (apabila sesuai) dan kemajuan tahunan dan kumulatif. Hasil portofolio 

adalah jumlah dari IKU investasi individual, yang juga akan tersedia secara publik, pada tingkat 

yang kurang terlihat, misalnya, dalam laporan tahunan Lembaga Pengelola Dana, dan di bawah 

judul ‘Portofolio’.  

OPI akan dilaporkan secara publik pada tingkat portofolio, tetapi tidak terlalu terlihat. OPI akan 

tersedia dalam laporan tahunan, dan dapat diakses dengan ‘menggali’ situs web &Green. Sama 

dengan IKU, OPI portofolio adalah jumlah dari OPI investasi individual. OPI investasi individual ini 

juga akan tersedia secara publik, kecuali dalam beberapa hal di mana OPI dihilangkan karena 

alasan rahasia perusahaan.   
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Ikhtisar IKU 

Kerangka Kerja Dampak terdiri dari indikator kualitatif dan kuantitatif yang dikelompokkan 

dalam tujuh area: Strategis; Hutan dan Iklim; Produksi; Orang; Keuangan; Kemitraan dan 

Dukungan; Kepatuhan.  

 

Definisi singkat dari ketujuh IKU (lihat Gambar 11 untuk ikhtisar) :  

IKU1: Kemajuan menuju Perubahan Transformatif  

Suatu metrik kualitatif yang menilai kemajuan menuju Perubahan Transformatif yang ditetapkan 

dalam rasionalisasi investasi, yang mendukung misi &Green. Dinilai dengan memantau bukti 

kemajuan terhadap tonggak pencapaian yang terkait dengan Perubahan Sistem, Skala, dan 

Ketahanan dari Transformasi.   

 

IKU2: #ha dari Hutan Yang Dilindungi  

Memantau area hutan yang dapat diidentifikasi yang dilestarikan ditambah hutan yang 

dipulihkan, ditambah lahan gambut yang dilestarikan atau direhabilitasi. ‘Hutan’ menggunakan 

definisi nasional terkait dengan penutupan tajuk, area minimum, jenis penggunaan tanah, dan 

tidak termasuk hutan tanaman. Setiap pembalikan dikurangi.  

 

IKU3: #tCO2e dari Manfaat Iklim  

Memantau manfaat mitigasi dalam ton setara Karbon Dioksida (tCO2e) dari pengurangan emisi 

ditambah sekuestrasi emisi. Pengurangan emisi dihasilkan dari perubahan dalam praktik 

pengelolaan perkebunan. Sekuestrasi emisi dihasilkan dari pertumbuhan kembali dan 

pemadatan di hutan yang berkurang yang dilestarikan, dan dari pertumbuhan pohon dan 

pembangunan di area pemulihan hutan. Setiap pembalikan (dan sehingga terdapat emisi) 

dikurangi.   

IKU4: # ha dari ekosistem dengan ketahanan yang meningkat  

Memantau area tanah yang direhabilitasi, dipulihkan atau dilindungi, terdiri dari: area hutan 

yang dilindungi (IKU2); ditambah area ekosistem non-hutan yang dipulihkan atau diperbaiki; 

ditambah area lahan yang berkurang yang dipulihkan melalui agrikultur regeneratif, agrikultur 

atau agroforestri penggembalaan tumbuhan dan hewan bersama (silvo-pastoral).  

 

IKU5: # masyarakat dengan ketahanan yang meningkat 

Memantau dan secara konservatif menilai jumlah masyarakat di mana suatu manfaat atau 

layanan diberikan atau dibuat memungkinkan untuk meningkatkan ketahanan mata 

pencaharian.  

 

IKU6: # Orang Yang Menerima Manfaat 
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Memantau jumlah individu yang mendapatkan manfaat dari transaksi &Green, dan merupakan 

jumlah dari: jumlah produsen yang dirangkul; layanan komunitas yang diberikan kepada 

individu; individu yang mendapatkan manfaat dari perjanjian kepemilikan hak atas tanah yang 

dijamin; dan pekerjaan yang didukung.  

 

IKU7: USD dari Modal Yang Digerakkan  

IKU ini memantau kemampuan untuk menarik dan mengarahkan modal untuk mendukung dan 

menerapkan prinsip investasi &Green.  

Pendekatan terhadap Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi dari indikator-indikator ini 

didiskusikan dalam pedoman Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMS) &Green. 

Kerangka Kerja Dampak akan ditinjau setiap tahunnya, dan apabila sesuai, diperbarui. Setiap 

pembaruan yang dapat secara material mengubah interpretasi dari hasil dampak akan 

dilaporkan secara transparan dalam Laporan Tahunan.  
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Gambar 8. Ikhtisar Kerangka Kerja Dampak. 
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Area Terdampak, Tingkat Penjaminan dan Atribusi  

&Green tidak membuat klaim kepemilikan apa pun atas hasil. Sebaliknya, partisipasi &Green 

memudahkan dan mempercepat dampak. Kebijakan ESMS dan NDPE menetapkan bagaimana 

cara mendefinisikan ‘Lanskap’ dan Area Terdampak (Area Terdampak/AoI) dari suatu investasi 

(lihat Ruang Lingkup). NDPE berlaku pada tingkat yang berbeda di sepanjang operasional Klien: 

Klien diwajibkan untuk memiliki NDPE yang berlaku untuk perusahaan sepenuhnya yang 

dipublikasikan untuk operasional globalnya, tetapi hanya akan diminta pertanggungjawaban 

untuk pemantauan/penerapan kebijakan ini pada tingkat lanskap.  

Tingkat Penjaminan (Level of Assurance/LoA) dari atribusi dampak berkaitan dengan kendali 

manajemen. Untuk IKU dan OPI terkait tanah (IKU2: ha dari hutan yang dilindungi, dan IKU4: ha 

dari ekosistem dengan ketahanan yang meningkat) penting untuk membedakan kendali 

Indikator Kinerja Operasional (OPIs) Indikator Kinerja Utama (IKU) 
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manajemen dari hasil. Hal ini sangat berkaitan dengan tingkat identifikasi geografis, dengan 

Tingkat Penjaminan yang menurun:  

Untuk IKU dan OPI terkait tanah (IKU2: ha dari hutan yang dilindungi, dan IKU5: ha dari 

ekosistem dengan ketahanan yang meningkat) penting untuk membedakan kendali manajemen 

dari hasil. Hal ini sangat berkaitan dengan tingkat identifikasi geografis (lihat diagram di bawah 

ini), dengan Tingkat Penjaminan yang menurun: 

- Proyek – Diketahui;  

- Pemasok – Dapat Dilacak; dan 

- Jarak – Dapat Diidentifikasi. 

Hal-hal tersebut secara kualitatif berbeda dengan dampak tidak langsung pasar dalam gudang 

persediaan (di luar lingkaran putus-putus berwarna merah), yang memiliki tingkat penjaminan 

sangat rendah dan tanpa atribusi. Hal ini relevan untuk menghindari deforestasi, dan 

menghindari emisi yang terkait dengan deforestasi yang dihindari. Dampak tidak langsung pasar 

TIDAK dapat ditambahkan pada dampak Yang Dapat Diatribusikan. 

Gambar 9. Atribusi dan Tingkat Penjaminan dalam transaksi &Green. 

 

 

Atribusi dan Tingkat Penjaminan sebaiknya dilaporkan secara transparan untuk mencerminkan 

perbedaan kualitatif tersebut. Kapan pun memungkinkan, Tingkat Penjaminan dari masing-

masing rangkaian tindakan harus diberikan ciri khas. Misalnya, membedakan antara 

perlindungan hutan dengan kendali tinggi dan Penjaminan (Proyek – di perkebunan dengan hak 

sewa atau hak milik) dan Tingkat Penjaminan lebih rendah untuk pemasok atau area sekitar di 

dalam lanskap. 
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4. KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 

Untuk memungkinkan terjadinya Perubahan Transformatif, memaksimalkan dampak positif 

dan memitigasi risiko E&S, Lembaga Pengelola Dana &Green memanfaatkan bentuk-bentuk 

keterlibatan pemangku kepentingan setempat sepanjang proses manajemen investasi. Demikian 

pula, &Green memastikan proses tersebut dari sisi klien. Gambar 1 merangkum saat-saat dan 

jenis-jenis keterlibatan pemangku kepentingan baik dari sisi &Green dan sisi klien. 

Pada saat menilai potensi transformatif dari transaksi, &Green melibatkan mitra setempatnya 

(mis. IDH) untuk memetakan para pemangku kepentingan yang mungkin relevan. Para 

pemangku kepentingan ini dapat memungkinkan perubahan transformatif dalam lanskap, 

sehingga keterlibatan mereka dapat dianggap sebagai suatu unsur LPP selanjutnya. Pemangku 

kepentingan mungkin termasuk perkumpulan petani setempat, nirlaba, lembaga pemerintahan, 

lembaga penelitian, dll. 

Fase pemeriksaan E&S bertujuan untuk mengidentifikasi risiko material utama. Selain para 

pemangku kepentingan yang diidentifikasi (dalam Langkah 1), &Green menyaring para pelaku 

yang sebaiknya dipertimbangkan dalam uji tuntas dan fase rancangan LPP dari pemahaman 

risiko/perspektif mitigasi (mis. NGO, perkumpulan setempat dan sejenisnya). Pemeriksaan ini 

dilakukan melalui platform RepRisk. 

Ruang lingkup uji tuntas ditentukan oleh hasil pemeriksaan, tetapi bergantung pada tingkat 

parahnya temuan, &Green dapat berkonsultasi kepada sejumlah pelaku setempat (mis. lembaga 

penelitian, organisasi hak sipil, badan sertifikasi dan sejenisnya) untuk lebih baik menetapkan 

ruang lingkup proses uji tuntas pihak ketiga. Selama uji tuntas, pihak ketiga menetapkan 

keterlibatan pemangku kepentingan yang diperlukan untuk menyelidiki, memberikan dimensi 

dan pilihan mitigasi untuk risiko E&S. Untuk risiko terkait keanekaragaman hayati, pihak ketiga 

mengikuti persyaratan Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan Kerangka Kerja Hutan dan 

Keanekaragaman Hayati &Green, termasuk tingkat konsultasi dan keterlibatan para pemangku 

kepentingan – para pemangku kepentingan ini dapat menjadi bagian dari keterlibatan 

pemangku kepentingan oleh klien di LPP di kemudian hari, apabila relevan. 

Gambar 10. Keterlibatan pemangku kepentingan yang terintegrasi dalam proses investasi. 
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Demi mencapai kepatuhan terhadap PS IFC, sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Pedoman 

Peminjaman &Green, pihak ketiga akan memberikan suatu rencana aksi yang direkomendasikan 

mengenai selisih yang mencakup manajemen keterlibatan pemangku kepentingan, mekanisme 

penanganan keluhan yang efisien, mekanisme FPIC, hubungan dengan Masyarakat Adat, 
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komunitas tradisional dan sejenisnya. Semua peningkatan ini dalam proses manajemen 

pemangku kepentingan akan dipersyaratkan untuk diintegrasikan dalam ESMS klien selama 

tahun-tahun pertama setelah pencairan: 

Setelah persyaratan kepatuhan PS IFC, klien akan meningkatkan/menetapkan proses 

manajemen pemangku kepentingan yang berkaitan dengan semua standar yang berlaku, 

berdasarkan rekomendasi pihak ketiga sesuai dengan uji tuntas. 

Klien akan merancang/meningkatkan suatu mekanisme penanganan keluhan yang efisien sesuai 

dengan rekomendasi uji tuntas. 

Apabila sesuai, &Green akan mensyaratkan klien untuk mengintegrasikan prinsip FPIC ke dalam 

sistem manajemen pemangku kepentingannya. 

Untuk memungkinkan penerapan perubahan transformatif dalam lanskap, &Green dapat 

memohon keterlibatan dengan sektor setempat atau pemain pasar tertentu, yang bertujuan 

untuk penerapan praktik penggunaan tanah yang telah diperbaiki, transformasi pasar dan 

sejenisnya. 

Contohnya, IDH sering kali merupakan suatu fasilitator efisien untuk melibatkan para petani di yurisdiksi 

tempatnya beroperasi, yang dapat memberikan keahlian dan bantuan teknisnya – klien dapat memiliki target 

untuk terlibat dengan IDH untuk menetapkan suatu strategi yang dapat dilakukan untuk pemulihan hutan oleh 

petani setempat. Contoh lain termasuk permohonan untuk melibatkan entitas dan perkumpulan sektor, demi 

memperbaiki praktik pengadaan setempat. 

Untuk memitigasi risiko sosial dan lingkungan hidup yang bersifat material, &Green dapat 

mensyaratkan klien untuk melibatkan para pemangku kepentingan setempat tertentu yang 

bertujuan untuk membuat kebijakan mereka lebih kuat (mis. hak asasi manusia, masyarakat 

adat, komunitas setempat) dan dapat dilakukan. 

Contohnya, klien mungkin memiliki target untuk melibatkan ahli setempat untuk mengembangkan suatu 

kebijakan yang kuat dan strategi yang dapat dilakukan untuk Keterlibatan dengan Masyarakat Adat. 

Transparansi adalah prinsip yang penting dari keterlibatan pemangku kepentingan, sehingga 

&Green mensyaratkan para penerima investasi untuk secara publik melakukan keterbukaan LPP 

dan NDPE mereka pada saat peristiwa transaksi. Dari sisi &Green, pihaknya memublikasikan 

suatu siaran pers dengan harapan utama terdapat dampak sosial dan lingkungan hidup dari 

transaksi. 

&Green mewajibkan agar klien setiap tahunnya melakukan keterbukaan kemajuan ESAP, 

memastikan transparansi pada dampak transaksi. 

Selain itu, &Green menggunakan Kebijakan Manajemen Keluhannya sendiri, yang tersedia untuk 

publik di situs web &Green. 
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DEFINISI 

 

Komunitas Yang Terkena Dampak (Affected Communities): komunitas setempat yang secara 

langsung terkena dampak oleh proyek (IFC ). 

Upaya konservasi tambahan (Additional conservation measures): Suatu intervensi yang dirancang 

untuk menghasilkan Pendapatan Bersih untuk nilai keanekaragaman hayati prioritas dari 

Habitat Kritis yang ditetapkan, setelah upaya mitigasi telah menghilangkan dampak proyek 

merugikan yang signifikan. 

Penghindaran (Avoidance): Upaya yang diambil untuk mengantisipasi dan mencegah dampak 

merugikan pada keanekaragaman hayati sebelum tindakan atau keputusan diambil yang dapat 

menyebabkan dampak tersebut. 

Area Kajian (Area of Assessment/AoA): suatu area analisis yang sesuai secara ekologis untuk 

menentukan keberadaan habitat kritis untuk setiap spesies dengan kejadian teratur di area yang 

terkena dampak proyek, atau ekosistem. Batasan AoA harus didefinisikan dengan 

mempertimbangkan penyebaran spesies atau ekosistem (di dalam dan terkadang melebihi AoI 

proyek) dan pola, proses, fitur dan fungsi ekologis yang diperlukan untuk mempertahankannya. 

Area terdampak (Area of influence) meliputi, sebagaimana sesuai: 

Area yang kemungkinan akan terkena dampak oleh: (i) proyek dan kegiatan klien serta 

fasilitas yang secara langsung dimiliki, dioperasikan atau dikelola (termasuk oleh para 

kontraktor) dan yang merupakan komponen dari proyek; (ii) dampak dari perkembangan 

yang tidak direncanakan tetapi dapat diprediksi yang disebabkan oleh proyek yang dapat 

terjadi selanjutnya atau di suatu lokasi berbeda; atau (iii) dampak proyek tidak langsung 

terhadap keanekaragaman hayati atau terhadap jasa ekosistem yang menjadi 

ketergantungan mata pencaharian Komunitas Yang Terkena Dampak. 

Fasilitas terkait, yang merupakan fasilitas yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek 

dan yang tidak akan dibangun atau diperluas apabila proyek tidak ada dan yang 

tanpanya proyek tidak akan dapat dilakukan. 

Dampak kumulatif yang disebabkan dari dampak inkremental, pada area atau sumber 

daya yang digunakan atau secara langsung terdampak oleh proyek, dari perkembangan 

lain yang ada, direncanakan atau sewajarnya didefinisikan pada saat proses identifikasi 

risiko dan dampak dilakukan. 

Paduk (Baseline): suatu rujukan terhadap mana setiap perubahan di kemudian hari yang 

berkaitan dengan suatu proyek dapat dikaji dan menawarkan informasi untuk pemantauan 

selanjutnya atas kinerja keanekaragaman hayati. Rujukan ini berguna sebagai dasar 

perbandingan untuk menetapkan dan mencapai target. 
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Keanekaragaman Hayati (Biodiversity): didefinisikan berdasarkan Konvensi Keanekaragaman 

Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD) sebagai ‘variabel di antara makhluk hidup dari 

segala sumber termasuk, antara lain, ekosistem laut dan ekosistem perairan lainnya serta 

kompleksitas ekologis yang mana mereka membentuk bagian darinya; hal ini termasuk 

keanekaragaman di dalam spesies dan ekosistem’. 

Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Action Plan/BAP): suatu dokumen yang 

menguraikan (i) gabungan tindakan dan suatu rasionalisasi untuk bagaimana cara strategi 

mitigasi proyek akan mencapai pendapatan bersih (atau tidak ada kerugian bersih), (ii) 

pendekatan untuk bagaimana cara hierarki mitigasi akan diikuti, dan (iii) peran dan tanggung 

jawab untuk staf internal dan mitra eksternal. BAP adalah dokumen hidup yang harus mencakup 

lini waktu yang disetujui untuk peninjauan dan pembaruan berkala ketika informasi baru 

muncul, penerapan proyek mengalami kemajuan, dan konteks konservasi berubah seiring waktu 

berjalan. 

Konsesi (Concession): petak tanah yang dialokasikan secara sah yang dikelola oleh perusahaan. 

Komitmen (Commitment): suatu pernyataan (publik atau internal, dalam bentuk suatu kebijakan) 

oleh suatu perusahaan yang menetapkan tindakan yang ingin diambilnya atau tujuan, kriteria 

atau target yang ingin dipenuhinya terkait dengan manajemennya atas atau pelaksanaannya 

mengenai topik lingkungan hidup, sosial dan/atau tata kelola. Komitmen juga dapat merupakan 

judul atau disebut sebagai kebijakan, janji, atau istilah lain. Komitmen, sebagaimana 

didefinisikan di sini, berbeda dari kebijakan dan prosedur operasional (mis. kode sumber, 

persyaratan pemasok, panduan, dan prosedur operasional standar) berdasarkan mana 

perusahaan dapat menjalankan komitmen atau inisiatif keberlanjutan mereka. 

Habitat kritis (Critical habitat): Suatu sub rangkaian dari Habitat Alam atau Habitat Yang Diubah 

yang diidentifikasi dengan keberadaan nilai keanekaragaman hayati tinggi (termasuk (i) spesies 

yang Sangat Terancam Punah dan/atau yang Terancam Punah; (ii) spesies endemi dan/atau 

dengan jangkauan terbatas; (iii) konsentrasi secara global yang signifikan dari spesies bermigrasi 

dan/atau spesies berkumpul; (iv) ekosistem yang sangat terancam dan/atau unik; dan/atau (v) 

area yang berkaitan dengan proses evolusi utama) sebagaimana didefinisikan berdasarkan 

Standar Kinerja 6 International Finance Corporation 

Tanggal batas akhir  (Cut-off date) (terkait dengan komitmen tanpa deforestasi): tanggal yang 

setelah tanggal tersebut deforestasi atau pembangunan di gambut membuat suatu area 

tertentu atau unit produksi tidak mematuhi komitmen tanpa deforestasi atau tanpa gambut, 

secara masing-masing. Berdasarkan kebijakan NDPE, tanggal ‘batas akhir’ diperlakukan secara 

independen sejak tahun paduk untuk menentukan persyaratan Pendapatan Bersih (sesuai 

dengan Kerangka Kerja Hutan & Keanekaragaman Hayati),  sebagai suatu konsekuensi dari suatu 

pendekatan mengacu ke depan yang berorientasi pada dampak.  

Deforestasi (Deforestation): kehilangan penutupan tajuk sebagai akibat dari: i) konversi menjadi 

agrikultur atau penggunaan tanah non-hutan lainnya; ii) konversi menjadi perkebunan pohon; iii) 

penggundulan yang parah dan berkelanjutan.  

Dampak langsung (Direct impacts): Dampak yang merupakan hasil langsung dari kegiatan atau 

keputusan proyek. Dampak ini dapat diprediksi, biasanya terjadi di dekat kegiatan proyek, terjadi 

selama waktu berlangsungnya proyek, dan mudah diidentifikasi selama perencanaan dan EIA. 
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Uji tuntas (Due diligence/ESDD): dalam konteks sistem pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, 

berarti proses menyelidiki investasi potensial untuk mengonfirmasi semua fakta, seperti 

meninjau keamanan lingkungan hidup dan sosial, audit, kajian, dan kepatuhan sebelum 

mempertimbangkan pendanaan atau menandatangani suatu perjanjian dengan suatu pihak 

lain. 

Ekosistem (Ecosystem): Sekumpulan tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lebih kecil yang 

hidup, makan, bereproduksi dan berinteraksi di area atau lingkungan yang sama. 

Jasa Ekosistem (Ecosystem Services): Manfaat yang didapatkan masyarakat dari ekosistem. 

Kajian dampak lingkungan hidup dan sosial (Environmental and social impact assessment/ESIA): 

merujuk pada proses atau alat berdasarkan suatu kajian terintegrasi di mana skala dan jenis 

risiko dan dampak potensial biofisika dan sosial, termasuk apabila sesuai, risiko dan dampak 

lintas batas dari proyek, program dan/atau inisiatif kebijakan, diprediksi, diakui dan dievaluasi.  

Hutan (Forest): area yang memenuhi definisi hutan nasional dari penggunaan tanah dan 

penutupan tajuk. Definisi hutan in diambil dari definisi IKU yang terbaru dari Lembaga Pengelola 

Dana. Perincian mengenai bagaimana cara mengukur hutan dapat ditemukan di dokumen 

panduan tertentu dari Hutan Lembaga Pengelola Dana dan IKU GHG.  

Penggundulan hutan (Forest degradation): perubahan di area hutan yang secara signifikan dan 

negatif memengaruhi strukturnya tanpa mencapai titik yang dapat dianggap sebagai deforestasi. 

Habitat: suatu area ekologis atau lingkungan hidup yang ditinggali oleh suatu spesies hewan, 

tumbuhan tertentu atau jenis makhluk hidup lainnya. Habitat adalah lingkungan alami di mana 

suatu organisme hidup, atau lingkungan fisik yang mengelilingi (memengaruhi dan digunakan 

oleh) populasi suatu spesies. 

Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values/HCV): HCV adalah nilai biologis, ekologis, sosial 

atau budaya yang sangat signifikan atau sangat penting di tingkat nasional, daerah atau global. 

Semua habitat alami memiliki nilai konservasi yang tertanam, termasuk keberadaan spesies 

langka atau endemi, pemberian jasa ekosistem, lokasi suci, atau sumber daya yang dipanen oleh 

warga setempat. 

Hak asasi manusia (Human rights): Hak asasi manusia didefinisikan dalam serangkaian konvensi 

dan perjanjian PBB, termasuk International  Bill  of  Human Rights  dan dalam Deklarasi 

International  Labour  Organization (ILO) tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di 

Tempat Kerja. Hak Asasi Manusia bertujuan untuk menjamin kehormatan dan kesetaraan untuk 

semua. 

Dampak tidak langsung (Indirect impacts): Dampak yang disebabkan oleh interaksi proyek 

dengan faktor sosial, ekonomi, politik dan lingkungan hidup dan juga dengan para pelaku seperti 

komunitas setempat, migran, pemerintah dan personel proyek. Dampak ini biasanya disebabkan 

oleh keputusan pemerintah dan tindakan serta praktik komunitas atau imigran sekitar, sebagai 

tanggapan terhadap keberadaan proyek. Dibanding dampak langsung, dampak tidak langsung 

sering kali memiliki: ruang lingkup geografis yang lebih besar (meliputi area yang lebih luas); 

intensitas yang lebih rendah (dampak yang lebih rendah per unit yang terkena dampak); 

prediktabilitas yang lebih rendah, dan oleh karena ini memerlukan mitigasi yang lebih rumit; 

kemungkinan yang lebih tinggi dalam melibatkan pihak ketiga yang tidak secara langsung terkait 
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dengan atau berada di bawah otoritas proyek; batas tanggung jawab tidak jelas. Dikenal juga 

sebagai dampak sekunder atau dampak yang timbul. 

Penggusuran secara tidak sukarela (Involuntary resettlement) berarti penggusuran fisik 

(relokasi, kehilangan tanah pemukiman atau kehilangan tempat berlindung), penggusuran 

ekonomi (kehilangan tanah, aset atau akses ke aset, termasuk yang menyebabkan kehilangan 

sumber penghasilan atau sumber penghidupan lain), atau keduanya, yang disebabkan oleh 

akuisisi tanah terkait proyek atau larangan penggunaan tanah. Penggusuran dianggap dilakukan 

secara paksa pada saat pribadi atau masyarakat yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk 

menolak akuisisi tanah atau larangan penggunaan tanah yang menyebabkan penggusuran. 

Akuisisi tanah (Land acquisition): merujuk pada semua metode pemerolehan tanah untuk 

tujuan proyek, yang dapat mencakup pembelian langsung, penyitaan properti dan akuisisi hak 

akses, seperti pengabdian pekarangan (easement) atau hak jalan. 

Minimalisasi (Minimization): Upaya yang diambil untuk mengurangi durasi, intensitas, tingkat 

kepentingan dan/atau jangkauan dampak (termasuk dampak langsung, tidak langsung dan 

kumulatif, sebagaimana sesuai) yang tidak dapat dihindari sepenuhnya, sepanjang dapat 

dilakukan. (Meminimalkan sebagaimana digunakan di sini tidak menyiratkan maksud untuk 

‘mengurangi hingga nol’, yang mungkin merupakan arti hukumnya di beberapa yurisdiksi. 

Sejumlah perusahaan memilih untuk menghindari menggunakan kata 

‘Meminimalkan’/’Minimalisasi’ dan sebagai gantinya menggunakan kata seperti 

‘Membatasi’/’Pembatasan’ dan ‘Mengurangi’/’Pengurangan’.) 

Hierarki mitigasi (Mitigation hierarchy): Serangkaian tindakan untuk mengantisipasi dan 

menghindari, dan apabila Penghindaran tidak memungkinkan, Meminimalkan, dan, pada saat 

dampak terjadi, Memulihkan, dan apabila dampak tersisa yang signifikan tetap ada, Mengganti 

Rugi untuk risiko dan dampak terkait keanekaragaman hayati kepada komunitas yang terkena 

dampak dan lingkungan. 

Tingkat minimal (deforestasi atau pembangunan di lahan gambut) (Minimal level (of  

deforestation or of  development on  peat)): sejumlah kecil deforestasi atau area dalam 

pembangunan yang dapat diabaikan dalam konteks suatu lokasi tertentu karena areanya yang 

kecil dan karena tidak memengaruhi nilai konservasi ekosistem dan jasa alam secara signifikan. 

Tingkat minimal deforestasi atau pembangunan di skala lokasi tidak berarti melanggar 

peraturan tanpa deforestasi. Namun, tingkat minimal ini sebaiknya dikaji secara kumulatif 

sepanjang ruang dan waktu sebagai beberapa kejadian kecil yang dapat membuat suatu pelaku 

dianggap tidak mematuhi. Tingkat minimal deforestasi atau area dalam pembangunan juga 

dapat ditetapkan, bergantung pada kemungkinan teknis dari alat pemantauan yang tersedia. 

Habitat yang diubah (Modified habitat): Area yang mungkin menampung proporsi spesies 

tumbuhan dan/atau hewan yang besar yang bukan berasal dari area tersebut, dan/atau di mana 

kegiatan manusia telah secara substansial mengubah fungsi ekologis utama dan komposisi 

spesies di area tersebut (ayat 11: IFC, 2012a). Dalam praktiknya, habitat alam dan habitat yang 

diubah berada secara berkesinambungan yang menjangkau dari habitat alam murni yang 

sebagian besar tidak tersentuh hingga habitat yang diubah yang dikelola secara intensif. 

Lahan Gambut (Peatland): &Green memberlakukan definisi nasional atau yurisdiksi dari lahan 

gambut. Apabila tidak ada definisi, &Green mendefinisikan lahan gambut sebagai tanah dengan 
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lapisan(-lapisan) organik kumulatif yang terdiri dari lebih dari 80 cm atau 100 cm bagian atas 

permukaan tanah yang memuat 35% zat organik atau lebih (35% dari Berat Yang Hilang Pada 

Saat Pembakaran atau lebih) atau 18% karbon organik atau lebih.  

Habitat alam (Natural habitats): Habitat Alam adalah area yang terdiri dari sekumpulan 

tumbuhan dan/atau spesies hewan yang tetap bertumbuh yang sebagian besar berasal dari area 

tersebut, dan/atau di mana kegiatan manusia tidak telah secara esensial mengubah fungsi 

ekologis utama dan komposisi spesies di area tersebut. 

Pendapatan Bersih (Net Gain): Hasil konservasi tambahan yang dapat dicapai untuk nilai 

keanekaragaman hayati dari suatu area. Pendapatan bersih dapat dicapai melalui penerapan 

program lapangan untuk meningkatkan habitat, dan melindungi serta mengonservasi 

keanekaragaman hayati, atau melalui pengembangan suatu Ganti Rugi keanekaragaman hayati, 

ketika ganti rugi timbul melalui pemberlakuan Hierarki Mitigasi. 

Tidak Ada Kerugian Bersih (No Net Loss): Titik di mana dampak terkait proyek terhadap 

keanekaragaman hayati seimbang dengan upaya yang diambil sesuai dengan Hierarki Mitigasi 

pada suatu skala geografis yang sesuai (mis. pada tingkat setempat, ekosistem, nasional, 

daerah). Dapat dikaji sehubungan dengan tingkat kerugian dasar. 

Tidak Ada Eksploitasi Warga dan Komunitas Setempat (No Exploitation of People and Local 

Communities): Penghormatan hak asasi manusia dan dukungan Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia. 

Ganti Rugi (offset): Hasil konservasi yang dapat diukur, yang dihasilkan dari tindakan yang 

diberlakukan pada area yang tidak terdampak oleh proyek, yang mengganti rugi untuk dampak 

proyek merugikan yang signifikan yang tidak dapat dihindari, diminimalkan dan/atau 

direhabilitasi/dipulihkan, untuk mencapai tidak ada kerugian bersih atau suatu pendapatan 

bersih dari keanekaragaman hayati dan/atau jasa ekosistem. 

Hektar kualitas (Quality hectare): Suatu metrik untuk mengukur dampak terhadap 

keanekaragaman hayati yang menggunakan gabungan dari dua pengukuran: area atau batas, 

serta kondisi atau kualitas. Dalam metrik ini, suatu habitat murni “acuan” teoretis dianggap 

sebagai kualitas terbaik, di tingkat 1 (100 persen (%)). Suatu habitat yang menurun dianggap 

berada pada kondisi dengan persentase yang lebih rendah. Kualitas dapat diukur secara objektif 

berdasarkan serangkaian kriteria seperti komposisi spesies, struktur habitat, tingkat pemecahan, 

atau intensitas pemburuan. Sebagai alternatif, kajian ahli dapat digunakan untuk memberikan 

estimasi yang kurang presisi. 

Perbaikan dan pemulihan (Remediation and remedy): proses pemberian penanganan untuk 

suatu dampak negatif dan hasil substantif yang dapat melawan balik, atau memulihkan, dampak 

negatif. Hasil ini dapat berupa berbagai bentuk seperti permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, 

pemulihan, ganti rugi finansial atau non-finansial, serta pencegahan bahaya melalui, misalnya, 

penetapan sementara atau jaminan untuk tidak melakukannya lagi. 

Dampak tersisa (Residual impacts): Dampak terkait proyek yang mungkin tetap ada setelah 

upaya mitigasi lapangan (Penghindaran, penyampingan, kendali manajemen, pengurangan, 

rehabilitasi/pemulihan, dll.) telah diterapkan. Setiap penetapan yang dapat dipercaya atas 

dampak tersisa terhadap keanekaragaman perlu mempertimbangkan ketidakpastian dari hasil 

keluaran karena upaya mitigasi. 
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SEAH: Berarti Eksploitasi Seksual, Pelecehan Seksual dan Pelecehan Seksual. Pelecehan Seksual: 

berarti gangguan fisik aktual atau terancam yang bersifat seksual, baik secara paksa atau di 

bawah kondisi yang tidak setara atau memaksa. Eksploitasi Seksual: berarti setiap 

penyalahgunaan aktual atau percobaan penyalahgunaan posisi kerentanan, kekuatan 

diferensial, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk, tetapi tidak terbatas pada 

mendapatkan keuntungan secara moneter, sosial, atau politik dari eksploitasi seksual orang lain. 

Pelecehan Seksual termasuk rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, 

dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual, yang mengganggu pekerjaan.  

Pemangku Kepentingan (Stakeholders): individu atau kelompok yang secara langsung atau tidak 

langsung terdampak oleh suatu proyek baik melalui kepentingan atau kapasitas mereka untuk 

memengaruhi hasilnya baik dengan cara yang positif atau negatif. 

Masyarakat rentan (Vulnerable people): Para pelaku yang mungkin memiliki risiko lebih besar 

untuk dilanggar hak-haknya. Kerentanan bukan merupakan istilah atau deskripsi yang bersifat 

absolut dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat berubah bergantung pada daerah 

geografi, industri, dan musim. Jenis-jenis faktor tersebut di seluruh rantai pasokan global dapat 

membentuk kerentanan tertentu untuk populasi seperti perempuan, pekerja muda, pekerja 

migran, populasi minoritas (KI dan komunitas lokal) dan pekerja sementara. 

Nol deforestasi bersih (Zero net deforestation): tidak ada kerugian bersih di area hutan di antara 

dua titik waktu, dengan mempertimbangkan kerugian baik dari deforestasi dan manfaat dari 

regenerasi dan pemulihan hutan. Nol deforestasi biasanya akan dikaji dengan merujuk pada 

suatu area geografis tertentu dan suatu kurun waktu tertentu. &Green mewajibkan klien untuk 

memberlakukan persyaratan ‘nol deforestasi bersih’ untuk deforestasi historis melalui kerangka 

kerja pendapatan bersihnya. Namun, dalam konteks kebijakan NDPE, &Green menggunakan 

pendekatan nol deforestasi kotor, sebagaimana didefinisikan dalam definisi ‘tanpa deforestasi’ di 

bawah ini. Tanpa deforestasi: komitmen untuk memproduksi atau mengambil komoditas tanpa 

menyebabkan atau berkontribusi pada deforestasi. Tanpa deforestasi dalam konteks &Green 

sama dengan tanpa ‘deforestasi kotor’. 
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DAFTAR PENGECUALIAN 

Daftar Kegiatan Yang Dikecualikan &Green  

1. Kerja paksa2 atau pekerja anak3  

2. Kegiatan atau bahan yang dianggap melanggar hukum berdasarkan hukum atau peraturan 

negara pelaksana atau konvensi dan perjanjian internasional, atau tunduk pada pengurangan 

atau larangan internasional, seperti:  

a) Zat pengikis ozon, PCB (Polychlorinated Biphenyls) dan obat-obatan, pestisida/herbisida 

atau bahan kimia berbahaya tertentu lainnya;  

b) Margasatwa atau produk yang diatur berdasarkan Konvensi Perdagangan 

Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar Terancam Punah (CITES); atau  

c) Metode penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan (mis. pengeboman ikan dan jaring 

tarik di lingkungan laut menggunakan jaring dengan panjang melebihi 2,5 km). 

 

3. Perdagangan lintas batas dalam limbah dan produk limbah, kecuali mematuhi Konvensi Basel 

dan peraturan dasarnya  

4. Perusakan4 area dengan Nilai Konservasi Tinggi5. 

5. Bahan radioaktif6 dan fiber asbes yang tidak terikat. 

6. Pornografi dan/atau prostitusi.  

7. Media rasis dan/atau anti-demokratis. 

8. Apabila salah satu produk ini merupakan bagian substansial dari kegiatan usaha yang dibiayai 

utamanya dari suatu proyek 7: 

a) Minuman beralkohol (kecuali bir dan minuman anggur)  

b) Tembakau 

c) Senjata api dan amunisi; atau 

d) Kasino perjudian dan badan usaha sejenis. 

 

2 Kerja paksa berarti semua pekerjaan atau jasa, yang dilaksanakan secara tidak sukarela, yang didapatkan dari suatu 

individu di bawah ancaman paksaan atau penalti sebagaimana didefinisikan berdasarkan konvensi ILO. 

3 Pribadi hanya boleh dipekerjakan apabila setidaknya telah berumur 14 tahun, sebagaimana didefinisikan dalam 

Konvensi Hak Asasi Manusia Dasar ILO (Konvensi Batas Umur Minimum C138, Art.2), kecuali undang-undang setempat 

menetapkan wajib sekolah atau umur minimum untuk bekerja. Dalam hal tersebut batas umur yang lebih tinggi akan 

berlaku. 

4 Perusakan berarti (1) penghilangan atau pengurangan besar dari integritas suatu area yang disebabkan oleh 

perubahan besar berjangka panjang dalam penggunaan tanah atau air atau (2) pengubahan suatu habitat dengan cara 

yang membuat area tersebut tidak mampu mempertahankan perannya. 

5 Nilai Konservasi Tinggi (HCV) didefinisikan sebagai habitat alam di mana nilai-nilai tersebut dianggap memiliki 

kepentingan tinggi atau kepentingan kritis (lihat http://www.hcvnetwork.org). 

6 Tidak berlaku untuk pembelian peralatan medis, peralatan kendali mutu (pengukuran) atau peralatan lain apa pun di 

mana sumber radioaktif dipahami sebagai hal sepele dan/atau cukup terlindungi. 

7 Untuk perusahaan, “substansial” berarti lebih dari 10% dari laporan posisi keuangan konsolidasian atau pendapatan 

mereka. Untuk lembaga keuangan dan lembaga pengelola dana investasi, “substansial berarti lebih dari 10% dari 

portofolio dasar mereka. 
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KEBIJAKAN NDPE  

Visi &Green adalah agar hutan tropis dan lahan gambut dilindungi dan dipulihkan, mata 

pencaharian pemilik kecil ditingkatkan, dan produksi ditingkatkan. Misi &Green adalah untuk 

berinvestasi dalam proyek komersial dalam rantai nilai produksi agrikultur untuk melindungi 

dan memulihkan hutan tropis dan lahan gambut dan membuat agrikultur menjadi lebih 

berkelanjutan dan inklusif. Untuk mencapainya, &Green membiayai produksi komoditas yang 

inklusif, berkelanjutan dan tanpa deforestasi yang dapat diperdagangkan secara komersial dan 

dapat ditiru. 

Untuk mencapai tujuannya, &Green harus membiayai perusahaan yang sendirinya mematuhi 

visi Lembaga Pengelola Dana dan yang bertujuan untuk mengeliminasi deforestasi dan 

menghormati hak asasi manusia dalam operasionalnya dan dalam rantai pasokan mereka.  

Oleh karena itu, &Green mewajibkan klien untuk membuat suatu komitmen kebijakan organisasi 

tertulis tidak bersyarat untuk tanpa deforestasi, tanpa gambut, dan tanpa eksploitasi (NDPE). 

Lembaga Pengelola Dana memantau kemajuan pada komitmen kebijakan NDPE sepanjang 

jangka waktu investasinya. Kurangnya kemajuan akan diungkit dengan klien, berdasarkan 

kewajiban dan konsekuensi yang didefinisikan secara kontraktual. 

Kebijakan NDPE &Green menggunakan panduan yang diakui secara internasional sebagai 

rujukan, sebagai contohnya berdasarkan Standar Kinerja IFC, Kerangka Kerja Akuntabilitas, serta 

contoh dari perusahaan barang konsumen besar.  

Kebijakan ini didukung oleh catatan panduan untuk menjelaskan pendekatan &Green terhadap 

pemberlakuannya, termasuk definisi dari istilah utama “tanpa deforestasi”, “tanpa 

pembangunan di lahan gambut” dan “tanpa eksploitasi masyarakat”. 
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CATATAN PANDUAN UNTUK MEMBERLAKUKAN KEBIJAKAN ND PE  

 

1. Konteks dan tujuan 

Melalui kebijakan NDPE-nya, &Green bertujuan untuk membantu klien menunjukkan komitmen 

mereka untuk melakukan transformasi operasional mereka, rantai pasokan mereka dan sektor 

mereka dalam skala yang lebih luas. Demi mencapainya, Lembaga Pengelola Dana melaksanakan 

transaksikan dengan berfokus untuk memaksimalkan dampak, dengan mempercepat inovasi 

dan kepemimpinan dalam perlindungan hutan dan inklusi sosial, di mana risiko deforestasi tropis 

berada pada tingkat tertinggi (mis. negara-negara hutan tropis dan yurisdiksi yang disetujui 

&Green, dengan fokus khusus pada kedelai, ternak, minyak sawit, karet dan sektor kehutanan). Di 

saat bersamaan, Lembaga Pengelola Dana mengharapkan semua kliennya, termasuk di luar 

negara-negara yang terafiliasi dengan proyek yang dibiayainya, untuk mematuhi prinsip-prinsip 

yang serupa yang menangani deforestasi dan dampak hak asasi manusia yang negatif. Demi 

mencapainya, Lembaga Pengelola Dana mengambil pendekatan berbasis risiko untuk 

memverifikasi bahwa klien berkomitmen untuk menghindari kegiatan yang bertentangan dengan 

visi Lembaga Pengelola Dana.  

Selain itu, kebijakan NDPE &Green bertujuan ke depan dan berupaya untuk menangani risiko 

deforestasi di kemudian hari. Namun, dalam mengakui pentingnya menangani masalah turun 

temurun dari klien, &Green memberlakukan suatu kerangka kerja Pendapatan Bersih selain 

NDPE-nya, yang sejalan dengan Standar Kinerja IFC. 

Tujuan dari dokumen panduan ini adalah untuk menjelaskan pemberlakuan kebijakan NDPE, 

berdasarkan pendekatan konsisten untuk mencapai tujuan manajemen risiko dan dampak.  

Dokumen ini menggunakan panduan yang diakui secara internasional sebagai rujukan, 

contohnya berdasarkan Standar Kinerja IFC, Kerangka Kerja Akuntabilitas, serta praktik 

pengadaan dari perusahaan barang konsumen besar seperti misalnya Unilever, Mars, dll. 

Terakhir, penerapan kebijakan NDPE dan catatan panduan ini harus dipahami dalam 

konteks ESMS &Green. Penerapan kebijakan NDPE dan catatan panduan ini melekat dan 

bergantung pada proses ESMS &Green lainnya. 

 

2. Pendekatan ganda dalam penerapan NDPE 

Klien &Green dapat berasal dari berbagai jenis organisasi dan struktur dengan pengaruh material 

terhadap penggunaan tanah dan perubahan penggunaan tanah. Terutama, dapat termasuk klien 

yang merupakan perusahaan aset tunggal atau sejumlah aset; lokal atau internasional; memiliki 

lini produk tunggal atau sejumlah lini produk; arus hulu atau arus menengah (mis. dengan atau 

tanpa rantai pasokan hulu material). 

Demikian pula, klien &Green mungkin atau mungkin belum memiliki suatu NDPE.  

&Green menggunakan baik pendekatan berbasis risiko dan berbasis dampak untuk investasinya, 

dan memberlakukannya juga untuk menerapkan kebijakan NDPE-nya. Terlepas dari jenis klien 

dan praktik NDPE yang sedang berlaku, pada saat menerapkan persyaratan NDPE &Green untuk 

suatu klien, kedua pendekatan digunakan, sepanjang proses investasi (gambar 1). Hal ini tidak 

bersifat eksklusif dari satu sama lain, tetapi saling melengkapi: 
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- Suatu pendekatan yang berfokus pada memaksimalkan dampak Bertujuan untuk 

memberikan dampak dan sifat tambahan untuk sektor dan klien. Unit dasar dari 

pendekatan ini adalah serangkaian persyaratan yang berlaku untuk semua transaksi dan 

di yurisdiksi yang disetujui dari Lembaga Pengelola Dana. Hal ini menyiratkan (a) kajian 

terperinci atas komitmen dan praktik klien dan (b) rancangan perjalanan transformatif 

yang ambisius dengan target dampak yang berwujud, terikat oleh waktu dan terukur. 

Pendekatan ini dilengkapi dengan unsur lain dari ESMS &Green. 

- Suatu pendekatan yang berfokus pada pengelolaan risiko: tujuan dari pendekatan ini 

adalah untuk memastikan bahwa klien sejalan dengan visi Lembaga Pengelola Dana, tidak 

hanya di yurisdiksi yang disetujui Lembaga Pengelola Dana, tetapi di seluruh operasional 

global mereka, pada saat sesuai. Tindakan yang menggunakan pendekatan ini termasuk 

mengkaji dan mengupayakan penyelarasan komitmen antara operasional global yang 

berbeda dari klien.  

 

 

 

Gambar 11: Pendekatan ganda dalam menerapkan kebijakan NDPE 

 

Karena kedua pendekatan digunakan secara bersamaan, pendekatan tersebut berlaku untuk 

dengan ruang lingkup berbeda (gambar 2). Pendekatan berbasis dampak berfokus pada lanskap 

dari transaksi (yang mencakup area proyek dan area terdampak), sebagaimana didefinisikan oleh 

ruang lingkup Uji Tuntas sebagaimana didefinisikan berdasarkan ESMS &Green (merujuk pada 

Ruang Lingkup Panduan dan Definisi Batas untuk keterangan lebih lanjut). Pendekatan ini berada 

PENDEKATAN BERBASIS DAMPAK 

• Kajian terperinci atas komitmen dan tindakan klien. 

• Berfokus pada yurisdiksi yang disetujui &Green dan ruang lingkup investasi &Green sebagaimana 

didefinisikan berdasarkan protokol ESMS &Green masing-masing. 

• Persyaratan dimasukkan dalam Rencana Aksi E&S dan ES/SI/s, untuk dipantau sepanjang jangka 

waktu pinjaman. 

PENDEKATAN BERBASIS RISIKO 

• Kajian atas komitmen klien terkait dengan menetapkan komitmen NDPE pada semua operasional. 

• Berfokus pada area di luar ruang lingkup investasi &Green, dengan memprioritaskan area risiko tinggi. 

• Pemeriksaan kepatuhan tahunan terhadap komitmen, sebagai bagian dari peninjauan tahunan, 

sepanjang jangka waktu pinjaman 

Menentukan ruang lingkup 

berdasarkan rasionalisasi 

investasi 

Kajian terperinci atas 
komitmen dan 

penerapan klien 

Pemantauan terperinci atas 
rencana aksi dan LPP sebagai 

bagian dari kerangka kerja 
pemantauan transaksi 
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Pemeriksaan E&S  ESDD VALUASI TAHUNAN 
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di dalam yurisdiksi yang disetujui Lembaga Pengelola Dana. Untuk operasional di dalam geografi 

ini, &Green akan menilai komitmen dan penerapan NDPE. Pendekatan berbasis risiko melihat 

operasional yang berada di luar batasan yang ditetapkan untuk pendekatan berbasis dampak, 

apabila klien memiliki operasional global. Dalam pendekatan tersebut, &Green menilai 

komitmen terhadap NDPE.  

 

 

Gambar 12: Ruang lingkup NDPE untuk pendekatan berbasis dampak dan berbasis risiko 

 

3. Definisi 

Bagian ini mendefinisikan istilah utama yang digunakan dalam kebijakan &Green, catatan 

panduan dan protokol operasional (spesifikasi tambahan dapat ditemukan dalam protokol 

operasional apabila diperlukan). 

Komitmen (Commitment): suatu pernyataan (publik atau internal, dalam bentuk suatu kebijakan) 

oleh suatu perusahaan yang menetapkan tindakan yang ingin diambilnya atau tujuan, kriteria atau 

target yang ingin dipenuhinya terkait dengan manajemennya atas atau pelaksanaannya mengenai 

topik lingkungan hidup, sosial dan/atau tata kelola.  

Komitmen juga dapat merupakan judul atau disebut sebagai kebijakan, janji, atau istilah lain. 

Komitmen, sebagaimana didefinisikan di sini, berbeda dari kebijakan dan prosedur operasional 

(mis. kode sumber, persyaratan pemasok, panduan, dan prosedur operasional standar) 

berdasarkan mana perusahaan dapat menjalankan komitmen atau inisiatif keberlanjutan mereka. 

Hutan (Forest): area yang memenuhi definisi hutan nasional dari penggunaan tanah dan 

penutupan tajuk. Definisi hutan in diambil dari definisi IKU yang terbaru dari Lembaga Pengelola 

Lanskap 

PS IFC /ESIA: 
penerapan 
ESAP 
 

• IKU Dampak 

 

• Rencana Perlindungan 

Lanskap, ESAP 

 

• NDPE: pemantauan 

komitmen dan 

penerapan  

Area 
terdampak 

Operasional nasional Klien 

• Daftar pengecualian 

• PS IFC: Pemantauan operasional 

risiko substansial, kebijakan/komitmen 

Operasional global Klien 

• Eksposur media terhadap isu ESG 
• Komitmen dan Kebijakan 
• NDPE: pemantauan komitmen 

Klien: pihak yang bertanggung jawab untuk menerapkan 

dan menjalankan proyek yang dibiayai, atau penerima 

pembiayaan. 

Proyek: serangkaian kegiatan usaha yang telah 

ditentukan, termasuk yang unsur, aspek, dan fasilitas fisik 

tertentunya kemungkinan akan menyebabkan risiko dan 

dampak, yang belum ditentukan. 

Area terdampak: sebagaimana ditentukan berdasarkan 

PS1 IFC. 

Lanskap: lanskap dalam yurisdiksi yang disetujui &Green. 
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Dana. Perincian mengenai bagaimana cara mengukur hutan dapat ditemukan di dokumen 

panduan tertentu dari Hutan Lembaga Pengelola Dana dan IKU GHG.  

Deforestasi (Deforestation): kehilangan penutupan tajuk sebagai akibat dari: i) konversi menjadi 

agrikultur atau penggunaan tanah non-hutan lainnya; ii) konversi menjadi perkebunan pohon; iii) 

penggundulan yang parah dan berkelanjutan.  

Penggundulan hutan (Forest degradation): Perubahan di area hutan yang secara signifikan dan 

negatif memengaruhi strukturnya tanpa mencapai titik yang dapat dianggap sebagai deforestasi. 

Nol deforestasi bersih (Zero net deforestation): tidak ada kehilangan area hutan di antara dua 

titik waktu, dengan mempertimbangkan kerugian baik dari deforestasi dan manfaat dari 

regenerasi dan pemulihan hutan. Nol deforestasi biasanya akan dikaji dengan merujuk pada 

suatu area geografis tertentu dan suatu kurun waktu tertentu. &Green mewajibkan klien untuk 

memberlakukan persyaratan ‘nol deforestasi bersih’ untuk deforestasi historis melalui kerangka 

kerja pendapatan bersihnya. Namun, dalam konteks kebijakan NDPE, &Green menggunakan 

pendekatan nol deforestasi kotor, sebagaimana didefinisikan dalam definisi ‘tanpa deforestasi’ di 

bawah ini.  

Tanpa deforestasi (No deforestation): komitmen untuk memproduksi atau mengambil 

komoditas tanpa menyebabkan atau berkontribusi pada deforestasi. Tanpa deforestasi dalam 

konteks &Green sama dengan tanpa ‘deforestasi kotor’.  

Paduk (Baseline): suatu rujukan terhadap mana setiap perubahan di kemudian hari yang 

berkaitan dengan suatu proyek dapat dikaji dan menawarkan informasi untuk pemantauan 

selanjutnya atas kinerja keanekaragaman hayati. Rujukan ini berguna sebagai dasar 

perbandingan untuk menetapkan dan mencapai target.  

Tanggal batas akhir  (Cut-off date) (terkait dengan komitmen tanpa deforestasi): tanggal yang 

setelah tanggal tersebut deforestasi atau pembangunan di gambut membuat suatu area 

tertentu atau unit produksi tidak mematuhi komitmen tanpa deforestasi atau tanpa gambut, 

secara masing-masing. Berdasarkan kebijakan NDPE, tanggal ‘batas akhir’ diperlakukan secara 

independen sejak tahun paduk untuk menentukan persyaratan Pendapatan Bersih (sesuai 

dengan Kerangka Kerja Pendapatan Bersih),  sebagai suatu konsekuensi dari suatu pendekatan 

mengacu ke depan yang berorientasi pada dampak.  

Tingkat minimal (deforestasi atau pembangunan di lahan gambut) (Minimal level (of  

deforestation or of  development on  peat)): sejumlah kecil deforestasi atau area dalam 

pembangunan yang dapat diabaikan dalam konteks suatu lokasi tertentu karena areanya yang 

kecil dan karena tidak memengaruhi nilai konservasi ekosistem dan jasa alam secara signifikan. 

Tingkat minimal deforestasi atau pembangunan di skala lokasi tidak berarti melanggar 

peraturan tanpa deforestasi. Namun, tingkat minimal ini sebaiknya dikaji secara kumulatif 

sepanjang ruang dan waktu sebagai beberapa kejadian kecil yang dapat membuat suatu pelaku 

dianggap tidak mematuhi. Tingkat minimal deforestasi atau area dalam pembangunan juga 

dapat ditetapkan, bergantung pada kemungkinan teknis dari alat pemantauan yang tersedia. 

Lahan Gambut (Peatland): &Green memberlakukan definisi nasional atau yurisdiksi dari lahan 

gambut. Apabila tidak ada definisi, &Green mendefinisikan lahan gambut sebagai tanah dengan 

lapisan(-lapisan) organik kumulatif yang terdiri dari lebih dari 80 cm atau 100 cm bagian atas 

permukaan tanah yang memuat 35% zat organik atau lebih (35% dari Berat Yang Hilang Pada 

Saat Pembakaran atau lebih) atau 18% karbon organik atau lebih.  
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Tidak Ada Eksploitasi Warga dan Komunitas Setempat (No Exploitation of People and Local 

Communities): Penghormatan hak asasi manusia dan dukungan Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia. 

Hak asasi manusia (Human rights): Hak asasi manusia didefinisikan dalam serangkaian konvensi 

dan perjanjian PBB, termasuk International  Bill  of  Human Rights  dan dalam Deklarasi International  

Labour  Organization (ILO) tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja. Hak 

Asasi Manusia bertujuan untuk menjamin kehormatan dan kesetaraan untuk semua. 

Masyarakat rentan (Vulnerable people): Para pelaku yang mungkin memiliki risiko lebih besar 

untuk dilanggar hak-haknya. Kerentanan bukan merupakan istilah atau deskripsi yang bersifat 

absolut dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat berubah bergantung pada daerah 

geografi, industri, dan musim. Jenis-jenis faktor tersebut di seluruh rantai pasokan global dapat 

membentuk kerentanan tertentu untuk populasi seperti perempuan, pekerja muda, pekerja 

migran, populasi minoritas (KI dan komunitas lokal) dan pekerja sementara.  

Perbaikan dan pemulihan (Remediation and remedy): proses pemberian penanganan untuk 

suatu dampak negatif dan hasil substantif yang dapat melawan balik, atau memulihkan, dampak 

negatif. Hasil ini dapat berupa berbagai bentuk seperti permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, 

pemulihan, ganti rugi finansial atau non-finansial, serta pencegahan bahaya melalui, misalnya, 

penetapan sementara atau jaminan untuk tidak melakukannya lagi.  

 

4. Pendekatan berbasis dampak 

Bagian ini menetapkan kerangka kerja untuk mengkaji komitmen dan tindakan klien, berdasarkan 

serangkaian persyaratan. Apabila terdapat selisih yang ditemukan, persyaratan ini menjadi inti 

dasar untuk membantu menetapkan, menerapkan, dan memantau NDPE yang berlaku. Melalui 

persyaratan ini &Green bertujuan untuk mendukung klien dalam mencapai perubahan 

transformatif dari operasional mereka, rantai pasokan dan sektor, di yurisdiksi yang disetujui 

lembaga pengelola dana. 

&Green mengakui bahwa tidak semua klien yang diberikan investasi olehnya dapat memenuhi 

semua persyaratan ini pada tanggal investasi, dan merupakan bagian dari mandat &Green untuk 

membantu klien berkomitmen pada dan menerapkan NDPE dan transformasi rantai pasokan 

terkait dengan cara yang dapat diverifikasi dan terikat oleh waktu. Dalam hal tersebut, &Green 

akan bekerja sama dengan klien untuk mengembangkan rencana yang berupaya untuk mencapai 

keselarasan atas suatu kurun waktu yang wajar, dengan mempertimbangkan risiko dan peluang 

yang khusus untuk usaha tersebut dan ukuran serta sumber dayanya. &Green hanya akan 

membiayai klien yang berkomitmen dan diharapkan akan memenuhi persyaratan ini. 

&Green akan mengikuti proses Pemeriksaan Lingkungan Hidup dan Sosial, diikuti dengan Uji 

Tuntas Lingkungan Hidup dan Sosial, didefinisikan sesuai dengan ESMS-nya, untuk menilai klien 

dan mengembangkan rencana untuk mencapai persyaratan ini. Protokol terpenting terkait 

dengan pendekatan NDPE berbasis dampak adalah, misalnya, kajian awal atas dampak 

lingkungan hidup dan sosial, kajian paduk E&S selama proses uji tuntas, dll. 

Lembaga pengelola dana akan mengkaji ketangguhan dan keselarasan komitmen klien, sistem 

manajemen dan kinerja terhadap serangkaian persyaratan utama yang bermacam dari 

menetapkan komitmen hingga menerapkan, memantau dan memverifikasi kemajuan. Alat akan 
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digunakan sebagai cara diagnosa untuk membantu menilai kekuatan dan selisih yang terkait 

dalam komitmen dan praktik manajemen suatu perusahaan. Apabila perlu dilakukan 

peningkatan, peningkatan akan menjadi bagian dari ESAP klien. 

 

4.1. Komitmen NDPE  

Memastikan klien untuk berkomitmen pada tindakan yang kokoh dan berarti yang selaras dengan 

kerangka kerja dampak &Green adalah unsur penting dari pendekatan NDPE &Green. &Green 

mewajibkan klien untuk memasukkan tiga unsur utama pada saat menetapkan atau 

memperdalam komitmen:  

- Komitmen untuk melindungi hutan: Klien akan berkomitmen untuk menghilangkan 

deforestasi. Komitmen juga harus menetapkan (a) upaya yang sesuai untuk mendukung 

perlindungan hutan dan (b) mengambil tindakan yang sesuai pada saat pihaknya telah 

menyebabkan atau berkontribusi pada deforestasi yang melanggar komitmennya. Ruang 

lingkup didefinisikan dengan kegiatan, dan kami mencakup baik operasional dan rantai 

pasokan dari klien di yurisdiksi yang disetujui. Tanggal batas akhir akan ditetapkan. Tanggal 

batas akhir yang berbeda dapat berlaku sesuai dengan Tingkat pasokan. Tanggal batas akhir 

tidak akan mengurangi ketentuan hukum nasional dan harus ditetapkan di masa lalu apabila 

memungkinkan dan bersifat tambahan atau setidaknya pada tahun melakukan transaksi 

dengan &Green. Selain itu, tanggal batas akhir harus dilihat dalam konteks tanggal batas akhir 

yang berbeda untuk dampak deforestasi turun temurun dari klien, yang biasanya terjadi lebih 

jauh di masa lalu. 

- Komitmen untuk tidak membangun baru di lahan gambut: Klien akan berkomitmen untuk 

tidak melaksanakan pembangunan baru apa pun di lahan gambut. Komitmen juga harus 

menetapkan (a) mengambil upaya yang sesuai untuk mendukung perlindungan lahan gambut 

dan (b) mengambil tindakan yang sesuai pada saat melanggar komitmennya. Ruang lingkup 

didefinisikan dengan kegiatan, dan kami mencakup baik operasional dan rantai pasokan dari 

klien di yurisdiksi yang disetujui. Tanggal batas akhir akan ditetapkan. Tanggal batas akhir yang 

berbeda dapat berlaku sesuai dengan Tingkat pasokan. Tanggal batas akhir tidak akan 

mengurangi ketentuan hukum nasional dan harus ditetapkan di masa lalu apabila 

memungkinkan dan bersifat tambahan atau setidaknya pada tahun melakukan transaksi 

dengan &Green. Jumlah penurunan minimum mungkin dapat diterima dalam konteks 

melestarikan lahan gambut dalam unit hidrologi yang lebih luas. Batas ambang penurunan 

yang dapat diterima ditentukan sesuai dengan tiap kasus, yang diselidiki selama uji tuntas dan 

dengan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan. 

- Komitmen untuk menghormati hak asasi manusia: Klien akan berkomitmen untuk 

menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk hak kelompok 

yang terkena dampak dan rentan, pada setiap saat. Klien harus memberikan sifat khusus 

dalam komitmen mereka dengan memasukkan, contohnya: komitmen untuk menerapkan 

proses FPIC, untuk mencegah atau memitigasi dampak hak asasi manusia negatif, untuk 

memberikan mekanisme penanganan keluhan untuk menangani bahaya terhadap hak asasi 

manusia dan untuk memastikan atau bekerja sama dalam memberikan perbaikan apabila 

dampak negatif hak asasi manusia telah ditimbulkan. Kelompok yang terkena dampak dan 

rentan memiliki konteks khusus dan akan didefinisikan selama ESDD. Ruang lingkup 
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didefinisikan dengan kegiatan, dan kami mencakup baik operasional dan rantai pasokan dari 

klien di yurisdiksi yang disetujui.   

- Komitmen tambahan: Selain deforestasi, pembangunan lahan gambut dan hak asasi manusia, 

&Green mengakui bahwa perlindungan ekosistem alami lainnya di yurisdiksi di mana &Green 

beroperasi, seperti padang rumput, adalah hal yang penting. &Green menyaring klien 

terhadap kriteria daftar pengecualiannya, termasuk pemeriksaan terhadap perusakan HCV 

(yang mencakup ekosistem alami bukan hutan). Selain itu, apabila ditemukan ekosistem alami 

lainnya, klien akan mematuhi PS 6 IFC dan sangat mempertimbangkan hierarki mitigasi yang 

dikembangkan untuk menangani setiap dampak potensial terhadap ekosistem alam, dengan 

menggunakan panduan dari Kerangka Kerja Pendapatan Bersih &Green. 

4.2. Rencana terikat waktu untuk penerapan 

Klien akan memiliki rencana terikat waktu dan tonggak pencapaian untuk menunjukkan bahwa 

mereka telah mengembangkan suatu strategi untuk menerapkan komitmen. Apabila tidak ada, 

&Green dapat mendukung pengembangan atau dalam memperinci rencana terikat waktu 

bersama dengan klien. Target tanggal hingga mana klien bermaksud untuk telah sepenuhnya 

menerapkan komitmen tidak boleh melebihi tanggal akhir dari tenor pinjaman &Green. 

Rencana terikat waktu pada prinsipnya harus dikembangkan sebelum tanggal transaksi dan 

melekat dalam Rencana Aksi klien yang disetujui dengan &Green. Apabila diperlukan karena 

keadaan (mis. kurangnya data untuk mendefinisikan rencana terikat waktu), mengembangkan 

rencana terikat waktu tersebut untuk penerapan sebaiknya dimasukkan sebagai hal prioritas 

dalam Rencana Aksi. Selain itu, &Green akan membuat pengembangan suatu NDPE oleh Klien 

sebagai suatu syarat pendahuluan atau syarat untuk pencairan. 

4.3. Pengukuran hasil: hasil IKU dan Target dampak ER/SI  

Klien akan mengukur Manfaat Lingkungan Hidup dan Inklusi Sosial (“ER/SI”) yang akan dihasilkan 

melalui penerapan kebijakan NDPE di dalam operasional mereka (“Hasil”). Apabila dapat 

dilakukan, ER/SI yang akan dihasilkan dalam rantai pasokan klien juga akan diukur; setidaknya, 

klien akan melaporkan ER dan SI yang dihasilkan sewaktu-waktu, selama investasi &Green. 

Pengukuran ER/SI akan mengikuti Kerangka Kerja Dampak &Green dan dibagi menjadi suatu 

jadwal IKU. Target akan ditetapkan terhadap paduk dengan menggunakan tahun paduk yang 

ditetapkan sebagai satu tahun kalender sebelum tanggal penandatanganan perjanjian 

kontraktual dengan &Green. Proses metrik tambahan yang dapat diverifikasi (“Keluaran”) dapat 

ditambahkan sebagai IKU, mengikuti tonggak pencapaian rencana terikat waktu untuk 

memverifikasi kemajuan (mis. rantai pasokan 100% dapat dilacak, 100% keluhan, dll.). 

4.4. Penerapan komitmen 

Penting untuk memiliki sistem dan proses untuk secara efektif mendorong dan mempermudah 

penerapan komitmen dalam merealisasikan dampak yang ditargetkan. Pada prinsipnya, 

penerapan Standar Kinerja IFC (PS IFC) seharusnya memungkinkan klien untuk menerapkan 

komitmen NDPE mereka secara efektif. Apabila sistem dan kemampuan tertentu diperlukan, yang 

tidak dicakup oleh PS IFC, Lembaga Pengelola Dana dapat mewajibkan klien untuk menggunakan 

standar praktik terbaik lainnya dan menerapkan sistem dan program. 
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Keterlacakan atau asal bahan dalam rantai pasokan dan operasional akan diketahui dan 

dikendalikan hingga batas yang memadai apabila penting untuk memastikan bahwa unit asli 

produksi dan pemrosesan mematuhi komitmen atau untuk menentukan batas dan sifat masalah 

yang harus diselesaikan. Apabila tidak tersedia pada awalnya, maka akan ditingkatkan secara 

seiring berjalannya waktu hingga tingkat tersebut selama lini waktu yang didefinisikan, dengan 

memprioritaskan pengaturan yang paling berisiko. Dengan mengetahui dan menegaskan kendali 

atas pemasok, bahan mentah atau bahan pemrosesan dapat dinilai untuk ketidakpatuhan atau 

risiko ketidakpatuhan terhadap komitmen. 

Pengelolaan keseluruhan rantai pasokan dan operasional sendiri akan dilakukan untuk 

memenuhi komitmen, mengidentifikasi ketidakpatuhan, dan menyelesaikan setiap masalah 

secara efektif. Target tanggal untuk mencapai 100% kepatuhan harus ditetapkan pada tanggal 

yang lebih awal dari tenor investasi &Green. Dalam konteks mengelola kepatuhan dan apabila 

tidak menyebabkan deforestasi material tambahan, klien harus mendukung keterlibatan pemilik 

kecil, untuk menghindari pengucilan mereka dari rantai pasokan. Selain itu, klien harus 

mendukung pengelolaan tanah efektif berjangka panjang di area terdampaknya yang selaras 

dengan persyaratan mereka untuk mengembangkan dan menerapkan suatu rencana 

perlindungan lanskap. 

Terakhir, klien akan menetapkan kebijakan, prosedur, dan sistem untuk memungkinkan hak untuk 

pemulihan atas kelompok yang terkena dampak dan rentan dan untuk memfasilitas perbaikan 

lingkungan hidup, apabila komitmen tidak telah dipenuhi. Suatu mekanisme penanganan keluhan 

yang efektif akan dijalankan untuk memudahkan akses ke pemulihan. 

 

4.5. Pemantauan, verifikasi, dan pelaporan 

Klien akan secara berkala memantau pemasok mereka dan kinerja mereka berkaitan dengan 

target terikat waktu yang terkait dengan masing-masing komitmen dan dengan menggunakan 

metode yang sesuai untuk menilai hasil terkait dengan komitmen NDPE.  

Pemenuhan komitmen (dan kemajuan menuju pemenuhan tersebut) harus divalidasi secara 

berkala melalui proses verifikasi independen.  

Klien dapat memilih untuk melaporkan komitmen NDPE, rencana terikat waktu dan 

kemajuannya secara publik, sebagaimana dianggap sebagai praktik baik untuk menunjukkan 

akuntabilitas dan transparansi kepada pemangku kepentingan.  

 

5. Pendekatan berbasis risiko 

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan klien menunjukkan keselarasan antara 

ambisi mereka untuk menerapkan NDPE yang kuat dalam area proyek dan komitmen mereka 

untuk semua operasional dan rantai pasokan mereka lainnya, terutama apabila risiko deforestasi 

dan pelanggaran hak asasi manusia bertingkat parah. 

Transformasi perluasan usaha dengan jangkauan jauh di berbagai yurisdiksi dan lini produk tidak 

dapat terjadi dalam semalam, terutama apabila transformasi ini bertujuan untuk berpindah dari 

sistem saat ini menjadi sistem baru secara mendasar. Tujuan &Green adalah untuk melihat sistem 

baru ini diterapkan di tempat lain, yang selanjutnya akan membentuk norma arus utama.  
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Apabila klien memiliki operasional di luar operasional yang diliput ruang lingkup berdasarkan 

pendekatan berbasis dampak, mereka akan menunjukkan komitmen terhadap suatu NDPE di 

negara dan yurisdiksi lain, dengan memprioritaskan area risiko tinggi, dan dapat menunjukkan 

komitmen ini kepada &Green.  

Sebagai bagian dari proses ESMS-nya, &Green mengadakan verifikasi daftar pengecualian untuk 

operasional nasional Klien (merujuk pada Panduan untuk Verifikasi Daftar Kegiatan Yang 

Dikecualikan) serta kajian risiko ESG terhadap reputasi (merujuk pada Panduan untuk Kajian Risiko 

Terhadap Reputasi) pada skala global, untuk memverifikasi risiko dan komitmen klien termasuk 

di antara lain terhadap deforestasi dan hak asasi manusia. 

 

6. Pemantauan, verifikasi, dan pelaporan komitmen dan kemajuan 

klien kami 

Lembaga Pengelola Dana memantau kemajuan terhadap komitmen NDPE sepanjang tenor 

investasinya. Proses &Green untuk memantau dan memverifikasi kemajuan klien terhadap 

komitmen NDPE mereka mengikuti keseluruhan protokol MRV dari Lembaga Pengelola Dana, 

dengan menggunakan IKU khusus investasi.  

Kekurangan kemajuan akan didiskusikan dengan klien, berdasarkan kewajiban yang didefinisikan 

secara kontraktual. 

6.1. Berdasarkan pendekatan berbasis dampak  

Lembaga Pengelola Dana akan memantau kinerja klien terhadap persyaratan pelaporan dari yang 

telah disetujui dalam janji-janji transaksi. Umumnya termasuk: 

(a) penyampaian tindakan terkait NDPE, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Aksi dan, 

(b) penyampaian Dampak Manfaat Lingkungan Hidup dan Sosial yang dihasilkan melalui 

Rencana Perlindungan Lanskap (LPP), yang diukur terhadap IKU sebagaimana 

didefinisikan dengan klien. 

Lembaga Pengelola Dana akan mewajibkan klien untuk melaporkan kemajuan terhadap tonggak 

pencapaian yang telah disetujui melalui pelaporan mandiri berkala (mis. setiap 6 bulan selama 

dua tahun pertama transaksi, dan setiap tahun untuk tenor setelahnya dari pinjaman &Green). 

Klien dapat dipersyaratkan untuk menyanggupi pemantauan berbasis satelit atas area proyek 

secara berkala sebagaimana didefinisikan dalam LPP. Selain itu, &Green akan mempertahankan, 

apabila memungkinkan, satelit pemantau area sendiri yang diidentifikasi untuk masing-masing 

klien untuk memantau perubahan dalam penutupan tajuk dan peringatan deforestasi. 

Klien akan dipersyaratkan untuk meminta verifikasi pihak ketiga untuk mengonfirmasi informasi 

yang dilaporkan secara mandiri setiap tahunnya. Hasil verifikasi pihak ketiga tahunan akan 

dilakukan keterbukaan pada situs web &Green. 

 

6.2. Berdasarkan pendekatan berbasis risiko  

Lembaga Pengelola Dana akan melakukan peninjauan tahunan atas risiko terhadap reputasi di 

dalam operasional dan rantai pasokan klien dan atas komitmen klien apabila ditemukan risiko 

baru, selama penerapan transaksi (pasca penandatanganan).    
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KEBIJAKAN LPP  

&Green mengambil pendekatan lanskap untuk dampak investasinya dan bekerja sama dengan 

klien untuk memaksimalkan dampak lingkungan hidup dan inklusi sosial jangka panjang serta 

berkontribusi pada perubahan transformatif yang lebih luas dari sektor mereka. 

&Green mewajibkan para klien untuk menjabarkan visi mereka untuk memaksimalkan dampak 

lingkungan hidup dan inklusi sosial jangka panjang dan untuk berkontribusi dalam transformasi 

sektor ke dalam suatu Rencana Perlindungan Lanskap (LPP) dan untuk berkomitmen pada 

penerapannya sebagai bagian dari investasinya. LPP menguraikan strategi klien dan sifat 

tambahan dari strategi terhadap praktik sektor dalam lanskap di mana mereka beroperasi. 

Selain itu, LPP mendefinisikan target keluaran dan hasil dari strategi, akuntabilitas klien dan 

kerangka kerja MRV terhadapnya. 

Pemberian suatu LPP adalah suatu prasyarat dari partisipasi Lembaga Pengelola Dana dalam 

suatu transaksi. LPP dibuat dengan dukungan dari &Green, dalam tahap-tahap akhir uji tuntas 

&Green dari transaksi, sebagai dokumen yang merangkum pemberlakuan ESMS &Green untuk 

transaksi tertentu. Setelah disetujui, LPP dimiliki dan diterapkan oleh klien. Penerapan, 

pemantauan dan verifikasi tonggak pencapaian yang didefinisikan dengan jelas di dalam LPP 

dimasukkan dalam janji-janji lingkungan hidup dan sosial dari perjanjian pinjaman. LPP akan 

diterapkan selama jangka waktu pinjaman investasi &Green. 

Kebijakan ini didukung oleh proses investasi kami (mesin) yang termasuk contoh, protokol, 

untuk menjelaskan pendekatan &Green untuk bekerja sama dengan klien untuk membantu 

mereka mengembangkan rencana perlindungan lanskap mereka, untuk memantau kemajuan 

mereka. 
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KEBIJAKAN MANAJEMEN KELUHAN  

Stichting andgreen.fund selanjutnya juga disebut sebagai "Dana".  

1. DEFINISI  

1.1.  "Keluhan" berarti setiap ungkapan ketidakpuasan yang diajukan oleh pemangku 

kepentingan.  

1.2.  "Pemangku kepentingan" berarti penyedia hibah (atau hibah yang dapat ditebus), 

pemberi pinjaman, investor bersama, peminjam, dan/atau pemangku kepentingan lain 

dari Dana.  

2. RASIONAL  

2.1.  Reksa Dana mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk melakukan 

operasinya dengan cara yang menghindari keluhan terhadap Reksa Dana.  

2.2.  Penanganan pengaduan yang efektif menawarkan banyak manfaat praktis bagi IMF 

dan membantu meningkatkan kualitas layanan. Keluhan-keluhan memberikan bukti 

adanya keputusan-keputusan yang buruk dan/atau pemberian layanan yang buruk.  

2.3.  Para pemangku kepentingan harus dipastikan bahwa keluhan mereka mudah 

dilaporkan, diakui dan ditangani dengan cepat, adil dan sensitif. Untuk menjaga dan 

meningkatkan reputasinya, IMF harus mengidentifikasi counterparty yang tidak puas dan 

mencari metode untuk menyelesaikan keluhan mereka.  

3. KEBIJAKAN  

3.1.  Dokumen ini menetapkan kebijakan IMF untuk memastikan bahwa pengaduan 

ditangani dengan benar dan segera diselesaikan ("Kebijakan") berdasarkan prinsip-

prinsip berikut:  

3.1.1.  Semua pemangku kepentingan diberi kesempatan untuk menyampaikan 

keluhan mereka;  

3.1.2.  Keluhan harus dijawab dalam waktu tiga bulan sejak diterima; dan  

3.1.3.  Semua keluhan harus didokumentasikan dan dilaporkan.  

3.2.  Kebijakan ini tidak boleh menghalangi akses ke upaya hukum atau administratif 

lainnya yang mungkin tersedia berdasarkan hukum setempat, atau mekanisme 

pengaduan pengganti yang disediakan melalui perjanjian khusus dengan IMF.  

3.3.  Tidak ada pelapor yang, dengan itikad baik, melaporkan pengaduan apa pun yang 

akan mengalami pelecehan, pembalasan atau konsekuensi yang merugikan. Setiap 
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direktur, pejabat, atau penyedia layanan yang melakukan pembalasan terhadap pelapor 

akan dikenakan tindakan disiplin, yang prosesnya dapat mengakibatkan pemutusan 

jabatan atau kontrak. (Perlindungan dari pembalasan ini tidak dimaksudkan untuk 

melarang badan tata kelola IMF mengambil tindakan disipliner dalam lingkup tugas 

mereka yang biasa berdasarkan faktor-faktor yang terkait dengan kinerja yang sah).  

4. PROSEDUR  

4.1. Pengajuan pengaduan  

4.1.1. Semua keluhan harus diberitahukan kepada IMF dalam bentuk tertulis, dengan 

mengikuti salah satu saluran berikut:  

Komunikasi dikirim melalui surat pos ke :  

&Green - Stichting andgreen.fundAttn 

..: 

 Petugas Pengaduan - Stichting andgreen.fund  

Basisweg 10,  

1043APAmsterdamBelanda  

dengan tembusan ke:  

Innpact S.A. - & Penasihat Dewan Hijau  

5 rue Jean Bertels  

L-1230 Luksemburg 

Luksemburg  

Komunikasi dikirim melalui email ke:  

complaints@andgreen.fund  

Perihal: Attn: Petugas Pengaduan - Stichting andgreen.fund  

dengan tembusan ke: andgreen@innpact.com  

4.1.2.  Rincian saluran pemberitahuan keluhan harus mudah tersedia bagi para 

pemangku kepentingan. Ini termasuk mempublikasikannya di situs web IMF.  

4.1.3.  Untuk pengaduan yang diterima oleh penyedia layanan tertentu dari IMF, 

penyedia layanan tersebut harus meminta pengadu untuk mengarahkan pengaduan 

mereka ke IMF sesuai dengan saluran yang ditentukan dalam paragraf 4.1.1.  

4.2.  Pengakuan penerimaan pengaduan  

4.2.1.  Orang yang ditunjuk sebagai penghubung di IMF ("Orang yang 

Dihubungi") akan mempertimbangkan keluhan dan mengarahkannya kepada 
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Petugas Pengaduan sebagaimana didefinisikan di bawah ini dalam paragraf 

4.3.1.  

4.2.2.  Dalam waktu 10 hari kerja setelah menerima pengaduan oleh narahubung 

sesuai dengan paragraf 4.1.1, narahubung harus menanggapi pengadu dengan 

pengakuan dan penjelasan tentang tindakan peninjauan yang diambil.  

4.2.3.  Petugas Kontak bertanggung jawab atas pengelolaan prosedur pengaduan 

yang baik dan merupakan kontak utama dengan pihak yang mengajukan 

pengaduan di seluruh proses.  

4.3.  Petugas Pengaduan  

4.3.1.  Dewan direksi Reksa Dana ("Dewan") akan menunjuk salah satu 

anggotanya ("Petugas Pengaduan") untuk memastikan bahwa pengaduan 

diperlakukan sebagaimana diatur dalam Kebijakan ini, dan dieskalasi, tanpa 

penundaan yang tidak semestinya, sesuai dengan peraturan dan kewajiban 

kontrak Reksa Dana sebagaimana kasusnya.  

4.3.2.  Petugas Pengaduan dapat mendelegasikan pengelolaan pengaduan 

kepada anggota Dewan yang lain.  

4.3.3.  Petugas Pengaduan tetap bertanggung jawab atas Daftar Pengaduan IMF 

(sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 5.2 di bawah ini), mengelola proses 

investigasi, menentukan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

melakukan investigasi, dan mempekerjakan ahli eksternal, jika diperlukan, 

dengan tunduk pada persetujuan Dewan. Pertimbangan utama yang 

dipertimbangkan oleh Petugas Pengaduan ketika mempekerjakan ahli eksternal 

untuk investigasi adalah keahlian, independensi, dan ketidakberpihakan. Para 

pakar tersebut akan memiliki persyaratan kerahasiaan khusus.  

4.3.4.  Jika pengaduan melibatkan Petugas Pengaduan atau anggota Dewan 

Direksi, individu tersebut tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam 

pertimbangan dan penyelidikan atau penentuan ganti rugi atas pengaduan 

tersebut.  

4.3.5.  Petugas Pengaduan harus memastikan bahwa pengaduan sistemik atau 

berulang diidentifikasi, dan bahwa penyebab pengaduan tersebut diidentifikasi 

dan diperbaiki. Petugas Pengaduan juga akan menyampaikan setiap pelajaran 

yang dipetik serta tindakan yang dilakukan untuk menghindari/membatasi 

pengaduan di masa depan secara teratur kepada Dewan.  

4.4.  Investigasi pengaduan  

4.4.1.  Petugas Keluhan harus (atau mendelegasikan kepada pihak yang tepat 

untuk) menyelidiki keluhan tersebut.  
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4.4.2.  Investigasi akan menganalisis alasan di balik setiap pengaduan melalui 

pandangan yang adil dan independen tentang pengaduan yang diajukan oleh 

pengadu yang bertujuan untuk mencapai penilaian obyektif tentang masalah 

tersebut dengan mempertimbangkan semua fakta yang diketahui dan penilaian 

tentang bagaimana masalah tersebut harus ditindaklanjuti, termasuk apakah 

penuntutan pidana atau sanksi lain dianggap tepat.  

4.4.3.  Jika Dewan menentukan bahwa hal itu perlu, IMF akan memulai 

penuntutan dan/atau menerapkan sanksi-sanksi lain terhadap orang atau entitas 

yang dicurigai melakukan penyimpangan keuangan.  

4.5.  Jawaban atas pengaduan  

4.5.1.  Petugas Kontak harus menanggapi pengadu secara tertulis selambat-

lambatnya dua bulan sejak diterimanya pengaduan sesuai dengan paragraf  

4.1.1.  

4.5.2.  Jawaban harus berisi informasi atau pendapat yang diperlukan yang 

ditentukan oleh Petugas Pengaduan agar berguna dalam menangani pengaduan. 

Isi jawaban harus sesuai dengan Anggaran Dasar IMF dan prinsip umum 

transparansi informasi.  

4.5.3.  Jika pelapor tidak menerima jawaban atau menerima jawaban yang tidak 

memuaskan dari narahubung, pelapor berhak meminta jawaban, atau jawaban 

yang lebih rinci, dari Petugas Pengaduan dengan mengajukan permintaan 

tersebut dengan cara yang sama seperti yang ditetapkan dalam paragraf 4.1.1.  

4.5.4.  Petugas Pengaduan akan menanggapi permintaan yang ditetapkan dalam 

paragraf 4.5.3 dalam waktu satu bulan sejak diterimanya permintaan tersebut. 

Jika pelapor tidak menerima jawaban atau menerima jawaban yang tidak 

memuaskan dari Petugas Pengaduan, pelapor dapat merujuk permintaan 

tersebut secara langsung untuk menjadi perhatian Dewan, dengan cara yang 

sama seperti yang ditetapkan dalam paragraf 4.1.1. Dalam hal ini, Petugas 

Kontak akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengaduan diterima. 

Dalam hal ini, Petugas Kontak akan bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa pengaduan diterima oleh Dewan.  

4.5.5.  Para pelapor pengaduan yang telah mengungkapkan identitas mereka 

ketika mengajukan pengaduan telah memberikan persetujuan tegas mereka:  

• untuk menerima pemberitahuan mengenai status investigasi;  

• untuk dihubungi oleh narahubung, Petugas Pengaduan dan/atau anggota 

Dewan, jika diperlukan informasi lebih lanjut; dan  

• untuk menerima jawaban atas pengaduan.  
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5. PELAPORAN DAN PENCATATAN  

5.1.  Petugas Pengaduan harus melaporkan setiap pengaduan yang diterima kepada 

Dewan pada rapat Dewan berikutnya.  

5.2.  Semua catatan pengaduan harus disimpan oleh Petugas Pengaduan dalam daftar 

pengaduan IMF ("Daftar Pengaduan"), dianonimkan sejauh yang diperlukan, dan akan 

disimpan untuk jangka waktu minimum 5 tahun. Setiap informasi yang diterima dan 

laporan terkait harus dijaga kerahasiaannya sejauh mungkin. Kepentingan kerahasiaan 

akan diseimbangkan dengan kebutuhan untuk melakukan penyelidikan yang memadai. 

Dilarang membagikan Daftar Keluhan dan/atau informasi sehubungan dengan keluhan 

dengan orang yang tidak terlibat dalam penyelidikan atau pengelolaan prosedur 

keluhan.  

5.3.  Petugas Pengaduan bertanggung jawab untuk memelihara Daftar Pengaduan dan 

laporan pengaduan Dana, yang harus disiapkan dengan menggunakan templat terlampir 

sebagai (masing-masing, "Laporan Pengaduan"). Tujuan dari Daftar Pengaduan dan 

Laporan Pengaduan (silakan lihat templat laporan yang ditetapkan dalam Jadwal 1) 

adalah untuk menyimpan catatan semua informasi yang berguna untuk mencapai 

pelacakan pengaduan yang baik.  

5.4.  Pada rapat pertama Dewan setiap tahun kalender, Petugas Pengaduan harus 

menyajikan Laporan Pengaduan kepada Dewan Direksi dengan analisis aktivitas 

pengaduan tahun sebelumnya. Petugas Pengaduan harus menyajikan kepada Dewan 

rincian (atau pembaruan apa pun) tentang setiap pengaduan yang diterima sejak rapat 

Dewan sebelumnya. Laporan Pengaduan nihil harus disajikan jika tidak ada pengaduan 

yang diterima oleh IMF selama tahun sebelumnya.  

6. MENIUP PELUIT  

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan whistle-blowing oleh para pemangku kepentingan, 

termasuk organisasi masyarakat sipil, diatur dalam Kode Etik IMF. Dalam memilih apakah akan 

melaporkan berdasarkan ketentuan whistle blower atau Kebijakan ini, hal-hal berikut harus 

dipertimbangkan:  

6.1.  Ketentuan whistle-blower pada umumnya untuk kepentingan pihak terkait yang 

mungkin atau mungkin tidak secara langsung terpengaruh oleh masalah yang mereka 

angkat.  

6.2.  Laporan whistleblower umumnya anonim secara default, kecuali whistleblower 

secara sukarela mengungkapkan identitas mereka. Anonimitas whistleblower juga 

menandakan bahwa whistleblower tidak akan menerima pemberitahuan pengakuan 

oleh IMF atau pertanyaan atau laporan investigasi tindak lanjut lainnya yang terkait 

dengan masalah tersebut.  
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6.3.  Kebijakan ini pada umumnya untuk kepentingan orang-orang yang, mereka sendiri, 

telah diperlakukan secara tidak benar atau yang telah diperlakukan dengan cara di 

bawah standar.  

6.4.  Pelapor pengaduan berdasarkan Kebijakan ini dapat memilih untuk tetap anonim 

ketika melapor berdasarkan Kebijakan ini, atau untuk meminta penghapusan data 

pribadi mereka kapan saja. Harap dicatat bahwa jika pelapor memilih untuk tetap atau 

menjadi anonim, pelapor tersebut tidak akan, atau tidak akan lagi dapat menerima 

pemberitahuan pengakuan oleh IMF atau pertanyaan atau laporan investigasi tindak 

lanjut lainnya yang terkait dengan masalah yang dimaksud.  

7. MANAJEMEN KELUHAN DAN REMEDIASI OLEH PEMINJAM DANA  

7.1.  Terlepas dari ketentuan yang ditetapkan dalam Kebijakan ini, IMF juga mewajibkan 

peminjamnya (masing-masing disebut "Peminjam") untuk merancang dan menerapkan 

mekanisme pengaduan yang efektif dan proses remediasi untuk melindungi kelompok-

kelompok rentan dan untuk menerima, dan memfasilitasi penyelesaian, kekhawatiran 

dan pengaduan para pemangku kepentingan Peminjam, yang juga dapat menjadi 

pemangku kepentingan IMF.  

7.2.  Mekanisme, proses, atau prosedur pengaduan dari setiap Peminjam harus 

menangani masalah dengan segera dan efektif, dengan menggunakan proses yang 

dapat dimengerti dan transparan yang sesuai dengan budaya dan mudah diakses oleh 

semua segmen masyarakat yang terkena dampak, tanpa biaya dan tanpa retribusi.  

7.3.  Mekanisme ini tidak boleh menghalangi akses ke upaya hukum atau administratif 

lainnya yang mungkin tersedia di bawah hukum atau melalui prosedur arbitrase yang 

ada, dan juga tidak boleh menggantikan mekanisme pengaduan yang disediakan melalui 

perjanjian bersama.  

7.4.  Keluhan harus diakui dan dicatat oleh Peminjam yang relevan terlepas dari apakah 

keluhan tersebut diterima secara tertulis atau lisan. Pengadu harus menerima 

pengakuan penerimaan pengaduan dalam jangka waktu yang ditentukan dan wajar, 

sebaiknya secara tertulis. Pengajuan pengaduan tidak boleh menimbulkan biaya apa pun 

bagi pengadu.  

7.5.  Secara umum, Peminjam harus memberikan fleksibilitas dan memastikan bahwa 

pengaduan tidak diberhentikan atas dasar formalitas dan/atau prosedur administratif.  

7.6.  Setiap Peminjam harus menyimpan database sederhana sebagai daftar yang 

berguna untuk mengelola dan memantau pengaduan. Praktik yang baik adalah mencatat 

semua pengaduan, termasuk pengaduan yang berulang dan pengaduan yang pada 

akhirnya akan diberhentikan karena tidak masuk akal.  

7.7.  Terlepas dari pembentukan basis data yang sebenarnya, biasanya dokumentasi 

Peminjam tentang pengaduan harus tetap dilacak:  
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7.7.1. nama dan rincian kontak pelapor pengaduan, jika sesuai;  

7.7.2. tanggal dan sifat pengaduan;  

7.7.3. nama staf teknis atau entitas yang ditugaskan untuk menangani keluhan, 

jika sesuai;  

7.7.4. setiap tindakan lanjutan yang diambil;  

7.7.5. usulan penyelesaian keluhan;  

7.7.6. bagaimana dan kapan keputusan-keputusan proyek yang relevan 

dikomunikasikan kepada pihak yang mengajukan pengaduan;  

7.7.7. apakah tindakan manajemen jangka panjang telah diambil untuk 

menghindari terulangnya keluhan serupa di masa depan, jika berlaku  

7.8.  Kerangka waktu indikatif berikut ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

sebagian besar proyek, baik untuk pengaduan pekerja maupun masyarakat:  

7.8.1. Pengakuan tertulis tentang penerimaan keluhan dalam waktu 7 hari 

setelah diterima; dan  

7.8.2. resolusi yang diusulkan dalam waktu 30 hari setelah diterima.  

7.9.  Peminjam akan menginformasikan kepada IMF tentang kekhawatiran para 

pemangku kepentingan yang terkait dengan proyek/Peminjam tertentu secara tepat 

waktu.  

7.10.  Jika pengadu tidak menerima jawaban, atau menerima jawaban yang tidak 

memuaskan dari Peminjam dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam paragraf 7.8, 

pengadu berhak untuk mengarahkan pengaduan kepada Petugas Pengaduan dengan 

cara yang sama seperti yang ditetapkan dalam paragraf 4.1.1, dan prosedur yang 

ditetapkan dalam paragraf 4 akan berlaku.  
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Kerangka Kerja 



 

 

IKHTISAR KERANGKA KERJA DAMPAK 

 

DAMPAK &GREEN  

Pernyataan misi &Green adalah: 

&Green bekerja di dalam berbagai lanskap hutan tropis untuk mendukung usaha-usaha 

komoditas agrikultur yang mendukung komunitas, melindungi hutan serta mengoptimalkan 

produksi untuk mendorong perubahan transformatif dalam rantai pasokan global. 

&Green memaksimalkan dampak lingkungan dan menyertakan pemilik lahan kecil dalam semua 

investasinya. Selain kerangka kerja kepatuhan yang kuat, &Green mewajibkan klien untuk 

memberikan dampak Penyertaan Lingkungan dan Sosial yang kuat terhadap investasi &Green 

(tenor pinjaman). Tingkat keseriusan dampak, dan karenanya Rasionalisasi Investasi untuk 

&Green bersifat material untuk syarat dan ketentuan pinjaman, yang dapat mencakup insentif 

harga. 

Lembaga Pengelola Dana mencapai dampak melalui investasi: 

• Kepatuhan terhadap PS IFC; 

• Kepatuhan terhadap kebijakan NDPE; 

• Penyesuaian dengan Kerangka Kerja Pendapatan Bersih; 

• hasil dari Rencana Aksi Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Action 

Plans/ESAP); 

• Tindakan-tindakan dan sertifikasi-sertifikasi lain. 

Pendekatan-pendekatan ini disusun secara struktural dalam Rencana Perlindungan Lanskap 

(LPP). Lembaga Pengelola Dana melacak dampak-dampak melalui Kerangka Kerja Dampak.  

 

KERANGKA KERJA 

Tujuan Kerangka Kerja Dampak adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas, konsisten 

dan berarti terhadap dampak dari Lembaga Pengelola Dana. IKU telah dikembangkan dari 

meninjau praktik terbaik yang tersedia. 

Kerangka Kerja Dampak tersusun dari: 

- IKU – ringkasan, indikator dampak ‘judul’; 

- IKO – Indikator Kinerja Operasional (Operational Performance Indicators/OPIs) – 

serangkaian indikator yang lebih terperinci yang meringkas dan/atau menambahkan 

informasi dalam IKU. 

- Indikator pemantauan – indikator pemantauan tingkat investasi atau proyek yang 

mendukung IKU dan IKO. 

Data dan informasi yang memberikan kontribusi terhadap indikator-indikator bersumber dari 

hasil-hasil ESP yang dilaporkan oleh para klien, atau dihitung melalui analisa lebih lanjut oleh 

Penasihat Investasi menggunakan data klien dan/atau data yang tersedia bagi publik.  
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IKU dilaporkan kepada publik sebagai suatu ‘papan’ di tingkat portofolio yang menampilkan 

target (apabila berlaku) dan perkembangan tahunan dan bersifat kumulatif. Hasil-hasil 

portofolio adalah gabungan IKU investasi individual yang juga tersedia bagi publik di tingkat yang 

tidak terlalu penting, sebagai contoh dalam laporan tahunan Lembaga Pengelola Dana dan 

dalam perincian ‘PortofolioF

8. 

IKO akan dilaporkan kepada publik di tingkat portofolio, tetapi tidak menampilkan bagian-bagian 

penting. IKO akan tersedia dalam laporan-laporan tahunan, dan dapat diakses dengan ‘menarik 

ke bawah’ dalam situs web &Green. Sedangkan terkait IKU, portofolio IKO adalah gabungan IKO 

investasi individual. IKO investasi individual ini juga akan tersedia bagi publik, kecuali dalam 

beberapa hal di mana IKO tersebut disunting karena alasan kerahasiaan komersial.  

Ringkasan IKU 

IKU1: Kemajuan menuju Perubahan Transformatif  

Suatu metrik kualitatif yang menilai kemajuan menuju Perubahan Transformatif yang ditetapkan 

dalam rasionalisasi investasi, yang mendukung misi &Green. Dinilai dengan memantau bukti 

kemajuan terhadap tonggak pencapaian yang terkait dengan Perubahan Sistem, Skala, dan 

Ketahanan dari Transformasi.   

 

IKU2: #ha dari Hutan Yang Dilindungi  

Memantau area hutan yang dapat diidentifikasi yang dilestarikan ditambah hutan yang 

dipulihkan, ditambah lahan gambut yang dilestarikan atau direhabilitasi. ‘Hutan’ menggunakan 

definisi nasional terkait dengan penutupan tajuk, area minimum, jenis penggunaan tanah, dan 

tidak termasuk hutan tanaman. Setiap pembalikan dikurangi.  

 

IKU3: #tCO2e dari Manfaat Iklim  

Memantau manfaat mitigasi dalam ton setara Karbon Dioksida (tCO2e) dari pengurangan emisi 

ditambah sekuestrasi emisi. Pengurangan emisi dihasilkan dari perubahan dalam praktik 

pengelolaan perkebunan. Sekuestrasi emisi dihasilkan dari pertumbuhan kembali dan 

pemadatan di hutan yang berkurang yang dilestarikan, dan dari pertumbuhan pohon dan 

pembangunan di area pemulihan hutan. Setiap pembalikan (dan sehingga terdapat emisi) 

dikurangi.   

IKU4: # ha dari ekosistem dengan ketahanan yang meningkat  

Memantau area tanah yang direhabilitasi, dipulihkan atau dilindungi, terdiri dari: area hutan 

yang dilindungi (IKU2); ditambah area ekosistem non-hutan yang dipulihkan atau diperbaiki; 

ditambah area lahan yang berkurang yang dipulihkan melalui agrikultur regeneratif, agrikultur 

atau agroforestri penggembalaan tumbuhan dan hewan bersama (silvo-pastoral).  

 

 

8 Sebagai contoh: https://www.andgreen.fund/royal-lestari-utama/  

https://www.andgreen.fund/royal-lestari-utama/
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IKU5: # masyarakat dengan ketahanan yang meningkat 

Memantau dan secara konservatif menilai jumlah masyarakat di mana suatu manfaat atau 

layanan diberikan atau dibuat memungkinkan untuk meningkatkan ketahanan mata 

pencaharian.  

 

IKU6: # Orang Yang Menerima Manfaat 

Memantau jumlah individu yang mendapatkan manfaat dari transaksi &Green, dan merupakan 

jumlah dari: jumlah produsen yang dirangkul; layanan komunitas yang diberikan kepada 

individu; individu yang mendapatkan manfaat dari perjanjian kepemilikan hak atas tanah yang 

dijamin; dan pekerjaan yang didukung.  

 

IKU7: USD dari Modal Yang Dimobilisasi  

IKU ini memantau kemampuan untuk menarik dan mengarahkan modal untuk mendukung dan 

menerapkan prinsip investasi &Green. 
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Hierarki IKU dan IKO diuraikan dalam skema di bawah ini. 

 

Indikator Kinerja Operasional (OPI) Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Strategis 

1.1 Perubahan Sistem 

1.2 Skala 

1.3 Ketahanan 

IKU1: Perubahan Transformatif 

2.1 Hutan Yang 

Dipulihkan 

2.2 Hutan Yang 

Dikonservasi 
IKU2: Hutan Dilindungi 

Hutan dan Iklim 

3.1 Pengurangan 

emisi 

3.2 GHG Yang 

Diambil 

3.3 Emisi Yang 

Disimpan 

IKU3: Manfaat Iklim 

4.1b Selisih 

panen melebihi 

rata-rata sektor 

[fasilitas belum 

ada] 

4.4 Lahan 

pertanian yang 

sedang dipanen 

4.5a Lahan 

dimanfaatkan 

secara 

berkelanjutan 

4.5b Lahan 

dipulihkan agar 

produktif 

4.1a 

Peningkatan 

panen [fasilitas 

sudah ada] 4.2 Deforestasi yang 

dihindari di gudang 

persediaan 

4.3 Emisi yang 

dihindari 

IKU4: Ekosistem dengan ketahanan 

yang meningkat 

IKU5: Masyarakat dengan ketahanan yang 

meningkat 

6.1 Masyarakat 

menerima bantuan 

komunitas 

6.2a pekerjaan langsung 

yang didukung 

6.2b Pekerjaan tidak 

langsung yang didukung 

6.3 Produsen 

mencapai 

pelatihan NDPE  

6.4 Produsen 

tercapai 

6.5 Penguasaan tanah 

IKU6: Masyarakat Yang Mendapatkan 

Manfaat 

Produksi 

Masyarakat 
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Pendekatan terhadap Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi indikator-indikator tersebut 

didiskusikan dalam panduan Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental 

and Social Management System/ESMS) &Green. Kerangka Kerja Dampak akan ditinjau setiap 

tahunnya, dan apabila sesuai, diperbarui. Pembaruan apa pun yang secara material dapat 

mengubah penafsiran hasil dampak akan dilaporkan secara transparan dalam Laporan 

Tahunan.  

Indikator Kinerja Operasional (OPIs) Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Keuangan 7.1 Pajak 

dibayar oleh 

Klien 

7.2 Pendapatan 

Klien 

7.3 Nilai Aset Bersih 

(NAV) Lembaga 

Pengelola Dana 

7.5 Kredit 

Macet 

7.6a Modal Bukan Dari 

Lembaga Pengelola 

Dana yang dipercepat 

untuk Klien 

7.6b Mitra sindikasi 

dimobilisasi 

(Investor bersama) 

7.4a Modal 

Lembaga Pengelola 

Dana Yang 

Ditempatkan 

7.4a Modal Lembaga 

Pengelola Dana yang 

dicairkan 

7.7 Rasio 

Pengungkitan 

IKU7: Modal yang dimobilisasi 

8.1 Lembaga 

Mitra 

8.2 Anggaran Bantuan 

Teknis 

8.2b Anggaran 

Bantuan Teknis yang 

dialokasikan 

8.2c Anggaran 

Bantuan Teknis yang 

dimobilisasi 

9.2 Kepatuhan 

Standar Kinerja IFC  

9.3 Target Rencana 

Aksi E&S dipenuhi 

9.4 Kepatuhan 

NDPE  

9.1 Total Target 

dipenuhi 

Kemitraan dan Dukungan 

Kepatuhan 
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Dokumentasi Kerangka Kerja Dampak  

Selain persyaratan dan pendekatan yang berlaku terhadap semua IKU (dokumen ini), terdapat 

persyaratan khusus untuk setiap IKU. Suatu pendekatan dokumen yang bertingkat digunakan 

untuk:  

- operasional Kerangka Kerja Dampak untuk memungkinkan penggabungan koheren atas 

hasil; 

- memastikan konsistensi penerapan oleh pengguna yang berbeda (staf dan klien) dalam 

berbagai investasi dan dalam waktu yang berbeda; dan  

- memberikan transparansi untuk menampilkan keabsahan dan kredibilitas hasil yang 

dilaporkan kepada para investor dan pemangku kepentingan. 

Pendekatan dan persyaratan untuk semua IKU 

IKU telah diciptakan dari rangkaian IKU &Green yang asli, keterlibatan pemangku kepentingan, 
evolusi lebih lanjut setelah pengujian awal dan penyesuaian dengan praktik dan norma yang 
diterima secara umum. 

Prinsip-prinsip 

Kerangka Kerja Dampak &Green adalah dasar pelaporan dampak &Green. Dampak-dampak 

dapat dipertanggungjawabkan ketika dampak tersebut mematuhi prinsip TRACCC: 

Transparan; Relevan; Akurat; Lengkap; Konsisten; Konservatif (Transparent;  Relevant;  Accurate;  

Complete;  Consistent;  Conservative)9F

9. 

Dengan setiap kuantifikasi dapat terdapat nilai atau ambiguitas dalam pemilihan faktor. Nilai 

batas bawah atau nilai dekat batas bawah harus dipilih dari rentang ketidakpastian untuk 

memastikan setiap hasil yang dihitung bersifat konservatif. Apabila data sangat tidak pasti, tidak 

tersedia atau tidak jelas data tersebut harus dikecualikan dari perkiraan yang berkontribusi 

terhadap dampak. Apabila disertakan, setiap asumsi harus dinyatakan secara jelas dan 

transparan. Apabila data yang tidak pasti berkemungkinan negatif, data tersebut tidak boleh 

dikecualikan, tetapi pengukuran dilakukan secara konservatif. Hal ini memastikan keseluruhan 

sifat konservatif atas kuantifikasi IKU dan setiap pernyataan dampak.  

Penggabungan dan penerapan pelaporan  

Hasil dilaporkan: 

Sebagai dicapai dan terhadap target; 

Dibandingkan dengan paduk atau tahun dasar; 

di tingkat penggabungan yang berbeda: 

 

9 Untuk info lebih lanjut, silakan merujuk pada bagian ‘Prinsip-prinsip’ dalam Protokol GHG: 

https://ghgprotocol.org/corporate-standard  

https://ghgprotocol.org/corporate-standard
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- tindakan 

- investasi 

- portofolio 

- secara tahunan dan kumulatif.  

Setiap kontribusi investasi terhadap IKO dan IKU didasarkan pada: 

• pemeliharaan, perlindungan dan/atau perluasan kegiatan yang ada F

10;  

• perbaikan, peningkatan atau pendapatan di atas paduk atau tahun dasar; 

• kegiatan di dalam Area Terdampak sebagaimana didefinisikan dalam ESMS 11F

11; 

• memenuhi kriteria inklusi untuk IKO atau IKU; dan 

• relevan dengan narasi Perubahan Transformatif dan/atau Teori Perubahan &Green.  

Data paduk utamanya diambil dari Rencana Perlindungan Lanskap (LPP) klien yang mencakup 

suatu ESAP). Data pemantauan diambil dari Laporan Tahunan klien, ditambah dengan data 

independen eksternal (dari laporan riset publik, dan pengindraan jarak jauh). LPP dan Laporan 

Tahunan tersedia publik.  

Untuk memaksimalkan dampak, setiap investasi disesuaikan untuk kebutuhan klien dan 

karenanya fleksibilitas diperlukan dalam Kerangka Kerja Dampak. IKU 2, 3 dan 7 (terkait dengan 

hutan, iklim dan modal) menggunakan definisi dan kriteria inklusi yang sama. Untuk IKU lainnya, 

tidak dimungkinkan untuk sebelumnya menentukan seluruh tindakan dan keadaan, karenanya 

definisi dan kriteria inklusi ditentukan berdasarkan tawar menawar. Untuk memastikan 

konsistensi atas apa yang disertakan (dan yang tidak disertakan), kriteria khusus transaksi harus: 

• menggunakan prinsip TRACC (di atas); 

• memenuhi kriteria kontribusi (di atas); dan  

• menampilkan bahwa kontribusi bersifat material F

12 dalam konteks investasi.  

Area terdampak, Tingkat Penjaminan dan Atribusi  

&Green tidak mengakui kepemilikan atas hasil; tetapi, dengan keikutsertaan &Green, dampak 

tersebut difasilitasi dan dikatalisasi. Kebijakan ESMS dan NDPE menguraikan bagaimana 

menentukan ‘Lanskap’ dan Area Terdampak (Area of Influence/AoI) suatu investasi. NDPE berlaku 

di tingkat yang berbeda di berbagai operasi Klien: Klien diwajibkan untuk memiliki NDPE yang 

berlaku di semua struktur perusahaan yang diterbitkan untuk operasional global pihaknya; 

tetapi hanya akan diminta pertanggung jawaban untuk pemantauan/penerapan kebijakan ini di 

tingkat lanskap. 

 

10 Dalam konservasi tertentu atas hutan, lahan gambut atau ekosistem alam lain yang ada, dan mendukung kehidupan di 

dalam lanskap.  

11 Utamanya didefinisikan berdasarkan PS IFC dan Kerangka Kerja Pendapatan Bersih. 

12 Yaitu tindakan yang bukan BaU untuk investasi atau sektor, dan bukan ‘noise’ dalam data.    
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Tingkat Penjaminan (Level of Assurance/LoA) atribusi dampak terkait dengan kendali manajemen. 

 

Untuk IKU dan IKO terkait dengan lahan (IKU2: luas (dalam ha) perlindungan hutan, dan IKU5: 

lahan (dalam ha) atas ekosistem dengan ketahanan yang ditingkatkan) penting untuk 

membedakan kendali manajemen atas hasil. Hal ini terkait erat dengan derajat identifikasi 

geografi (merujuk pada diagram di bawah13), dengan Tingkat Penjaminan yang menurun: 

Proyek – Diketahui;  

Pemasok – Dapat Dilacak; dan 

Perkiraan – Dapat Diidentifikasi. 

 

Hal-hal tersebut berbeda secara kualitatif untuk memasarkan dampak tidak langsung dalam 

gudang persediaan (di luar lingkaran dengan titik merah), yang memiliki kepastian yang jauh 

lebih rendah dan tidak ada atribusi. Hal ini relevan untuk menghindari deforestasi, dan 

menghindari emisi yang terkait dengan deforestasi yang dihindari. Dampak tidak langsung pasar 

TIDAK dapat ditambahkan pada dampak yang Dapat Diatribusikan. 

 

13 Diagram mengacu kepada dampak hutan dan iklim, tetapi berlaku terhadap seluruh IKU. Daftar lengkap IKU/IKO tidak 

disertakan untuk mempertahankan kejelasan diagram.  

• IKU Dampak 

 

• Rencana Perlindungan 

Lanskap, ESAP 

 

• NDPE: pemantauan 

komitmen dan penerapan 

Lanskap 

Area 

terdampak 

PS IFC/ESIA: 

penerapan 

ESAP 

• Daftar Pengecualian 

• PS IFC: pemantauan operasional 

risiko substansial, 

kebijakan/komitmen 

Operasional nasional Klien 

Operasional Global Klien 

• Eksposur media terhadap isu ESG 

• Komitmen dan kebijakan 

• NDPE: pemantauan komitmen 

Klien: pihak yang bertanggung jawab untuk 

menerapkan dan menjalankan proyek yang dibiayai, 

atau penerima pembiayaan. 

Proyek: serangkaian kegiatan usaha yang telah 

didefinisikan, termasuk yang unsur, aspek, dan fasilitas 

fisik tertentunya kemungkinan akan menyebabkan risiko 

dan dampak, yang belum didefinisikan. 

Area terdampak: sebagaimana didefinisikan 

berdasarkan PS1 IFC. 

Lanskap: lanskap dalam yurisdiksi yang disetujui 

&Green. 
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Persyaratan PS IFC dan Pendapatan Bersih berlaku dalam Aol, dan pada umumnya 14F

14 memiliki 

LoA yang tinggi. 

Dalam Lanskap, PS IFC digunakan di tingkat berbasis risiko, dan pada umumnya memiliki LoA 

yang lebih rendah. 

 

 

Tindakan dan Lokasi Diatribusikan Tingkat Penjaminan Tautan kebijakan ESMS & NDPE  

Proyek – Diketahui Ya Tinggi Area terdampak didefinisikan 

berdasarkan IFCPS 

Pemasok – Dapat dilacak;  Ya Rendah Lanskap didefinisikan berdasarkan 

transaksi 

Perkiraan – Dapat 

diidentifikasi 

Ya Rendah Lanskap didefinisikan berdasarkan 

transaksi 

Pasar – gudang 

persediaan 

Tidak Sangat Rendah Yurisdiksi 

Atribusi dan Tingkat Penjaminan harus dilaporkan secara transparan untuk merefleksikan 

perbedaan kualitatif tersebut. Kapan pun dapat dilakukan, Tingkat Penjaminan setiap rangkaian 

tindakan harus dikarakterisasi. Sebagai contoh, membedakan antara perlindungan hutan 

dengan kendali yang tinggi dan Penjaminan (Proyek – pada hak sewa atau pertanian yang 

 

14 Mungkin terdapat kasus di mana kendali manajemen tidak (belum) sepenuhnya dibuat dalam Aol, atau mungkin tidak 

akan sepenuhnya dibuat. Sebagai contoh, zona penyangga dan Taman Nasional serta cadangan yang mendekati hak 

sewa investasi.  

Tidak semua area terdampak, atau 

semua tindakan, berkontribusi pada 

Indikator Dampak (IKU) 

Area-area terdampak 

berbeda dari investasi 

&Green memiliki Atribusi 

dan Tingkat Penjaminan 

yang berbeda yang harus 

dilaporkan secara 

transparan 

TIDAK 

ADA 

SANGAT 

RENDAH 

RENDAH RENDAH 

 

TINGGI TINGGI 

 

Atribusi Tingkat Penjaminan 
Proyek 

Di perkebunan, 

konsesi 

Pemasok 
Pemasok kepada 

penerima investasi 

Jarak 
Zona penahan, 

pemasok yang 

diindikasikan, Lanskap 

Pasar dan gudang 

persediaan 

Dampak pada pasar di 

gudang persediaan 

yang relevan 

Kelayakan Yurisdiksi 

IKU Hutan & Emisi 
1. Hutan Dilindungi 

2. Hutan Dipulihkan 

3. Pengurangan Emisi 

4. GHG yang diambil 

5. Stok Karbon 

Dapat diidentifikasi 

secara geografis + 

pemantauan jarak 

jauh 

Tidak ada atribusi yang 

diklaim dan tidak 

dilaporkan sebagai 

bagian dari target 

dampak  

IKU Hutan & Emisi 
1. Deforestasi Dihindari 

2. Emisi Dihindari 

Diketa

hui 

Dapat 

diidentifikasi 

Dapat dilacak 

Terdampak secara tidak 

langsung 
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dimiliki) dan Tingkat Penjaminan yang lebih rendah untuk pemasok atau area perkiraan dalam 

lanskap. 

Peninjauan independen 

Setiap laporan tahunan investasi harus ditinjau secara eksternal15 untuk menilai perkembangan 

terhadap ER, dan, dengan perluasan, kontribusi terhadap IKU.  

Fokus peninjauan akan diarahkan oleh narasi Perubahan Transformatif, dan kegiatan yang 

paling relevan dengan perubahan yang dicari.  

Derajat pemeriksaan (jumlah sampel, bukti yang dikumpulkan, waktu yang dihabiskan untuk 

peninjauan) juga harus proporsional dengan Tingkat Penjaminan (LoA) yang diklaim. Di mana 

pemeriksa harus mengarahkan sebagian besar perhatian dan kritik terhadap laporan LoA yang 

lebih tinggi, seperti perlindungan hutan dalam kategori ‘Proyek – Diketahui’, dan tidak terlalu 

memperhatikan/memerinci laporan LoA yang lebih rendah terkait dengan Pemasok dan area 

Perkiraan (Proximate). Hal ini dapat mencakup batas material yang berbeda, sebagai contoh, 1% 

pada pernyataan LoA yang lebih tinggi, dan 5% pada LoA yang lebih rendah.  

Peninjauan tidak menyebutkan kuantifikasi dampak gudang persediaan karena &Green tidak 

mengklaim atribusi. Pedoman peninjauan dan kerangka acuan kerja didokumentasikan secara 

terpisah.  

Ketersediaan data 

Penyerahan laporan yang tidak tepat waktu akan menyebabkan &Green tidak dapat memenuhi 

persyaratan pelaporan tahunan pihaknya sendiri. Data klien yang tidak tersedia atau tambahan 

tidak dapat disertakan dalam laporan dampak &Green tanpa peringatan. Data harus 

dikecualikan, atau apabila disertakan, secara jelas diindikasikan sebagai ‘data tambahan’ 

dan/atau ‘dampak yang diperkirakan’.  

Klaim karbon netral dan kredit karbon  

Beberapa klien dapat mengajukan untuk membuat pernyataan publik atas ‘Karbon Netral’ untuk 

meningkatkan penjualan dan/atau membangun reputasi, dan mencakup data atau IKU informasi 

pelaporan dari &Green. Tidak ada benturan dalam membuat klaim tersebut (yaitu: tidak ada 

penghitungan ganda) dengan &Green yang juga melaporkan dampak. Akan tetapi, untuk 

membuat pernyataan netralitas karbon, suatu kajian atas persediaan emisi dari ladang 

pertanian (on-farm emissions) (seperti emisi metana untuk investasi ternak), termasuk Ruang 

Lingkup 2 dan Ruang Lingkup 3, harus diciptakan. Hal itu tidak cukup dan dapat mengarah 

kepada dugaan klaim ramah lingkungan (greenwashing), untuk mengambil beberapa dampak 

positif seperti hasil sekuestrasi perlindungan hutan, dan membandingkannya dengan bagian 

dari suatu emisi dari ladang pertanian.  

 

15 Hal ini juga telah dirujuk sebagai suatu ‘audit’ atau ‘verifikasi’, di sini laporan tahunan dirujuk menggunakan istilah yang 

lebih umum ‘peninjauan’.  
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Apabila IKU atau kuantifikasi &Green digunakan dalam suatu klaim karbon netral, &Green harus 

meninjau dugaan tersebut untuk memastikan bahwa IKU atau kuantifikasi tersebut didukung 

dan kredibel, dan tidak mengecilkan kredibilitas pernyataan dampak &Green. 

Klien dapat mencari pendapatan tambahan dengan menghasilkan kredit karbon dari transaksi 

yang didukung &Green. Kebijakan Peminjaman Umum &Green menyatakan (p.10):  

…suatu jumlah yang proporsional atas kredit tersebut yang sewajarnya dapat dikatakan diambil dari 

iuran Lembaga Pengelola Dana, akan terakumulasi untuk Lembaga Pengelola Dana di mana kredit 

tersebut akan secara otomatis diberhentikan... dana tidak akan diinvestasikan secara bersama dalam 

proyek-proyek yang bertujuan untuk menerima pendanaan tambahan melalui kredit karbon yang 

tidak bersumber dalam suatu struktur akuntansi karbon dalam yurisdiksi 

Oleh karenanya, kredit karbon tidak sesuai dengan mandat investasi &Green. Mungkin terdapat 

skenario di mana pemberian kredit dapat berjalan terus di luar definisi ini (sebagai contoh, 

dalam akumulasi karbon organik tanah). Hal ini harus diperiksa berdasarkan kasus per kasus. 

 

INDIKATOR OPERASIONAL YANG RELEVAN (OPI)  

KEMITRAAN DAN DUKUNGAN 

Tidak ada KPI untuk kemitraan dan dukungan. Empat OPI memberikan konteks: 

• 8.1 Lembaga mitra 

• 8.2a Anggaran Bantuan Teknis 

• 8.2b Anggaran Bantuan Teknis yang dialokasikan 

• 8.2c Anggaran Bantuan Teknis dimobilisasi 

OPI 8.1 Lembaga mitra  

# organisasi yang memiliki kemitraan formal dengan &Green untuk melindungi dan memulihkan 

hutan tropis. 

OPI8.1 melaporkan semua kemitraan formal yang telah dibangun &Green untuk menjalankan 

operasinya, dengan sektor swasta, sektor publik, LSM, dan organisasi lainnya. Untuk dimasukkan 

sebagai kemitraan formal, &Green harus memiliki perjanjian hukum yang ditandatangani 

(misalnya: MoU, LoI, perjanjian kemitraan, dll.) yang mungkin mengikat atau tidak mengikat. 

Indikator ini tidak termasuk perjanjian kontrak dengan: investor di &Green; Klien; dan penyedia 

layanan tertentu (yaitu konsultan).  

Ini adalah indikator kumulatif untuk portofolio dan manajemen Dana terkait. Ini termasuk 

kemitraan yang telah 'kedaluwarsa', yaitu, kemitraan tetap disertakan bahkan setelah tanggal 

berakhirnya perjanjian.  

Poin data METRIC Sumber data Pemilik 
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Organisasi yang telah 

menandatangani perjanjian formal 

dengan &Green. 

# 

(kumulatif) 

Basis data 

hukum 

&Hijau 

OPI 8.2a Anggaran Bantuan Teknis  

USD sumber daya Bantuan Teknis yang tersedia untuk operasi & Hijau 

OPI8.2a melaporkan semua dana yang dapat disediakan untuk proyek-proyek TA dalam akun TA 

&Green. Pendanaan TA disimpan dalam rekening bank terpisah yang dikelola oleh & Green, dan 

hanya dapat digunakan untuk proyek-proyek yang memenuhi syarat sesuai dengan pedoman TA 

& Green.  

Dana yang tersedia untuk TA adalah jumlah semua dana yang tersedia dalam rekening TA, 

dikurangi dana TA yang telah dikontrak dan oleh karena itu diharapkan untuk dibelanjakan, 

ditambah dana TA yang telah dikontrak sebagai hibah yang dapat diganti, dan yang dikonfirmasi 

sebagai piutang. 

Poin data METRIC Sumber data Pemilik 

Dana yang tersedia di akun TA 

&Green  

USD Laporan bank dari 

akun TA &Green 

SAIL Ventures  

Pendanaan TA yang dikontrak (USD)46F

16 Lembar pelacakan TA SAIL Ventures  

Pendanaan TA dikontrak 

sebagai hibah yang dapat 

diganti, dikonfirmasi sebagai 

piutang. 

USD Lembar pelacakan TA  

 

SAIL Ventures  

Pendanaan yang tersedia 

untuk TA 

USD Lembar pelacakan 

TA  

 

OPI 8.2b Anggaran Bantuan Teknis yang dialokasikan 

USD sumber daya Bantuan Teknis yang dialokasikan, oleh &Green atau oleh pihak ketiga, untuk 

proyek-proyek bantuan teknis (TA) untuk mendukung operasi &Green. 

OPI8.2b berhubungan dengan semua dana yang dialokasikan untuk TA: proyek TA yang telah 

selesai, sedang berjalan atau yang akan datang, pada tingkat dana &Green. Indikator ini bersifat 

kumulatif dari waktu ke waktu.  

 

16 Dimasukkan sebagai nilai negatif.  
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Proyek-proyek dapat dikategorikan sebagai proyek TA asalkan sesuai dengan 'ruang lingkup TA' 

seperti yang didefinisikan dalam pedoman TA, baik yang didanai oleh &Green atau oleh pihak 

ketiga.  

Untuk proyek-proyek yang telah selesai yang dibiayai oleh &Green, dana yang dialokasikan 

dicatat sebagai dana yang dicairkan melalui akun TA &Green. Hal ini mungkin berbeda dari 

jumlah yang dikontrak. 

Untuk proyek yang sedang berjalan atau proyek yang diharapkan dibiayai oleh &Green, kontrak 

TA harus ditandatangani, yang secara resmi mengikat dana untuk proyek tertentu. Jumlah yang 

dicatat sebagai alokasi TA adalah jumlah yang dikontrak.  

Untuk proyek yang didukung oleh pihak ketiga, dana yang dialokasikan telah dilaporkan sebagai 

dana yang dikontrak atau dicairkan oleh pemodal pihak ketiga atau oleh Klien & Green yang 

didukung oleh proyek, lihat OPI8.2c di bawah ini. 

Poin data METRIC Sumber data Pemilik 

Dana yang dikucurkan oleh &Green untuk 

membiayai proyek-proyek TA 

USD Lembar 

pelacakan TA  

 

Sail Ventures  

Pendanaan yang secara kontraktual 

dikomitmenkan oleh &Green untuk 

proyek-proyek TA 

USD Lembar 

pelacakan TA  

 

SAIL Ventures 

Dana yang dilakukan oleh pihak ketiga 

untuk mendukung proyek-proyek TA yang 

secara langsung berkontribusi pada 

pelaksanaan transaksi &Green 

USD 3rd dana pihak 

ketiga atau oleh 

Klien 

SAIL Ventures   

Anggaran TA yang dialokasikan  USD   

 

OPI 8.2c Anggaran Bantuan Teknis dimobilisasi  

USD dana yang dialokasikan oleh pihak ketiga untuk proyek bantuan teknis (TA) untuk 

mendukung operasi &Green. 

 

OPI8.2c berkaitan dengan dana yang dialokasikan oleh pihak ketiga untuk proyek TA yang telah 

selesai atau yang sedang berjalan, pada tingkat dana &Green. 

Proyek dikategorikan sebagai proyek TA jika sesuai dengan 'ruang lingkup TA' sesuai pedoman 

TA. Anggaran TA yang didukung oleh pihak ketiga berhubungan dengan dana yang telah 

dilaporkan sebagai kontrak atau dicairkan oleh pemodal pihak ketiga atau oleh Klien & Green 

yang didukung oleh proyek. 
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Titik data METRIC Sumber data Pemilik 

Pendanaan yang dilakukan oleh pihak ketiga 

untuk mendukung proyek-proyek TA yang 

secara langsung berkontribusi pada 

pelaksanaan investasi &Hijau 

USD 3rd dana pihak 

atau oleh Klien 

Sail Ventures  

Anggaran TA dimobilisasi USD   
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KEPATUHAN 

Tidak ada KPI untuk Kepatuhan. Empat OPI memberikan konteks: 

• 9.1 Total target yang terpenuhi 

• 9.2 Kepatuhan PS IFC 

• 9.3 Target Rencana Aksi E&S terpenuhi 

• 9.4 Kepatuhan NDPE 

Setiap transaksi & Green memiliki Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) khusus Klien. 

Kepatuhan NDPE dan PS IFC merupakan persyaratan untuk semua transaksi, tetapi target dan 

tonggak pencapaian dalam perjalanan menuju kepatuhan dapat bervariasi antar Klien. OPI ini 

secara seragam melaporkan proporsi (%) target dan kepatuhan yang terpenuhi, sementara 

target dan tonggak kepatuhan itu sendiri bersifat spesifik untuk transaksi tertentu.  

Portofolio transaksi &Green dinilai terhadap kepatuhan setiap tahun. Setiap transaksi dinilai 

secara individual terhadap target mereka. Hasil portofolio diagregasi untuk OPI 9.2, 9.3 dan 9.4 

sebagai rata-rata sederhana (tidak tertimbang) dari transaksi.  

OPI 9.1: Total target yang terpenuhi  

% dari target yang terpenuhi.  

OPI9.1 adalah penjumlahan yang disederhanakan dari proporsi (%) target yang terpenuhi di 

bawah OPI 9.2, 9.3 dan 9.4.  

Ini adalah status keseluruhan tahunan yang dapat meningkat atau menurun (seiring dengan 

kemajuan transaksi, dan seiring dengan masuknya transaksi baru ke dalam portofolio). 

Kepentingan relatif dari kepatuhan PS IFC, target ESAP, dan kepatuhan NDPE diasumsikan sama, 

mengingat kepentingan masing-masing akan bervariasi pada setiap transaksi.  

OPI9.1 adalah rata-rata sederhana (tidak tertimbang) dari OPI 9.2, 9.3 dan 9.4. 

OPI 9.2: Kepatuhan PS IFC 

% kepatuhan transaksi terhadap Standar Kinerja IFC. 

OPI9.2 merangkum jumlah transaksi yang telah mencapai dan tetap sesuai dengan standar IFC.  

Setiap PS IFC harus ditangani dalam setiap transaksi. Pentingnya dan relevansi masing-masing 

PS IFC akan bervariasi antar transaksi, dan parameter yang berbeda dapat dipantau untuk 

menilai kepatuhan PS. Dalam mengagregasi kepatuhan PS dalam suatu transaksi, standarnya 

adalah pembobotan yang sama untuk setiap PS. Pembobotan dapat bervariasi untuk 

mencerminkan relevansi setiap PS, ketika satu atau lebih PS tidak proporsional penting (atau, 

secara bergantian, kurang signifikan) untuk transaksi. Penilaian kepatuhan per PS dan agregasi 

PS didefinisikan dalam ESAP setiap transaksi.  

Agregasi transaksi ke OPI9.2 adalah rata-rata sederhana (tidak tertimbang).  
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OPI 9.3: Target Rencana Aksi E&S terpenuhi  

% target ESAP terpenuhi tepat waktu. 

Setiap transaksi memiliki tonggak, target, dan jadwal spesifik dalam Rencana Aksi Lingkungan 

dan Sosial (ESAP). OPI9.3 merangkum proporsi (sebagai %) dari target ESAP yang terpenuhi tepat 

waktu. Hal ini dinilai selama transaksi E&S, dan untuk setiap laporan tahunan & Green. 

Agregasi di dalam dan di antara transaksi tidak tertimbang.  

OPI 9.4: Kepatuhan NDPE 

% kemajuan dalam menerapkan kebijakan & Green NDPE. 

Indikator ini memantau kemajuan Klien dalam melaksanakan komitmen NDPE mereka sejak saat 

persetujuan.  

Kemajuan dinilai berdasarkan matriks yang mendefinisikan tonggak pencapaian mulai dari 0 

hingga 100% (pada interval 20% poin), divalidasi melalui daftar periksa kriteria.  

Tonggak kemajuan mencerminkan tahapan implementasi kebijakan NDPE & Green: 0% 

mencerminkan penerapan persyaratan minimum sesuai NDPE (yaitu NDPE telah dipublikasikan 

secara online di tingkat grup). 100% mencerminkan penerapan semua persyaratan yang 

termasuk dalam kebijakan NDPE.   

Baseline harus ditetapkan oleh &Green sebelum melakukan kontrak, dengan menggunakan 

matriks kemajuan NDPE. Baseline ditetapkan bertepatan dengan tahun dasar penilaian dampak: 

tahun kalender sebelum tahun penandatanganan investasi. 

Kemajuan terhadap pencapaian matriks dinilai setiap tahun oleh Sail Ventures.  

Dengan memantau semua transaksi terhadap matriks dan tonggak pencapaian yang sama, tolok 

ukur dapat ditetapkan untuk Klien &Green, serta agregasi status semua transaksi dalam 

portofolio &Green. 

Titik data Garis 

Dasar 

Kemajuan Sumber data Pemilik 

Penilaian kemajuan terhadap 

tonggak implementasi NDPE (yang 

telah ditentukan sebelumnya) 

% % Alat penilaian 

kemajuan NDPE 

Sail Ventures 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KERANGKA KERJA HUTAN & KEANEKARAGAMAN HAYATI 

LATAR BELAKANG: PERSYARATAN PS6 IFC  

PS6 IFC, ayat 10: 

Untuk perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati, hierarki mitigasi mencakup ganti rugi, yang dapat 

dipertimbangkan hanya setelah langkah penghindaran, minimalisasi, dan pemulihan yang sesuai telah dilakukan.  

Suatu ganti rugi keanekaragaman hayati harus dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai hasil konservasi yang 

dapat terukur yang sewajarnya dapat diperkirakan untuk tidak ada kerugian bersih dan terutama pendapatan 

bersih keanekaragaman hayati;  

Namun, suatu pendapatan bersih diperlukan dalam habitat kritis. Rancangan ganti rugi keanekaragaman hayati 

harus mematuhi prinsip “yang setara atau lebih baik” (like-for-like or better) dan harus dijalankan sesuai dengan 

informasi yang tersedia dan praktik terbaik yang ada saat ini. Ahli-ahli eksternal dengan pengetahuan dalam 

merancang dan menerapkan ganti rugi harus dilibatkan pada saat klien mempertimbangkan pengembangan 

suatu ganti rugi sebagai bagian dari strategi mitigasi. 

PS6 IFC, ayat 17-18 tentang Pendapatan Bersih: 

17. Di area habitat kritis, klien tidak akan melakukan kegiatan proyek apa pun kecuali semua hal di bawah ini 

didemonstrasikan:  

Tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan di dalam wilayah yang ada untuk pengembangan proyek di habitat 

yang diubah atau alami yang tidak dalam keadaan kritis;  

Proyek tidak mengarah pada dampak merugikan yang dapat diukur atas nilai keanekaragaman hayati untuk 

mana habitat kritis dirancang, dan dalam proses ekologis yang mendukung nilai keanekaragaman hayati tersebut;  

Proyek tidak mengarah pada suatu penurunan bersih dalam populasi global dan/atau nasional/wilayah dari 

spesies yang Terancam Punah atau Terancam selama jangka waktu yang wajar; dan Suatu program pemantauan 

dan evaluasi keanekaragaman hayati yang kuat, dirancang dengan sesuai, dan berjangka panjang diintegrasikan 

ke dalam program manajemen klien. 

18. Dalam hal-hal tersebut di mana suatu klien dapat memenuhi persyaratan yang didefinisikan dalam ayat 17, 

strategi mitigasi proyek akan diuraikan dalam suatu Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati dan akan dirancang 

untuk mencapai pendapatan bersih dari nilai-nilai keanekaragaman hayati tersebut yang mana habitat kritis 

dirancang. 

Rantai Pasokan, ayat 30 

Apabila suatu klien membeli [hasil] produksi utama (terutama, tetapi tidak terkecuali, komoditas makanan dan 

serat) yang diketahui akan diproduksi di wilayah di mana terdapat suatu risiko konversi habitat alami dan/atau 

kritis yang signifikan, sistem dan praktik verifikasi akan digunakan sebagai bagian dari ESMS klien untuk 

mengevaluasi para pemasok utamanya. 

Sistem dan praktik verifikasi akan (i) mengidentifikasi dari mana datangnya pasokan dan jenis habitat di area ini; 

(ii) memberikan suatu peninjauan berlanjut atas rantai pasokan utama klien; (iii) membatasi pengadaan untuk 

para pemasok yang dapat menunjukkan bahwa mereka tidak berkontribusi untuk konversi habitat alami 

dan/atau kritis yang signifikan (hal ini dapat ditunjukkan dengan mengirimkan produk bersertifikasi, atau 

perkembangan terhadap verifikasi atau sertifikasi berdasarkan suatu skema yang kredibel dalam komoditas 

dan/atau lokasi tertentu); dan (iv) apabila mungkin, memerlukan tindakan untuk mengganti rantai pasokan utama 

klien kepada para pemasok yang dapat menunjukkan bahwa mereka tidak secara signifikan berdampak 

merugikan pada area-area tersebut.  

Kemampuan klien untuk sepenuhnya mengatasi risiko-risiko tersebut akan bergantung pada tingkat kendali 

manajemen klien atau pengaruhnya atas para pemasok utamanya. 
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KONTEKS: ESMS &GREEN  

Lembaga Pengelola Dana &Green 

menggunakan suatu pendekatan lanskap 

untuk dampak investasinya dan bekerja 

bersama para klien untuk memaksimalkan 

dampak lingkungan dan penyertaan sosial 

serta berkontribusi untuk perubahan 

transformatif yang lebih luas dalam sektor 

mereka.  

Lembaga Pengelola Dana melakukan 

transaksinya dengan berfokus untuk 

memaksimalkan dampak, melalui katalisasi 

inovasi dan kepemimpinan dalam 

perlindungan hutan dan penyertaan sosial, di 

mana risiko deforestasi tropis berada di 

posisi yang lebih tinggi (yaitu negara-negara 

yang memiliki hutan tropis dan &Green 

menyetujui yurisdiksi, dengan berfokus 

khusus pada kedelai, ternak, minyak sawit, 

karet dan sektor-sektor kehutanan). Di saat 

yang sama, Lembaga Pengelola Dana 

mengharapkan seluruh kliennya, termasuk di 

luar negara-negara yang terafiliasi dengan 

proyek yang dibiayai oleh pihaknya, untuk 

mematuhi prinsip yang serupa yang 

mengurus dampak deforestasi/penggundulan 

hutan dan hak asasi manusia negatif. Untuk 

mencapai hal ini, Lembaga Pengelola Dana 

menggunakan suatu pendekatan berbasis 

risiko untuk memverifikasi bahwa klien 

berkomitmen untuk menghindari kegiatan-

kegiatan yang bertentangan dengan visi 

Lembaga Pengelola Dana.  

Lembaga Pengelola Dana &Green 

mewajibkan para klien untuk menerjemahkan 

visi mereka untuk memaksimalkan dampak 

lingkungan jangka panjang dan penyertaan 

sosial dan untuk transformasi sektor yang berkontribusi menjadi suatu Rencana Perlindungan 

Lanskap (Landscape Protection Plan/LPP) dan berkomitmen untuk pelaksanaannya sebagai 

bagian dari investasinya. LPP menguraikan strategi klien dan sifat tambahan strategi terhadap 

praktik-praktik sektor dalam lanskap yang dioperasikan olehnya. Selain itu, LPP mendefinisikan 

hasil dan target hasil strategi, akuntabilitas klien dan kerangka kerja MRV terhadap LPP. 

LPP disusun dengan dukungan dari &Green, dalam tahap akhir uji tuntas transaksi oleh &Green, 

karena dokumen merangkum penggunaan ESMS &Green hingga transaksi khusus.  

Gambar 13.Gambar3. Proses Investasi Lembaga 
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Protokol ini mendefinisikan bagaimana ESMS &Green harus digunakan untuk suatu 

transaksi untuk memastikan kepatuhan terhadap Standar Kinerja IFC serta untuk 

memberikan semua masukan yang diperlukan untuk LPP.  

4.1 Ikhtisar tahap Pemeriksaan dan rancangan LPP 

Pertimbangan hutan yang berpotensi- dan risiko dan dampak terkait keanekaragaman hayati 

diintegrasikan ke dalam proses investasi &Green sejak tahap awal hingga selama proses 

investasi keseluruhan (Gambar 2).  ESMS Lembaga Pengelola Dana bergantung pada 

serangkaian peralatan, protokol dan contoh sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 1).  

Gambar 14. ESMS Lembaga Pengelola Dana &Green: ikhtisar kebijakan dan contoh pedoman untuk mendukung 

proses investasi. 
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yang material bersama dengan pemeriksaan kebijakan, komitmen dan konteks relevan yang ada 

(poin 4), dan kajian potensi risiko dan dampak terkait hutan dan keanekaragaman hayati di masa 

lalu dan di masa mendatang (poin 5).  

Terdapat empat contoh pedoman untuk menjalankan analisa pemeriksaan. Protokol Alam 

(Nature Protocol) menguraikan panduan terperinci mengenai bagaimana mengumpulkan data 

untuk menyaring Risiko Hutan dan Keanekaragaman Hayati (poin 5) sebagaimana berdasarkan 

contoh terkait.  

Keluaran Risiko Hutan dan Keanekaragaman Hayati memberikan masukan untuk pemeriksaan 

Daftar Pengecualian (Exclusion List), ikhtisar kategori dan risiko E&S awal, yang diperlukan untuk 

dokumen Catatan Transaksi (Deal Note). Hasil tersebut juga menentukan tahap Rancangan LPP 

dan menentukan ruang lingkup uji tuntas selanjutnya. 

Tahap Rancangan LPP bertujuan untuk memastikan bahwa baik mitigasi risiko dan langkah 

memaksimalkan dampak dinilai secara konsisten dan diselesaikan secara sesuai dalam LPP, 

targetnya dan ESAP. Tahap ini bergantung pada uji tuntas eksternal (dengan contoh KAK, poin 10 

dan 11), penentuan target (poin 12), perincian Matriks PS IFC dengan celah yang dinilai dan 

rekomendasi tentang bagaimana mencapai kepatuhan (poin 13), menentukan Rencana Aksi 

Lingkungan Hidup dan Sosial (ESAP) dan janji-janji yang berlaku (poin 14), menyesuaikan 

Kerangka Kerja MRV untuk klien untuk mengukur, memverifikasi dan melaporkan indikator-

indikator kepada &Green (poin 15) yang memberikan informasi ke dalam Kerangka Kerja 

Dampak &Green (poin 17). Segala temuan yang relevan dan interpretasinya digunakan sebagai 

masukan untuk dokumen LPP 16).  

Risiko-risiko terkait hutan dan keanekaragaman hayati pada umumnya diselesaikan dalam suatu 

Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Impact Assessment/ESIA) 

yang unik, dan selanjutnya yang serupa dalam analisa celah PS IFC. Dengan 

mempertimbangkan pentingnya topik untuk &Green serta fakta bahwa risiko dan 

dampak terkait hutan dan keanekaragaman hayati sering kali menggunakan 

pengetahuan khusus, &Green memiliki KAK khusus untuk kajian hutan dan 

keanekaragaman hayati (FB KAK, poin 11).  

 

1. RISIKO HUTAN & KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN DAMPAK 

PEMERIKSAAN  

Pemeriksaan Hutan & Keanekaragaman Hayati bertujuan untuk: 

- Memahami penggunaan tanah dan dinamika perubahan penggunaan tanah dalam area 

dampak transaksi; 

- Mengkaji risiko terkait keanekaragaman hayati yang perlu dipertimbangkan untuk 

keselarasan dengan persyaratan PS6 IFC; 

- Mengkaji area prioritas dalam hal kepentingan dan sensitivitas keanekaragaman hayati 

yang dapat dipertimbangkan dalam LPP untuk memitigasi dampak negatif dan 

memaksimalkan dampak positif; 

- Menentukan ruang lingkup dan memberikan perencanaan sumber daya yang benar dari 

uji tuntas. 
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Keluaran yang diharapkan termasuk: 

- Keluaran 1. Kategori Risiko (tinggi, substansial, sedang atau rendah), yang akan 

mendasari definisi ruang lingkup uji tuntas. 

- Keluaran 2. Pemicu potensial atas “Perusakan HCV” (salah satu Kegiatan Yang 

Dikecualikan), untuk berkontribusi pada ruang lingkup uji tuntas apabila sesuai. 

- Keluaran 3. Laporan mengenai keberlakuan persyaratan Tidak Adanya Kerugian 

Bersih dan Pendapatan Bersih, untuk berkontribusi pada ruang lingkup uji tuntas 

apabila sesuai. 

- Keluaran 4. Laporan kajian awal atas paduk NDPE, untuk berkontribusi pada ruang 

lingkup uji tuntas.  

- Keluaran 5. Ruang Lingkup dan perincian akan diperiksa selama ESDD. 

 

Gambar 15. Kegiatan dan hasil Pemeriksaan Hutan dan Keanekaragaman Hayati 
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Definisi ruang lingkup 

Ruang Lingkup Geografis: Pendekatan-pendekatan independen telah dirancang untuk dua 

skenario investasi; konteks berbasis lokasi7F

17 dan rantai pasokan 48F

18 (atau gabungan keduanya). 

Dalam hal apa pun, kajian dilakukan berbasis GIS 49F

19, dengan poligon(-poligon) Area Kajian (AoA) 

menggunakan suatu masukan. AoA ditentukan sebagaimana berdasarkan prosedur di bawah ini. 

Pada dasarnya AoA memuat Area Terdampak dan bergantung pada ciri ekologis dan/atau 

khusus transaksi dapat diperluas. AoA dinyatakan oleh “Lanskap” dalam Gambar 3: 

 

 Gambar 16. Definisi ruang lingkup untuk pendekatan Risiko dan Dampak. 

    

  

 

17 Konteks berbasis lokasi berlaku untuk investasi di mana para klien memiliki dan mengoperasikan satu atau beberapa 

aset produksi dan/atau pemrosesan. Oleh karenanya perusahaan juga dapat terpapar terhadap risiko rantai pasokan 

apabila melalui sumber eksternal pihaknya memasok bahan mentah ke dalam fasilitas pemrosesannya. 

18 Konteks rantai pasokan berlaku untuk investasi di mana para klien tidak memiliki/mengoperasikan aset produksi apa 

pun. Oleh karenanya, hanya terpapar pada risiko keanekaragaman hayati secara tidak langsung melalui rantai 

pasokannya dari sumber eksternal yang memasok bahan mentah ke dalam fasilitas pemrosesan pihaknya.  

19 Daftar pengecualian digunakan untuk memeriksa permasalahan terkait keanekaragaman hayati, yang berada dalam 

operasional nasional tetapi di luar wilayah geografis AoA, yang pada awalnya dinilai melalui pemeriksaan RepRisk. 
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Lanskap: lanskap dalam yurisdiksi yang disetujui 
&Green. 
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Definisi Area Kajian (Area of Assessment/AoA)  

Permohonan informasi (<melalui Portal Info Klien, untuk dijadikan 

kuesioner>) untuk menentukan bahwa Area Kajian harus 

memuat: 

(1) Poligon (shapefile) atau peta aset produksi klien 

(konsesi/ladang pertanian/batas serupa); 

(2) Poligon (shapefile) fasilitas pemrosesan klien; 

(3) Poligon (shapefile) atau peta rantai pasokan klien yang 

memasok area (pemasok langsung (Tingkat 1) dan 

pemasok untuk pemasok (Tingkat 2). 

Opsi lain untuk memasukkan data apabila shapefile tidak tersedia 

(dalam urutan pilihan): 

- Peta yang dapat dibuat dalam bentuk digital; 

- Koordinat/acuan geografis dan asumsi kuat untuk 

menggambar suatu poligon (misalkan jarak yang secara 

logistik/komersial dapat dilakukan, titik acuan atau yang 

serupa). 

 

Untuk investasi rantai pasokan, menggunakan unit geografis 

yang relevan dan paling berbentuk granular dari area pasokan 

yang diketahui sebagai AoA (contoh kecamatan atau kotamadya 

sebagai batas AoA kasar), dalam hal suatu agregat shapefile dari 

rantai pasokan yang diketahui tidak tersedia. Terdapat 

kemungkinan akan terdapat beberapa ‘poligon’ AoA ketika 

memasok area yang berada di kotamadya/kelurahan/kecamatan 

yang jauh dan tidak saling berdekatan.  

Menggabungkan data dalam format GIS dan menyimpannya 

dalam <jalur menuju folder standar>, kecuali suatu memo dalam 

rasional penggambaran AoA. 

 

Penting: Di tahap ini, tujuannya adalah untuk menggambar AoA 

secara kasar yang akan digunakan untuk pemeriksaan risiko awal 

dan identifikasi peluang perlindungan/pemulihan awal 

berdasarkan alur kerja LPP. Oleh karenanya AoA bukan suatu unit 

manajemen dan akan diperbaiki lebih lanjut oleh para konsultan 

yang nantinya akan melakukan pekerjaan uji tuntas. Dalam tahap 

ini penggambaran tidak perlu sama persis, dan akan lebih 

membantu untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang dapat menuju pada AoA yang relatif 

lebih besar untuk memastikan bahwa tidak ada risiko yang terlewat. 

  

Spesifikasi PS 1 dan PS6 dalam AoA 

Menyesuaikan dengan Standar Kinerja 
IFC 1, Area Kajian harus melingkupi Area 
Terdampak (Area of Influence/AoI) 
Proyek, yang mencakup area yang 
terdampak langsung (contohnya jejak 
langkah), terdampak tidak langsung 
(contohnya dampak melalui rantai 
pasokan) oleh Proyek, dan fasilitas-
fasilitas terkait.  

Fasilitas-fasilitas terkait adalah fasilitas 
yang tidak dibiayai sebagai bagian dari 
proyek dan tidak akan dibangun atau 
dikembangkan apabila proyek tidak ada 
dan yang tanpa fasilitas tersebut proyek 
tidak akan berjalan (misalkan jalan 
wilayah yang dikembangkan untuk 
memungkinkan ekspor barang dari 
konsesi ke pabrik terdekat).  

PS6 IFC mewajibkan AoA untuk ‘layak 
secara ekologis’ (ayat 59 dari GN6). 
Menentukan batas dalam 
mempertimbangkan distribusi spesies 
atau ekosistem (di dalam dan terkadang 
berada di luar area terdampak proyek) 
dan pola, proses, ciri khas, serta fungsi 
ekologis yang diperlukan untuk 
mengelolanya. Dalam praktiknya, hal ini 
berarti mempertimbangkan tangkapan, 
sungai-sungai besar, dan/atau ciri khas 
geologis yang terkait dengan AoI proyek. 

AoI dipengaruhi oleh dampak kajian, 
tujuan AoA adalah untuk 
mengidentifikasi pentingnya ciri khas 
keanekaragaman hayati yang dapat 
terdampak oleh kegiatan proyek.  
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Daftar periksa kendali mutu ruang lingkup: 

- Apakah AoA mencakup seluruh jejak langkah langsung dari proyek? (konsesi, lahan 

pertanian, fasilitas pemrosesan, gudang, jalur transmisi dll) 

- Apakah AoA mencakup area yang terdampak oleh dampak tidak langsung tipikal 

terhadap keanekaragaman hayati yang terkait dengan Proyek20?  

- Apabila suatu transaksi berbasis lokasi memiliki perluasan yang direncanakan, apakah 

terdapat shapefile untuk itu? 

- Apabila berlaku: Apakah AoA mencakup area pasokan pemasok Tingkat 1 yang 

diketahui/dipetakan? 

- Apabila berlaku: Apakah AoA meliputi batas-batas administratif yang relevan dengan 

yang terkait dengan Proyek? Periksa menggunakan rangkaian data GDAM atau 

rangkaian data batas administratif regional/nasional yang dapat diakses. 

Kajian kategori risiko awal  

Lembaga Pengelola Dana &Green 

mengklasifikasi semua transaksi ke dalam salah 

satu dari empat klasifikasi: Risiko Tinggi, Risiko 

Substansial, Risiko Sedang atau Risiko Rendah, 

berdasarkan kemungkinan terjadinya dan 

potensi tingkat keparahan dampak negatif. 

Kategori risiko Tinggi dan Substansial sesuai 

dengan kategori A IFC, tetapi memungkinkan 

pembedaan yang lebih baik antara dampak tinggi 

yang tidak dapat dihindari dan dampak 

substansial yang dapat ditangani. Kategori 

Sedang dan Rendah sesuai dengan masing-

masing kategori B dan C IFC.  

Kajian kategori apabila melihat ke depan dan 

mempertimbangkan tingkat keparahan dan 

kemungkinan dampak di masa mendatang (yaitu 

sejak investasi &Green dan seterusnya) yang 

dapat diatribusikan pada transaksi.  

Berdasarkan keseluruhan dampak dan kajian 

kemungkinan, spesialis E&S akan 

mengatribusikan 51F

21 kategori risiko. Untuk 

 

20 Dampak tidak langsung signifikan tipikal dari proyek-proyek agrikultur mencakup kerusakan/fragmentasi/penurunan 

habitat yang didorong oleh rantai pasokan Proyek, dan memperparah tekanan terhadap keanekaragaman hayati karena  

akses yang ditimbulkan dan/atau migrasi ke dalam (in-migration) proyek. Periksa untuk melihat apakah area-area 

tersebut telah dicakup oleh AoA. 

21 Pemilihan kategori risiko didasarkan pada gabungan faktor, dan bukan suatu proses otomatis. 

Gambar 17. Matriks risiko yang digunakan oleh 

Pengelola Lembaga Keuangan &Green untuk 

menilai kategori risiko E&S. 
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melakukan kajian risiko E&S, tab “Hutan” dari Contoh 

Pemeriksaan E&S digunakan. 

 

Penilaian kategori  risiko untuk kesepakatan berbasis lokasi:  DAMPAK 

KEPEDULIAN 

AoA shapefile diproses dalam sistem SAIL GIS dengan menggunakan set data standar sesuai 

tabel di bawah ini. Jalankan analisis terpisah untuk operasi saat ini, dan kemudian untuk 

perluasan, jika ada. Tabel keluaran dengan interpretasi otomatis digunakan sebagai dasar 

penilaian dampak keseluruhan yang bergantung pada skala dan kombinasi kriteria. Kriteria, 

referensi dan rentang untuk penilaian tersedia dalam template/ArcGIS. 

Penilaian kategori  risiko untuk kesepakatan berbasis lokasi:  DAMPAK  

Penilaian kategori  risiko untuk kesepakatan berbasis lokasi:  DAMPAK 

LIKELIHOOD 

Penilaian kemungkinan adalah penilaian subyektif yang dilakukan oleh spesialis lingkungan & 

sosial berdasarkan persepsi kesepakatan berdasarkan kriteria dan kemarahan yang disediakan 

dalam template/ArcGIS.  

Penilaian kategori  risiko untuk kesepakatan rantai pasokan: DAMPAK 

BERDAMPAK 

AoA shapefile diproses dalam sistem SIG SAIL dengan menggunakan dataset standar sesuai 

tabel di bawah ini. Tabel keluaran dengan interpretasi otomatis digunakan sebagai dasar 

penilaian dampak keseluruhan yang tergantung pada kombinasi kriteria. Kriteria, referensi dan 

rentang untuk penilaian tersedia dalam template/ArcGIS. 

Penilaian kategori  risiko untuk kesepakatan rantai pasokan: DAMPAK DAMPAK  

Penilaian kategori  risiko untuk kesepakatan rantai pasokan : DAMPAK 

LIKELIHOOD 

Penilaian kemungkinan adalah penilaian subjektif yang dilakukan oleh spesialis lingkungan & 

sosial berdasarkan persepsi kesepakatan berdasarkan kriteria yang tercantum dalam 

template/ArcGIS.  

 

Tabel 1. Penyaringan kemungkinan dampak dari kesepakatan berbasis lokasi: sumber, rentang dan interpretasi. 

 

Penyaringan Daftar Pengecualian pemicu potensial  

LoEA &Green menetapkan bahwa setiap kegiatan yang mengarah pada penghancuran NKT 

dikecualikan dari potensi pembiayaan oleh IMF. Selain itu, karena &Green mensyaratkan 

kepatuhan terhadap PS IFC, IMF juga akan menerapkan pengecualian PS6 IFC. Paragraf 55 dari 

Catatan Panduan PS6 menetapkan bahwa proyek-proyek yang terletak di daerah-daerah berikut 
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ini tidak akan memenuhi syarat untuk pembiayaan, dengan pengecualian proyek-proyek yang 

secara khusus dirancang untuk konservasi daerah-daerah52F22 : 

• Situs Warisan Dunia UNESCO 

• Situs yang sesuai dengan kriteria penunjukan Alliance for Zero Extinction (AZE)  

Penilaian terhadap pemicu NKT mungkin tidak selalu dapat dilakukan ketika penilaian NKT 

belum selesai. Karena ada kesamaan antara Habitat Kritis dan kerangka kerja NKT (Gambar 3), 

ketika tidak memungkinkan untuk menilai keberadaan NKT, &Green akan melakukan perkiraan 

melalui penilaian kemungkinan keberadaan Habitat Kritis. Kemungkinan keberadaan CH akan 

ditafsirkan sebagai kemungkinan keberadaan NKT. 

Keputusan untuk mengecualikan investasi dari langkah ESDD (post Deal Note) akan dibuat oleh 

tim & Green dengan mempertimbangkan hasil dari penyaringan ini terhadap LoEA. Klarifikasi 

lebih lanjut dengan klien dan pencarian fakta akan diperlukan untuk memverifikasi hasil 

penyaringan ini dan mendukung pengambilan keputusan.  

Untuk menerapkan pemeriksaan Daftar Pengecualian dan mencatat temuan, gunakan tab 

"Daftar Pengecualian" dari templat Penyaringan E&S. 

 

Tabel 2. Penilaian daftar pengecualian untuk kesepakatan berbasis lokasi 

Kriteria Sumber/Referensi Interpretasi 

Lokasi di Habitat 

Kritis 

[IX]. Habitat Kritis Ya: ESDD akan melakukan pemeriksaan 

Tidak: Daftar Pengecualian kemungkinan tidak 

akan terpicu.  

Tumpang tindih 

dengan WHS 

UNESCO 

[XV]. Situs Warisan Dunia 

UNESCO (WHS)  

Ya: ESDD akan melakukan pemeriksaan 

Tidak: Pengecualian IFC PS6 OK 

Tumpang tindih 

dengan situs AZE 

[XVI]. Situs Aliansi untuk 

Kepunahan Nol (AZE)) 

Ya: ESDD akan melakukan pemeriksaan 

Tidak: Pengecualian IFC PS6 OK 

 

Tabel 3. Penilaian daftar pengecualian untuk transaksi rantai pasokan 

Kriteria Sumber / Referensi Interpretasi 

Tumpang tindih 

dengan WHS 

UNESCO 

[XV]. Situs Warisan Dunia 

UNESCO (WHS)  

Ya: ESDD akan melakukan pemeriksaan 

Tidak: Pengecualian IFC PS6 OK 

Tumpang tindih 

dengan situs AZE 

[XVI]. Situs Aliansi untuk 

Kepunahan Nol (AZE)) 

Ya: ESDD akan melakukan pemeriksaan 

Tidak: Pengecualian IFC PS6 OK 

 

Layar penerapan NNL/NG 

Prinsip No Net Loss Net Gain hanya berlaku untuk operasi tipe berbasis lokasi.  

 

22 Dengan sifat investasi &Green, kecil kemungkinan pengecualian ini berlaku. 
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Proses dan hasil penyaringan penerapan NNL/NG harus dicatat dalam tab "Hutan" dari template 

Penyaringan E&S. 

Tujuan dari fase penyaringan adalah untuk menilai apakah prinsip-prinsip NNL/NG berlaku 

untuk kesepakatan, yaitu  

[tidak berlaku] Perusahaan mengoperasikan rantai pasokan yang mempengaruhi Habitat 

yang sebagian besar dimodifikasi. 

[Tidak ada Kerugian Bersih yang berlaku] Perusahaan beroperasi di dalam/rantai 

pasokan yang mempengaruhi sebagian besar Habitat Alami. 

[Keuntungan Bersih berlaku] Perusahaan mengoperasikan rantai pasokan yang 

mempengaruhi Habitat Kritis. 

 

Tabel 4. Definisi yang terkait dengan persyaratan NNLNG sesuai IFC PS6. 

Keuntungan 

Bersih (NG) 

Hasil konservasi tambahan yang dapat dicapai untuk nilai keanekaragaman 

hayati suatu kawasan. Keuntungan bersih dapat dicapai melalui implementasi 

program-program di lapangan untuk meningkatkan habitat, dan melindungi serta 

melestarikan keanekaragaman hayati, atau melalui pengembangan Offset 

keanekaragaman hayati, ketika offset muncul melalui penerapan Hirarki Mitigasi.  

Tidak Ada 

Kerugian Bersih 

(NNL) 

Titik di mana dampak terkait proyek pada keanekaragaman hayati diimbangi 

dengan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan Hirarki Mitigasi pada skala 

geografis yang sesuai (misalnya lokal, tingkat ekosistem, nasional, regional). Dapat 

dinilai relatif terhadap tingkat kehilangan yang mendasarinya. 

Habitat Kritis (CH) Area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi berdasarkan kerangka kerja 

IFC PS6 CH, ini mungkin termasuk area yang belum dilindungi seperti Key 

Biodiversity Areas. Berinvestasi di perusahaan yang beroperasi di CH berarti bahwa 

Net Gain harus dicapai, yang akan membutuhkan sumber daya yang cukup besar 

dan teknologi tertentu. kapasitas. Hal ini menimbulkan risiko kepatuhan terhadap 

&Green ketika perusahaan tidak berada dalam posisi yang baik untuk 

mengoperasionalkan jalur menuju Net Gain. 

Habitat Alami Area yang terdiri dari kumpulan spesies tumbuhan dan/atau hewan yang sebagian 

besar berasal dari daerah asli, dan/atau di mana aktivitas manusia pada dasarnya 

tidak mengubah fungsi ekologis utama dan komposisi spesies di area tersebut. 

Habitat yang 

Dimodifikasi 

Kawasan yang mungkin mengandung sebagian besar spesies tumbuhan dan/atau 

hewan yang bukan berasal dari alam, dan/atau di mana aktivitas manusia telah 

secara substansial memodifikasi fungsi ekologi utama dan komposisi spesies di 

kawasan tersebut. Dalam praktiknya, habitat alami dan habitat yang dimodifikasi 

ada pada kontinum yang berkisar dari habitat alami yang sebagian besar tidak 

tersentuh dan murni hingga habitat modifikasi yang dikelola secara intensif. 

 

Metode penyaringan akan mengikuti salah satu skenario: 

- Jika pemeriksaan atau uji tuntas yang serupa (misalnya penilaian NKT untuk RSPO) telah 

dilakukan sebelumnya, pemeriksaan akan bergantung pada hasilnya. 
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- Jika tidak ada penyaringan atau uji tuntas serupa yang telah dilakukan, lokasi AoA akan 

dinilai dalam hal tumpang tindih dengan Habitat Kritis yang dikombinasikan dengan 

perubahan penggunaan lahan historis. 

-  

Tabel 5. Penyaringan untuk penerapan NNLNG dari kesepakatan berbasis lokasi. 

Kriteria Sumber/Referensi Interpretasi 

Lokasi di Habitat Kritis [IX]. Habitat Kritis Ya: NNLNG berlaku jika kriteria kedua juga ya. 

Tidak: NNLNG kemungkinan tidak berlaku, tetapi hal ini akan 

diperiksa silang di ESDD.  

Perubahan historis 

penggunaan lahan 

dari non-pertanian ke 

pertanian 

[VII]. Klasifikasi 

tutupan lahan 

Ya: jika AoA terletak di Habitat Kritis, dan ada deteksi 

perubahan penggunaan lahan dari non-pertanian menjadi 

pertanian, NNLNG dapat diterapkan dan harus diselidiki 

dalam ESDD. 

 

Tidak: NNLNG kemungkinan tidak berlaku, tetapi hal ini akan 

diperiksa silang di ESDD.  

Layar komponen NDPE  

Penilaian awal sistem dan kebijakan saat ini yang terkait dengan NDPE akan berkontribusi pada 

definisi ruang lingkup ESDD. Untuk penyaringan, hanya daftar periksa komitmen dan kebijakan 

yang digunakan (Table 9). Selain itu, jika memungkinkan, sistem pemantauan saat ini diperiksa 

(Spesialis lingkungan & sosial akan menggunakan templat Penilaian NDPE untuk mendaftarkan 

temuan dan item verifikasi untuk ESDD. 

 

2. RANCANGAN LPP  

Setelah Catatan Transaksi (Deal Note) telah disetujui oleh Komitmen Investasi, rancangan efektif 

atas Rencana Perlindungan Lanskap berlaku. LPP disusun atas hasil uji tuntas oleh konsultan 

pihak ketiga, dan termasuk menentukan ambisi dan penerapan strategi NDPE dan rencana aksi 

(ESAP) untuk memitigasi risiko material serta untuk memungkinkan perubahan transformatif. 

Segera setelah target NDPE dan hal-hal ESAP ditentukan, ahli E&S menyesuaikan kerangka kerja 

MRV dari transaksi (berdasarkan Kerangka Kerja Dampak Lembaga Pengelola Dana &Green) dan 

memberikan narasi LPP (yang ringkasannya selanjutnya digunakan sebagai bagian dari 

Pengajuan Kredit). Proses didasarkan pada serangkaian contoh panduan, yang penggunaannya 

dijelaskan di bawah ini. 
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Gambar 18. Rancangan Rencana Perlindungan Lanskap.  

 

2.1 ESDD pihak ketiga yang berfokus pada hutan dan keanekaragaman 

hayati  

Tujuan ESDD adalah untuk mengumpulkan segala informasi yang diperlukan untuk menentukan 

strategi NDPE yang ambisius untuk memitigasi risiko E&S serta untuk memaksimalkan dampak 

positif transaksi.  

Ruang lingkup uji tuntas ditentukan selama tahap Pemeriksaan. Ruang lingkup tersebut 

diintegrasikan dalam contoh KAK standar yang membedakan kategori risiko, jenis transaksi 

(berbasis lokasi dan/atau rantai pasokan) dan dapat mencakup hal-hal khusus transaksi untuk 

mencakup persoalan-persoalan seperti Kera Besar atau dampak spesies lain, berkonsultasi 

dengan entitas PA/KBA, sebagaimana berlaku.  

Ruang lingkup standar ESDD mencakup: 

- Secara kualitatif menganalisis celah terhadap persyaratan PS6 IFC, mendaftarkan 

temuan dan rekomendasi dalam Matriks PS IFC standar yang digunakan oleh &Green. 

Analisis juga akan mengindikasikan risiko mana yang material, yaitu perlu ditentukan 

dalam ESAP (hal-hal lain akan menjadi bagian dari rencana kepatuhan PS IFC). Apabila 

Menyesuaikan KAK 

Contoh KAK F&B Risiko Sedang : berbasis lokasi 
dan/atau rantai pasokan 

 

Contoh KAK Khusus: Kera Besar, kajian 
Pendapatan Bersih spesies tertentu, 

konsultasi dengan entitas PA/KBA 

Contoh KAK F&B Risiko Tinggi/Substansial : 
berbasis lokasi dan/atau rantai pasokan 
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berlaku, menunjukkan penyesuaian dengan persyaratan khusus untuk investasi dengan 

potensi dampak merugikan terhadap spesies Kera Besar. 

- Apabila berlaku, menunjukkan kelayakan dalam mencapai Tidak Ada Kerugian Bersih 

Habitat Alami dan Pendapatan Bersih Habitat Kritis yang memenuhi kualifikasi ciri 

khas melalui perhitungan kerugian-manfaat keanekaragaman hayati kuantitatif di tingkat 

habitat/ekosistem. Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati untuk mencapai NNL/NG akan 

memberikan strategi yang direkomendasikan dan jadwal untuk menyerahkan ganti rugi 

keanekaragaman hayati yang layak yang diidentifikasi. Berdasarkan persyaratan, 

spesialis E&S akan mengintegrasikan pencapaian NNLNG ke dalam ESAP. 

- Verifikasi Daftar Pengecualian, khususnya, hal yang terkait dengan 

perusakan/penurunan HCV sesuai dengan temuan-temuan awal saat Pemeriksaan. 

- Kajian komponen paduk NDPE dari klien serta pengujian asumsi seputar target dan 

strategi NDPE dari &Green. &Green memiliki alat kajian NDPE khusus yang 

memungkinkan menentukan target yang dapat dilakukan tetapi juga transformatif, dan 

kemudian menerjemahkannya menjadi IKU pelaksanaan NDPE, suatu bagian dari 

Kerangka Kerja Dampak &Green. ESDD akan menggunakan matriks NDPE &Green untuk 

mengkaji komponen NDPE paduk (lihat Tabel 9-13 di bawah). 

Contoh memberikan pedoman dalam menentukan ruang lingkup yang disesuaikan. Untuk 

menilai kualitas kandidat, daftar periksa Proposal FB akan berguna. 

2.2 Definisi target strategi dan dampak NDPE  

Untuk melaksanakan perubahan transformatif yang diperkirakan (sesuai dengan rasionalisasi 

investasi), spesialis E&S akan bergantung pada pengetahuan sendiri dalam konteks yurisdiksi 

dan pasar, model usaha klien serta atas temuan ESDD eksternal. Target strategi dan dampak 

NDPE harus dapat dilakukan dan bersifat tambahan. Spesialis E&S bertanggung jawab untuk 

menyediakan rasionalisasi kelayakan dan tambahan. 

2.3 Hal-hal kritis untuk dipertimbangkan dalam ESAP 

Matriks kepatuhan PS IFC, yang digunakan oleh &Green, memungkinkan pelacakan 

perkembangan kepatuhan klien terhadap PS IFC. Matriks tersebut memuat tindakan yang 

direkomendasikan untuk menyelesaikan celah yang teridentifikasi dan jadwal untuk mencapai 

kepatuhan (yang mengikat secara kontrak).  

Pemilihan hal-hal yang akan dicatat dalam ESAP akan mengikuti prosedur standar Lembaga 

Pengelola Dana &Green, di mana risiko material, yaitu risiko yang perlu diselesaikan segera 

(umumnya dalam tahun pertama 1-2 transaksi), dan masing-masing tindakan menjadi bagian 

dari ESAP. Sementara itu, temuan ESDD yang lain dicatat sebagai rekomendasi dalam matriks 

kepatuhan PS IFC. Klien bertanggung jawab untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, dan 

audit eksternal bertanggung jawab untuk memverifikasi perkembangan kepatuhan PS IFC. 

Matriks dikirimkan sebagai lampiran terhadap ESAP, dengan % target kepatuhan yang mengikat 

secara kontrak. 
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2.4 Penyesuaian kerangka kerja MRV  

Contoh MRV yang dapat disesuaikan memungkinkan pengumpulan data kualitas tinggi yang 

memenuhi persyaratan Kerangka Kerja Dampak &Green. Suatu kerangka kerja MRV yang 

disesuaikan menyediakan pedoman untuk setiap klien mengenai data apa yang harus 

dikumpulkan, bagaimana data tersebut dipantau dan bagaimana data tersebut harus 

diverifikasi. 

2.5 Narasi Rencana Perlindungan Lanskap  

Narasi disusun menggunakan contoh panduan.  
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KERANGKA KERJA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT 

Pendahuluan 

&Green mengakui Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 

(UNDRIP) dan pentingnya menghormati hak-hak Masyarakat Adat (IP) dan menghindari dampak 

buruk terhadap IP yang mungkin timbul sebagai akibat dari Proyek yang tunduk pada transaksi 

investasi &Green.  

&Green akan berusaha untuk menghindari melanjutkan transaksi di mana dampak buruk tidak 

dapat dihindari. Ketika penghindaran tidak dapat dilakukan, &Green akan meminta klien untuk 

meminimalkan, memitigasi, atau mengkompensasi dampak-dampak ini dengan cara yang sesuai 

dengan budaya, sesuai dengan persyaratan Standar Kinerja 7 IFC, dengan kompensasi yang 

dianggap sebagai pilihan terakhir.  

 

Tujuan  

Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) ini mengikuti pendekatan berbasis risiko 

yang diadopsi oleh & Green Fund untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari 

transaksi-transaksinya, yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa klien berkomitmen untuk 

menghindari kegiatan yang tidak selaras dengan visi Dana.  

IPPF menetapkan prosedur yang terkait dengan IP dalam proses standar Penyaringan E&S, Uji 

Tuntas pihak ke-3 wajib pada semua aspek PS IFC, termasuk IFC PS 723 dan Prinsip-Prinsip 

Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. 

IPPF juga memberikan panduan untuk situasi di mana risiko tinggi dan/atau substansial terkait 

dengan IP telah dikonfirmasi selama uji tuntas. Dengan keterlibatan wajib konsultan spesialis IP 

pihak ketiga, rencana IP ("IPP") dibuat mengikat secara kontraktual. Klien &Green bertanggung 

jawab untuk menerapkan IPP, tunduk pada pemantauan &Green terhadap pelaksanaan tersebut 

melalui Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial ("ESAP") wajib.  

Referensi 

IPPF ini diinformasikan oleh persyaratan IFC PS7, catatan panduan terkait, dan Kebijakan 

Masyarakat Adat Dana Iklim Hijau dan Pedoman Operasional terkait.  

Definisi Masyarakat Adat  

&Green mengadopsi deskripsi Masyarakat Adat sesuai IFC PS7, menggunakan istilah dalam arti 

umum untuk merujuk pada kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki 

karakteristik berikut dalam berbagai tingkatan:  

 

23 Lihat: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-

ifc/policies-standards/performance-standards/ps7  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps7
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- Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan 

identitas ini oleh orang lain;  

- Keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di 

wilayah Proyek dan pada sumber daya alam di habitat dan wilayah ini;  

- Institusi budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat atau 

budaya arus utama; atau  

- Bahasa atau dialek yang berbeda, sering kali berbeda dari bahasa resmi atau bahasa 

negara atau wilayah tempat mereka tinggal.  

Ruang Lingkup 

Persyaratan IPPF ini berlaku untuk komunitas Masyarakat Adat yang diidentifikasi dalam setiap 

Area Pengaruh Proyek dari setiap transaksi & Green. 

  

Identifikasi Komunitas Masyarakat Adat di Wilayah Pengaruh Proyek   

Spesialis E&S & Green, yang bertanggung jawab atas suatu transaksi, mengidentifikasi potensi IP 

yang berada di Area of Influence Proyek selama fase Penyaringan E&S standar, mengikuti 

persyaratan IFC PS. Hal ini dilakukan dengan menggunakan basis data GIS internasional dan 

nasional terbaru, alat RepRisk dan basis data yurisdiksi internal tim &Green. 

Fase uji tuntas bertujuan untuk mengkonfirmasi keberadaan MA di Area of Influence Proyek. Hal 

ini wajib dilakukan oleh spesialis eksternal sebagai bagian dari ESDD, menggunakan Kerangka 

Acuan Kerangka Acuan (ToR) standar IMF. 

 

Potensi Dampak Proyek terhadap Komunitas Masyarakat Adat  

Kisaran potensi dampak lingkungan & sosial dari setiap Proyek bervariasi karena berbagai faktor 

seperti jenis dan ukuran Proyek, lokasi, kondisi dasar, konteks sosial dan budaya dan sejenisnya. 

Karena komunitas MA mungkin lebih rentan terhadap dampak Proyek, dan mungkin terkena 

dampak yang berbeda jika dibandingkan dengan anggota masyarakat lokal lainnya, kerentanan 

MA akan dipertimbangkan sebagai aspek khusus dari penilaian, mengikuti Catatan Panduan PS7 

IFC.  

Persyaratan IPPF 

Biasanya, & Green tidak akan melanjutkan Proyek apa pun dengan risiko dampak buruk yang 

signifikan terhadap komunitas Masyarakat Adat dan pemicu proses FPIC selanjutnya.  

&Green akan meminta Klien untuk melakukan semua tindakan untuk menghindari dampak 

buruk pada komunitas Masyarakat Adat. Jika penghindaran tidak memungkinkan, &Green akan 

meminta Klien untuk meminimalkan, memitigasi &/atau mengkompensasi dampak-dampak ini 

dengan cara yang sesuai dengan budaya. Tindakan yang diusulkan akan dikembangkan dengan 
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partisipasi yang diinformasikan dari Masyarakat Adat yang terkena dampak dan termasuk dalam 

Rencana Masyarakat Adat (IPP) yang terikat waktu. &Green akan membuat persyaratan tersebut 

mengikat secara kontraktual dan memantau pelaksanaannya melalui ESAP.  

& Green akan menerapkan prosedur berikut, yang diinformasikan oleh dan selaras dengan 

Kebijakan Masyarakat Adat GCF, untuk menilai dan memitigasi potensi dampak buruk terhadap 

Masyarakat Adat:  

Kotak 1. Prosedur-prosedur yang diperlukan untuk menilai dan memitigasi potensi dampak buruk terhadap MA. 

Prosedur yang 

Diperlukan 
Deskripsi 

Penilaian 

Dampak 

• Mengidentifikasi komunitas Masyarakat Adat potensial di dalam area pengaruh Proyek 

selama Penyaringan E&S internal. 

• Jika satu atau lebih komunitas MA teridentifikasi selama Penyaringan E&S, atasi persyaratan 

penilaian dampak terperinci dalam ESIA. 

• Lihat Kotak untuk persyaratan khusus IP untuk diperhitungkan dalam proses ESIA.  

Partisipasi dan 

Persetujuan 

• Klien harus bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang berkelanjutan 

berdasarkan Konsultasi dan Partisipasi yang Diinformasikan (ICP) dengan Masyarakat Adat 

yang terkena dampak proyek di seluruh siklus hidup proyek, dengan mematuhi persyaratan 

undang-undang yang berlaku. 

• Konsultasi harus dimulai sedini mungkin dalam proses penilaian risiko dan dampak. 

• Klien akan melakukan proses pelibatan dengan Komunitas Masyarakat Adat yang Terkena 

Dampak, mengikuti persyaratan Standar Kinerja IFC 1, serta undang-undang nasional yang 

berlaku.  

• Klien akan terlibat dengan komunitas MA yang terkena dampak melalui proses pengungkapan 

informasi dan konsultasi dan partisipasi yang diinformasikan (ICP). Dalam beberapa kasus 

tertentu, akan diperlukan untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa 

Paksaan (PADIATAPA) dari komunitas MA. Lihat Kotak 2 untuk panduan lebih lanjut tentang 

persyaratan untuk konsultasi dan partisipasi MA termasuk FPIC.  

• Spesialis harus dilibatkan untuk membantu Proyek untuk merancang dan menerapkan 

pendekatan yang tepat untuk konsultasi dan partisipasi yang berarti.  

Pengaturan 

Kelembagaan 

• Pengaturan kelembagaan berikut ini akan dibentuk24 oleh Klien di wilayah pengaruh Proyek di 

mana komunitas MA dipastikan ada: 

- Mekanisme pengaduan dan proses manajemen yang sesuai dengan budaya dan dapat 

diakses oleh komunitas MA; 

- Akses ke pakar IP untuk mendukung pengelolaan komitmen terkait IP yang berkelanjutan; 

- Informasi proyek tersedia dalam format yang dapat dimengerti, dengan menggunakan 

bahasa-bahasa asli jika sesuai;  

- Rencana Masyarakat Adat (IPP) khusus untuk Proyek dan proporsional dengan potensi 

risiko dan dampak (lihat Kotak 4). 

Dampak pada 

tanah tradisional 

atau tanah adat25 

• Klien harus mempertimbangkan desain Proyek alternatif untuk menghindari berlokasi di, 

dan/atau menyebabkan dampak buruk terhadap mata pencaharian atau penggunaan budaya, 

 

24 Mematuhi undang-undang nasional yang berlaku. 

25 Masyarakat adat memiliki keterkaitan dengan tanah adat mereka dan sumber daya alam dan budaya yang ada di 

tanah tersebut. Penggunaan lahan, termasuk penggunaan musiman atau siklus, oleh masyarakat adat dan masyarakat 
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Prosedur yang 

Diperlukan 
Deskripsi 

 upacara, atau spiritual dari tanah tradisional atau adat yang menentukan identitas dan 

komunitas MA.  

• Jika hal ini tidak memungkinkan, dan dampak buruk diperkirakan akan terjadi, Klien harus 

memastikan bahwa proses PADIATAPA diikuti sebagai bagian dari ESIA.  

• Sebagai bagian dari proses PADIATAPA, Klien akan:  

- Mendokumentasikan upaya-upaya untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan 

tapak Proyek yang diusulkan;  

- Mendokumentasikan penggunaan lahan bekerja sama dengan komunitas MA yang 

terkena dampak tanpa mengurangi klaim tanah mereka;  

- Menginformasikan kepada komunitas MA yang terkena dampak tentang hak-hak mereka 

sehubungan dengan tanah mereka di bawah hukum nasional, terutama yang mengakui 

hak atau penggunaan adat;  

- Menawarkan kepada komunitas MA yang terkena dampak kompensasi yang adil dan 

proses yang layak seperti mekanisme pembagian manfaat; dan/atau kompensasi berbasis 

lahan dan/atau dalam bentuk barang sebagai pengganti kompensasi tunai jika 

memungkinkan; dan  

- Melakukan negosiasi dengan itikad baik dengan komunitas MA yang terkena dampak dan 

mendokumentasikan partisipasi mereka yang diinformasikan dan hasil konsultasi. 

Relokasi 

masyarakat adat 

 

• Klien harus mempertimbangkan desain Proyek alternatif untuk menghindari relokasi 

masyarakat adat dari tanah tradisional atau tanah adat mereka yang dipegang secara komunal. 

• Proyek yang mengakibatkan pemukiman kembali secara tidak sukarela dari Masyarakat Adat, 

termasuk pemindahan fisik (yaitu relokasi, termasuk relokasi yang diperlukan sebagai akibat 

dari hilangnya tempat tinggal), baik secara penuh atau sebagian dan permanen atau 

sementara, atau pemindahan ekonomi dan pekerjaan (yaitu hilangnya aset atau akses ke aset 

yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau sarana mata pencaharian) sebagai 

akibat dari kegiatan, tidak akan dibiayai oleh &Green Fund kecuali jika mereka memenuhi 

kriteria berikut: 

- Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan telah diperoleh sesuai 

persyaratan IFC PS& 

- mereka disahkan oleh hukum nasional;  

- mereka dilakukan dengan cara yang konsisten dengan kewajiban-kewajiban negara yang 

secara langsung berlaku untuk aktivitas-aktivitas di bawah perjanjian dan kesepakatan 

internasional yang relevan; 

- mereka sesuai dengan PS IFC dan undang-undang nasional. 

 

• &Green tidak akan melanjutkan transaksi apa pun yang mengakibatkan relokasi yang tidak 

dapat dihindari, kecuali jika ada negosiasi dengan itikad baik dengan komunitas masyarakat 

adat yang terkena dampak, dan bukti terdokumentasi dari FPIC sebagai hasil negosiasi. 

• Setiap relokasi Masyarakat Adat harus konsisten dengan IFC PS 5 (Pembebasan Lahan dan 

Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela). Pilihan bagi masyarakat adat yang direlokasi 

untuk kembali ke tanah tradisional atau adat mereka, jika alasan relokasi mereka tidak ada lagi, 

harus tetap ada sepanjang siklus Proyek. 

Sumber daya 

budaya  

• Jika Proyek mengusulkan untuk menggunakan sumber daya budaya, pengetahuan, atau 

praktik-praktik masyarakat adat untuk tujuan komersial, Klien akan mendokumentasikan dan 

menginformasikan kepada Masyarakat Adat:  

 

untuk mata pencaharian mereka, atau tujuan budaya, upacara, atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas 

mereka, harus dibuktikan dan didokumentasikan sebagai bagian dari ESIA. 
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Prosedur yang 

Diperlukan 
Deskripsi 

 - hak-hak mereka di bawah hukum nasional;  

- ruang lingkup dan sifat pengembangan komersial yang diusulkan; dan 

- konsekuensi potensial dari pengembangan tersebut. 

Manfaat 

Pengembangan  

 

• Melalui proses ESIA dan selanjutnya sebagai bagian dari keterlibatan yang berkelanjutan, 

peluang harus diidentifikasi untuk manfaat pembangunan yang sesuai dengan budaya. 

Peluang tersebut harus sepadan dengan tingkat dampak Proyek, yang bertujuan untuk 

meningkatkan standar hidup dan mata pencaharian mereka dengan cara yang sesuai dengan 

budaya, dan untuk mendorong keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya alam tempat 

mereka bergantung.  

• Manfaat dan proses yang disepakati untuk berbagi manfaat akan didokumentasikan dalam IPP 

(dan dalam Program Pengembangan Masyarakat Proyek) dan diberikan kepada komunitas MA 

sebagai bagian dari proses inklusi, keterlibatan, dan pengambilan keputusan yang transparan.   

 

Kotak 2. Hal-hal yang harus dibahas dalam ESIA. 

Topik Deskripsi 

Ruang Lingkup 

untuk Penilaian 

Dampak IP 

(komponen ESIA) 

• Deskripsi Proyek dan potensi masalah atau dampak terhadap masyarakat adat, termasuk 

indikasi potensi dampak yang diperkirakan akan mempengaruhi Masyarakat Adat secara 

berbeda dengan kelompok lain dalam masyarakat yang terkena dampak.   

• Informasi dasar tentang karakteristik demografis, sosial, budaya, dan ekonomi komunitas MA 

termasuk pertimbangan kerentanan khusus (lihat di bawah) dalam komunitas MA.  

• Penilaian potensi dampak buruk terhadap MA dan manfaat bagi MA yang mungkin terkait 

dengan Proyek. 

• Ringkasan preferensi dan keprihatinan komunitas MA sehubungan dengan tujuan Proyek, 

akses dan kesesuaian budaya dari manfaat Proyek, mitigasi dari setiap dampak buruk, dan 

pengaturan pelaksanaan Proyek.   

Partisipasi dan 

Persetujuan 

• Keterlibatan dengan komunitas IP harus dilakukan sesuai dengan persyaratan standar IFC PS1 

dan sebagai tambahan akan: 

- Libatkan badan dan organisasi perwakilan MA (misalnya dewan tetua atau dewan desa) 

serta anggota komunitas MA yang terkena dampak; 

- Bersikap inklusif terhadap wanita dan pria dan dari berbagai kelompok usia dengan cara 

yang sesuai dengan budaya; 

- Menghormati dan menyediakan waktu yang cukup untuk proses pengambilan keputusan 

yang diikuti oleh komunitas MA; dan 

- Memfasilitasi pengungkapan pandangan, keprihatinan, dan proposal dalam bahasa 

pilihan komunitas KI, tanpa manipulasi, campur tangan, atau paksaan eksternal, dan 

tanpa intimidasi. 

• Proyek-proyek dengan komunitas Masyarakat Adat di wilayah Proyek akan memfasilitasi 

partisipasi masyarakat yang diinformasikan tentang hal-hal yang mempengaruhi mereka, 

seperti langkah-langkah mitigasi dampak yang diusulkan, pembagian manfaat dan peluang 

pembangunan, dan masalah implementasi.  

Persetujuan Atas 

Dasar Informasi 

Awal Tanpa 

Paksaan 

(PADIATAPA) 

• Dalam beberapa kasus tertentu, akan diperlukan untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar 

Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dari komunitas MA.  

• Keadaan di mana FPIC diperlukan adalah di mana: 

- Proyek dapat menyebabkan dampak pada tanah dan sumber daya alam yang tunduk 

pada kepemilikan tradisional atau di bawah penggunaan adat (IFC PS7 paragraf 13-14);  

- Masyarakat Adat perlu direlokasi dari tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada 

kepemilikan tradisional atau di bawah penggunaan adat (IFC PS7 paragraf 15); dan/atau 
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Topik Deskripsi 

- Warisan budaya yang penting dapat secara signifikan terkena dampak Proyek dan atau 

Proyek mengusulkan untuk menggunakan warisan budaya untuk tujuan komersial (IFC 

PS7 paragraf 16-17). 

• Tujuannya adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan persetujuan bebas, didahulukan 

dan diinformasikan untuk Proyek. Penentuan ini umumnya didasarkan pada ekspresi kolektif 

dan terbukti dari pandangan yang mendukung mengenai tujuan Proyek, rencana, dan 

pengaturan pelaksanaan. Penentuan ini tidak memerlukan kebulatan suara karena dukungan 

mungkin ada bahkan ketika ada ketidaksepakatan internal dalam masyarakat atau ketika ada 

oposisi terbatas terhadap tujuan Proyek atau pengaturan yang diusulkan.  

• IPP akan menjelaskan dasar penentuan serta proses konsultasi yang dilakukan. 

Penilaian 

Kerentanan 

• Aspek kunci dari penilaian ini adalah memahami kerentanan relatif masyarakat adat yang 

terkena dampak, bagaimana Proyek dapat mempengaruhi mereka dan bagaimana Proyek 

dapat meningkatkan peran mereka dalam berkontribusi pada aksi iklim transformatif.  

• ESIA harus mencakup proses partisipatif untuk menentukan kerentanan dan kriterianya, 

seperti kuesioner atau alat lain yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga dipahami dan 

dapat digunakan oleh masyarakat.  

• Analisis kerentanan akan mencakup pertimbangan IP: 

- Status ekonomi, sosial dan hukum; 

- Status, termasuk di bawah hukum nasional dan hukum adat, tanah, wilayah dan sumber 

daya di mana mereka memiliki keterikatan kolektif (lihat di bawah); 

- Institusi, adat istiadat, budaya dan/atau bahasa; 

- Ketergantungan pada sumber daya alam, termasuk melalui mata pencaharian adat dan 

tradisional; dan 

- Hubungan masa lalu dan yang sedang berlangsung dengan kelompok dominan dan 

ekonomi arus utama. 

Keterikatan 

Kolektif 

• ESIA harus menentukan tingkat dan jenis keterikatan kolektif yang mungkin ada di antara 

komunitas MA. 

• Ketika menentukan dan mengevaluasi keterikatan kolektif, pertimbangan harus diberikan pada 

fakta bahwa kelompok-kelompok IP hidup dalam berbagai keadaan yang berbeda dengan 

berbagai tingkat keterikatan dengan daerah di mana mereka tinggal.  

• Lihat Kotak 3 untuk panduan lebih lanjut tentang interpretasi istilah 'keterikatan kolektif'.  

Pertimbangan 

Dampak 

Diferensial 

• Masyarakat adat mungkin heterogen dan dapat terdiri dari berbagai kelompok dan unit-unit 

sosial yang berbeda di dalam kelompok-kelompok ini (seperti individu, klan, komunitas, dan 

kelompok etnis). Isu-isu identitas budaya, akses geografis, bahasa, struktur tata kelola, kohesi, 

dan prioritas mungkin sangat berbeda antar kelompok.  

• Proyek-proyek juga mungkin memiliki dampak yang berbeda pada subkelompok yang berbeda 

dalam suatu komunitas. Misalnya, tanah untuk Proyek dapat diperoleh dari satu klan, tetapi 

akuisisi tersebut dapat berdampak pada akses tradisional klan lain ke dan penggunaan tanah 

tersebut dan sumber daya yang terletak di atasnya.  

• Penilaian sosial yang dilakukan sebagai bagian dari ESIA harus menjadi dasar untuk 

mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berbeda dan memahami sifat dan signifikansi 

dampak potensial pada masing-masing kelompok tersebut. 

Sumber Daya 

Alam dan Jasa 

Ekosistem 

• Proyek dapat berdampak buruk pada identitas masyarakat adat, mata pencaharian berbasis 

sumber daya alam, ketahanan pangan, dan kelangsungan hidup budaya. ESIA harus 

mempertimbangkan sejauh mana dampak tersebut dapat muncul.  

• Klien harus berusaha menghindari dampak tersebut dan sebaliknya mengeksplorasi desain 

Proyek alternatif yang layak melalui konsultasi dan dengan partisipasi MA. 

• Saran dari para ahli yang kompeten harus dicari dalam upaya menghindari dampak tersebut. 
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Kotak 3. Definisi-definisi yang terkait dengan keterikatan kolektif. Sumber: Catatan Panduan FC PS7 (2012) 

Keterikatan Kolektif 

•  Keterikatan kolektif menandakan bahwa kelompok-kelompok tersebut umumnya menganggap tanah dan sumber 

daya mereka sebagai aset kolektif yang saling terkait dengan budaya dan identitas mereka. Hal ini juga menandakan 

bahwa mata pencaharian, ekonomi, cara produksi, organisasi sosial, dan keadaan budaya dan spiritual kelompok-

kelompok ini umumnya terkait dengan wilayah dan sumber daya alam tertentu.  

• Keterikatan kolektif dapat dimiliki atas habitat yang berbeda secara geografis, wilayah leluhur, area penggunaan atau 

pendudukan musiman dan sumber daya alam di dalamnya, dan, oleh karena itu, kelompok dengan keterikatan 

kolektif dapat mencakup:  

- Komunitas Masyarakat Adat yang tinggal di tanah atau perairan yang terkena dampak Proyek. Ini juga dapat 

mencakup mereka yang nomaden atau yang bermigrasi secara musiman, dan yang keterikatannya dengan 

daerah yang terkena dampak Proyek mungkin bersifat periodik atau musiman;  

- Komunitas Masyarakat Adat yang tidak tinggal di lahan yang terkena dampak Proyek tetapi yang 

mempertahankan ikatan dengan lahan tersebut melalui kepemilikan tradisional dan/atau penggunaan adat, 

termasuk penggunaan musiman atau siklus, dan keterikatan budaya atau spiritual;  

- Komunitas Masyarakat Adat yang telah kehilangan keterikatan kolektif dengan tanah dan wilayah yang terkena 

dampak Proyek karena pemutusan hubungan kerja paksa, konflik, program pemukiman kembali secara paksa 

oleh pemerintah, perampasan tanah mereka, bencana alam atau penggabungan ke dalam wilayah perkotaan; 

- Kelompok-kelompok Masyarakat Adat yang tinggal di permukiman campuran di daerah yang terkena dampak 

Proyek, sehingga mereka hanya membentuk satu bagian dari komunitas yang lebih luas; atau 

- Komunitas Masyarakat Adat dengan keterikatan kolektif dengan tanah leluhur yang terkena dampak proyek yang 

terletak di daerah perkotaan. 

 

Isi dari IPP 

Jika ada Masyarakat Adat di wilayah Proyek, dan dampak buruk tidak dapat dihindari, Rencana 

Masyarakat Adat (IPP) yang terikat waktu harus ditetapkan sesuai dengan IFC P7 (dan catatan 

panduan yang menyertainya) dan persyaratan yang dijelaskan dalam IPPF ini. IPP akan 

mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan untuk diadopsi oleh Perusahaan Proyek untuk 

mengurangi dan mengelola dampak buruk. Tindakan tersebut akan dikembangkan dengan 

partisipasi yang diinformasikan dari MA yang terkena dampak. Peluang untuk memberikan 

manfaat kepada MA juga akan dimasukkan ke dalam Program Pengembangan Masyarakat 

Proyek. Ruang lingkup IPP akan mencakup konten minimum yang ditentukan dalam Kotak 4.  

 

Kotak 4Kotak Isi dari Rencana Masyarakat Adat (IPP). 

Komponen IPP Deskripsi 

Informasi Dasar  

 

• Ringkasan informasi dasar yang relevan yang secara jelas menggambarkan profil 

Masyarakat Adat, termasuk perempuan adat, keadaan dan mata pencaharian mereka, 

dengan deskripsi dan kuantifikasi sumber daya alam yang menjadi tempat 

bergantungnya Masyarakat Adat. 

• Deskripsi metodologi dan referensi yang menjelaskan bagaimana informasi dasar 

diperoleh (misalnya melalui ESIA dan proses partisipatif terkait). 



 

Halaman | 113  

 

Komponen IPP Deskripsi 

Temuan-temuan utama 

dan analisis dampak, 

risiko dan peluang 

• Ringkasan temuan-temuan utama, analisis dampak, risiko dan peluang 

• Gambaran umum dari langkah-langkah yang direkomendasikan untuk (i) mencegah 

atau mengurangi dampak buruk; (ii) meningkatkan dampak positif, (iii) melestarikan 

dan mengelola basis sumber daya alam IP secara berkelanjutan; dan (iv) mencapai 

pengembangan masyarakat yang berkelanjutan sejalan dengan rencana IP sendiri. 

Langkah-langkah untuk 

menghindari, 

meminimalkan, dan 

memitigasi dampak 

negatif serta 

meningkatkan dampak 

dan peluang positif 

• Deskripsi langkah-langkah yang disepakati dalam proses pengungkapan informasi, 

konsultasi, dan partisipasi terinformasi untuk menghindari, meminimalkan, dan 

mengurangi potensi dampak buruk terhadap masyarakat adat, dan untuk 

meningkatkan dampak positif. 

• Pencantuman rencana tindakan yang merinci langkah-langkah yang akan diambil, 

tanggung jawab dan jadwal yang disepakati, termasuk untuk implementasi (siapa, 

bagaimana, di mana dan kapan). Langkah-langkah penghindaran atau pencegahan 

akan lebih diutamakan daripada langkah-langkah mitigasi atau kompensasi. 

Pengelolaan sumber 

daya alam berbasis 

masyarakat (jika ada) 

• Deskripsi pengaturan yang akan diadopsi yang memastikan kelanjutan kegiatan mata 

pencaharian (misalnya penggembalaan, berburu, meramu, atau penangkapan ikan 

artisanal) yang merupakan kunci kelangsungan hidup komunitas MA yang terkena 

dampak dan praktik-praktik tradisional dan budaya mereka.  

• Deskripsi langkah-langkah yang akan diadopsi untuk konservasi, pengelolaan dan 

pemanfaatan berkelanjutan dari sumber daya alam yang menjadi tempat 

bergantungnya MA, dan wilayah dan habitat yang berbeda secara geografis di mana 

mereka berada. 

Hasil konsultasi, 

PADIATAPA dan rencana 

keterlibatan di masa 

depan 

• Deskripsi proses pengungkapan informasi, konsultasi dan partisipasi yang 

diinformasikan dan jika relevan, proses PADIATAPA, termasuk negosiasi dengan itikad 

baik dan perjanjian yang terdokumentasi dengan masyarakat adat, dan bagaimana isu-

isu yang diangkat telah ditangani.  

• Kerangka konsultasi untuk keterlibatan di masa depan harus secara jelas 

menggambarkan proses untuk konsultasi yang sedang berlangsung dengan, dan 

partisipasi oleh MA (termasuk perempuan dan laki-laki), dalam proses pelaksanaan 

dan pengoperasian Proyek.  

Rencana pembagian 

manfaat 

• Deskripsi langkah-langkah untuk memungkinkan MA memanfaatkan peluang yang 

sesuai dengan budaya yang dibawa oleh Proyek, dan untuk melestarikan dan 

mengelola secara berkelanjutan pemanfaatan basis sumber daya alam yang unik yang 

menjadi tempat mereka bergantung.  

Pengaturan masa 

jabatan 

• Deskripsi tentang siapa yang memiliki hak atas lahan Proyek yang ditargetkan, baik 

dalam hukum Negara dan di bawah hukum adat, dan bagaimana status hukum tanah 

akan berubah di bawah Proyek dan apa pengaruhnya terhadap pemegang hak. 

Mekanisme penanganan 

keluhan 

• Deskripsi prosedur yang tepat untuk menangani keluhan oleh MA yang timbul dari 

pelaksanaan dan operasi Proyek. 

• Ketika merancang mekanisme dan prosedur penanganan keluhan, ketersediaan jalur 

peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa adat di antara MA akan 

diperhitungkan. 

• Perempuan dan laki-laki adat harus diberitahu tentang hak-hak mereka dan 

kemungkinan-kemungkinan jalan keluar atau pemulihan administratif dan hukum, dan 

bantuan hukum apa pun yang tersedia untuk membantu mereka sebagai bagian dari 

proses konsultasi dan partisipasi yang diinformasikan.  

• Mekanisme pengaduan harus mudah diakses oleh MA, termasuk dapat terlibat dengan 

MA dalam bahasa dan mode yang paling nyaman bagi mereka.  

• Mekanisme penanganan pengaduan harus memastikan anonimitas; menyediakan 

penanganan pengaduan yang adil, transparan dan tepat waktu tanpa biaya bagi 

mereka yang mengajukan pengaduan; dan, jika perlu, menyediakan akomodasi khusus 

bagi perempuan, pemuda dan lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam masyarakat, 

untuk mengajukan pengaduan mereka. 
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Komponen IPP Deskripsi 

Biaya, anggaran, jadwal, 

tanggung jawab 

organisasi 

• Pencantuman ringkasan biaya pelaksanaan, anggaran dan tanggung jawab untuk 

pendanaan serta waktu pengeluaran dan tanggung jawab organisasi dalam mengelola 

dan mengatur dana dan pengeluaran Proyek. 

Pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan 

• Deskripsi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, termasuk tanggung jawab, 

frekuensi, umpan balik dan proses tindakan korektif.  

• Mekanisme pemantauan dan evaluasi harus mencakup pengaturan untuk 

pengungkapan informasi yang berkelanjutan, konsultasi dan partisipasi yang 

diinformasikan dengan MA (baik perempuan maupun laki-laki) dan untuk 

implementasi dan pendanaan dari setiap tindakan korektif yang diidentifikasi dalam 

proses evaluasi.  

• Pemantauan partisipatif seperti pemantauan berbasis masyarakat dan sistem 

informasi harus dipertimbangkan dan didukung. 
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KERANGKA KERJA PERENCANAAN PEMUKIMAN KEMBALI  

Pendahuluan 

& Green Fund mengakui bahwa pembebasan lahan terkait proyek dan pembatasan penggunaan 

lahan dapat berdampak buruk pada masyarakat dan orang-orang, seperti pemindahan fisik 

(relokasi, kehilangan lahan tempat tinggal, atau kehilangan tempat tinggal), pemindahan 

ekonomi (kehilangan tanah, aset, atau akses ke aset yang menyebabkan hilangnya sumber 

pendapatan atau sarana mata pencaharian lainnya), atau keduanya. Pemukiman kembali 

dianggap tidak sukarela ketika orang atau masyarakat yang terkena dampak tidak memiliki hak 

untuk menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan 

pemindahan fisik atau ekonomi. Hal ini terjadi misalnya dalam kasus (i) pengambilalihan yang 

sah atau pembatasan sementara atau permanen atas penggunaan lahan dan (ii) penyelesaian 

yang dinegosiasikan di mana pembeli dapat menggunakan pengambilalihan atau 

memberlakukan pembatasan hukum atas penggunaan lahan jika negosiasi dengan penjual 

gagal. 

  

Standar Kinerja IFC 5 menetapkan standar-standar untuk menangani dan mengurangi risiko 

yang diakibatkan oleh pemukiman kembali secara paksa. "Pemukiman kembali secara tidak 

sukarela" seperti yang digunakan dalam dokumen ini mengacu pada pemindahan fisik (relokasi 

atau kehilangan tempat tinggal) dan pemindahan ekonomi, termasuk hilangnya aset atau 

pembatasan akses ke aset yang menyebabkan hilangnya pendapatan, yang secara langsung 

atau tidak langsung dipengaruhi oleh kegiatan proyek. 

Pemukiman kembali secara paksa harus dihindari jika memungkinkan, atau diminimalkan, 

dengan mengeksplorasi semua desain proyek alternatif yang layak, dan dengan mengadopsi 

pendekatan 'penjual yang bersedia - pembeli yang bersedia' untuk memperoleh tanah. Jika 

pemukiman kembali secara paksa tidak dapat dihindari - misalnya lokasi Proyek alternatif tidak 

dapat diidentifikasi, atau penyelesaian yang dinegosiasikan tidak berhasil - persyaratan 

pembebasan lahan secara paksa di bawah Kerangka Kerja Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF) 

ini akan dilaksanakan. Klien & Green harus mengacu pada persyaratan kerangka kerja ini serta 

persyaratan standar perlindungan IFC PS dan GCF tentang pembebasan lahan dan pemukiman 

kembali secara paksa. 

Tujuan  

Kerangka Kerja Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF) ini memberikan panduan tentang 

penyaringan, penilaian, pengaturan kelembagaan, dan proses pemukiman kembali mengenai 

pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa yang harus dipatuhi oleh Klien & 

Green.  

 

Tujuan dari RPF adalah untuk:  
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- menghindari pemukiman kembali secara paksa atau, bila tidak dapat dihindari, 

meminimalkan pemukiman kembali secara paksa dengan mengeksplorasi alternatif 

desain proyek.  

- menghindari penggusuran paksa.  

- memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan yang tidak dapat dihindari dari 

pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan dengan memberikan 

kompensasi tepat waktu atas hilangnya aset dengan biaya penggantian dan membantu 

orang-orang yang dipindahkan dalam upaya mereka untuk meningkatkan, atau 

setidaknya memulihkan, mata pencaharian dan standar hidup mereka ke tingkat 

sebelum perpindahan atau ke tingkat yang berlaku sebelum dimulainya pelaksanaan 

proyek.   

- memastikan bahwa kegiatan pemukiman kembali direncanakan dan dilaksanakan 

dengan pengungkapan informasi yang tepat, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi 

yang diinformasikan dari mereka yang terkena dampak. 

Referensi 

RPF ini diinformasikan oleh persyaratan IFC PS526 dan catatan panduan terkait.  

Persyaratan Minimum  

Persyaratan minimum berikut ini harus dipatuhi dalam semua situasi di mana pemukiman 

kembali secara paksa diperlukan: 

• Potensi dampak E&S dari pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa 

pada orang-orang yang terkena dampak dan mata pencaharian mereka harus dinilai 

sesuai dengan IFC PS5 dan praktik industri internasional yang baik lainnya.  

• Orang-orang yang terkena dampak dan hak mereka masing-masing harus diidentifikasi.  

• Proses konsultasi dengan dan partisipasi orang-orang yang terkena dampak Proyek 

harus dilakukan untuk (i) menginformasikan persiapan dan perencanaan setiap 

pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa, serta (ii) berbagi informasi 

dengan orang-orang yang terkena dampak. 

• Konsultasi yang berarti harus dilakukan dengan orang-orang yang terkena dampak, 

termasuk mereka yang tidak memiliki hak hukum atas tanah dan aset. 

• Negosiasi penjual-pembeli yang bersedia harus dilakukan secara transparan dan harus 

bebas dari tekanan dan paksaan.   

• Jika ditentukan perlu, sesuai dengan IFC PS 5, Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) 

atau Rencana Pemulihan Mata Pencaharian (LRP) harus disiapkan sesuai dengan 

persyaratan IFC PS5. 

 

26 Lihat: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-

IFC/Policies-Standards/Performance-Standards/  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards/
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• Kompensasi untuk aset yang hilang harus dikompensasi dengan biaya penggantian 

penuh. 

• Pengungkapan informasi yang relevan dan partisipasi Masyarakat yang Terkena Dampak 

dan orang-orang akan terus berlanjut selama perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

dan evaluasi pembayaran kompensasi, kegiatan pemulihan mata pencaharian, dan 

pemukiman kembali Mekanisme penanganan keluhan dan pemantauan harus 

ditetapkan, dikomunikasikan, dan dipelihara. 

Persyaratan Hukum Setempat  

Klien akan menilai hukum dan kebijakan setempat yang terkait dengan pembebasan lahan. 

Penilaian tingkat keselarasan dan kesenjangan antara hukum dan kebijakan lokal dan standar 

perlindungan IFC PS dan GCF harus dilakukan dan tindakan yang didefinisikan untuk mengatasi 

kesenjangan. Penilaian ini minimal akan mempertimbangkan persyaratan hukum setempat yang 

harus dipenuhi dalam pembebasan dan pemukiman kembali, kelayakan untuk kompensasi, 

penilaian, orang-orang tanpa kepemilikan formal atas tanah atau properti, persyaratan untuk 

konsultasi pemangku kepentingan dan penanganan keluhan.  

Penilaian untuk Menentukan Luasnya Pemukiman Kembal i dan Kompensasi  

Sebagai bagian dari proses penilaian tingkat pemukiman kembali dan kompensasi yang 

diperlukan, aspek-aspek berikut akan dinilai:  

 

• Dampak sementara dan permanen dari pembebasan atau pengambilalihan lahan. 

• Jumlah dan jenis orang/rumah tangga yang terkena dampak, jumlah lahan/bidang 

tanah yang terkena dampak, penggunaan lahan sebelum dan sesudah pembebasan 

dan jumlah pemilik. 

• Situasi sosial ekonomi rumah tangga yang terkena dampak untuk memahami 

dampak buruk pada mata pencaharian orang-orang yang dipindahkan dan untuk 

menentukan langkah-langkah restorasi yang diperlukan untuk mengkompensasi 

kerugian yang terjadi. 

• Standar penilaian dan kompensasi yang diterapkan untuk kehilangan tanah 

sementara dan permanen, kehilangan tanaman, kehilangan pohon produktif, 

kehilangan tempat tinggal dan bisnis mengikuti persyaratan untuk biaya penggantian 

penuh. 

• Ketersediaan lahan pengganti dan deskripsi area pemukiman kembali, jika relevan.  
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Kriteria kelayakan untuk orang yang terkena dampak dan tanggal batas akh ir  

Untuk tujuan kerangka kerja ini, kriteria kelayakan27 dasar untuk orang yang terkena dampak 

meliputi: 

• Setiap orang atau rumah tangga yang terkena dampak negatif dari akuisisi aset atau 

perubahan penggunaan lahan karena Proyek, dengan tunduk pada tanggal batas akhir28 

. Setiap orang yang rentan dan terkena dampak termasuk masyarakat adat, perempuan, 

orang miskin, pengrajin, komunitas suku, penghuni liar, dll. 

• Mereka yang memiliki hak pakai, kelompok kemiskinan yang menggantungkan mata 

pencahariannya pada tanah yang akan dibebaskan oleh proyek. 

• Orang lain yang dapat membuktikan dan menetapkan hak mereka sebagai orang yang 

terkena dampak. 

 

Tanggal batas akhir kelayakan untuk mendapatkan kompensasi a Jika tidak ada prosedur 

pemerintah tuan rumah, klien akan menetapkan tanggal batas akhir kelayakan. Informasi 

mengenai tanggal batas akhir akan didokumentasikan dengan baik dan disebarluaskan ke 

seluruh wilayah proyek. Informasi mengenai tanggal batas akhir akan didokumentasikan dengan 

baik dan disebarluaskan ke seluruh wilayah proyek.  

Hak 

Orang-orang yang terkena dampak akan berhak atas kompensasi nilai, rehabilitasi, dan 

dukungan pemukiman kembali, jika relevan. Kerangka kerja hak akan disusun untuk semua 

kategori orang yang dipindahkan. 

Pemantauan dan Verifikasi  

Klien akan menetapkan prosedur untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana 

Tindakan Pemukiman Kembali dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Tingkat 

kegiatan pemantauan akan sepadan dengan risiko dan dampak proyek. Untuk proyek-proyek 

dengan risiko pemukiman kembali secara paksa yang signifikan, klien akan mempertahankan 

profesional pemukiman kembali yang kompeten untuk memberikan saran tentang kepatuhan 

terhadap Standar Kinerja ini dan untuk memverifikasi informasi pemantauan klien. Orang-orang 

yang terkena dampak akan dikonsultasikan selama proses pemantauan. 

Klien menugaskan audit eksternal untuk memverifikasi kepatuhan terhadap IFC PS5 setiap 

tahun.  

Setiap ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan akan menjadi perhatian &Green dan akan dicatat 

sebagai keluhan untuk diselesaikan.  

 

27 Kriteria lain dapat dilakukan berdasarkan kasus per kasus sesuai analisis kelayakan yang terperinci. 

28 Individu yang tinggal di wilayah proyek setelah tanggal batas akhir tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan 

kompensasi atau bantuan pemukiman kembali, sesuai dengan IFC PS5. 
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Isi Rencana Tindakan Pemukiman Kembali  

Tabel di bawah ini memberikan garis besar isi RAP yang diperlukan, di mana rencana tersebut 

diperlukan berdasarkan potensi dampak yang diidentifikasi sebagai bagian dari proses ESIA. 

Komponen RAP Deskripsi 

Deskripsi Proyek dan 

potensi dampak 

• Deskripsi umum proyek dan identifikasi area proyek. 

• Deskripsi dampak potensial termasuk: 

- komponen proyek atau kegiatan yang menimbulkan pemukiman kembali; zona dampak 

dari komponen atau kegiatan tersebut; 

- alternatif-alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan 

pemukiman kembali; dan 

- mekanisme yang ditetapkan untuk meminimalkan pemukiman kembali, sejauh 

mungkin, selama pelaksanaan proyek. 

Maksud dan Tujuan 
• Menguraikan tujuan dan sasaran utama program pemukiman kembali  

Studi Pendukung 
• Ringkasan studi yang dilakukan untuk mendukung perencanaan / pelaksanaan pemukiman 

kembali, misalnya survei sensus, studi sosial ekonomi, pertemuan, studi pemilihan lokasi. 

Kerangka Regulasi dan 

Kelembagaan 

• Deskripsi hukum yang relevan dari negara tuan rumah, kebijakan dan prosedur klien, 

standar kinerja. 

• Gambaran umum struktur politik dan kelembagaan nasional, regional dan lokal; masyarakat 

sipil dan organisasi non-pemerintah yang mungkin berkepentingan dengan Proyek.  

Keterlibatan 

Pemangku 

Kepentingan 

• Ringkasan konsultasi publik dan pengungkapan yang terkait dengan perencanaan 

pemukiman kembali, termasuk keterlibatan dengan rumah tangga yang terkena dampak, 

otoritas lokal dan/atau nasional, CSO dan LSM yang relevan dan pemangku kepentingan 

lainnya yang teridentifikasi, termasuk masyarakat tuan rumah.  

• RAP harus mencakup, setidaknya, daftar pemangku kepentingan utama yang diidentifikasi, 

proses yang diikuti (misalnya pertemuan, kelompok fokus), masalah yang diangkat, 

tanggapan yang diberikan, keluhan yang signifikan (jika ada) dan rencana untuk keterlibatan 

yang berkelanjutan selama proses pelaksanaan pemukiman kembali. 

Karakteristik Sosial 

Ekonomi 

• Deskripsi temuan studi sosial ekonomi yang dilakukan sebagai bagian dari ESIA termasuk 

hasil survei rumah tangga dan sensus, informasi tentang kelompok rentan, informasi 

tentang mata pencaharian dan standar hidup, penguasaan lahan dan sistem transfer, 

penggunaan sumber daya alam, pola interaksi sosial, layanan sosial dan infrastruktur 

publik. 

Kelayakan 
• Definisi orang-orang yang dipindahkan dan kriteria untuk menentukan kelayakan mereka 

untuk mendapatkan kompensasi dan bantuan pemukiman kembali lainnya, termasuk 

tanggal batas waktu yang relevan. 

Penilaian dan 

Kompensasi untuk 

Kerugian 

• Definisi metodologi yang akan digunakan dalam menilai kerugian untuk menentukan biaya 

penggantiannya. 

• Deskripsi jenis dan tingkat kompensasi yang diusulkan berdasarkan hukum setempat dan 

tindakan tambahan yang diperlukan untuk mencapai biaya penggantian untuk aset yang 

hilang. 

Besarnya Perpindahan 
• Ringkasan jumlah orang, rumah tangga, struktur, bangunan, bangunan umum, bisnis, lahan 

pertanian, bangunan keagamaan atau spiritual, dll., yang akan terkena dampak. 

Kerangka Kerja Hak 
• Kerangka kerja yang menunjukkan semua kategori orang yang terkena dampak dan opsi-

opsi apa yang ditawarkan kepada mereka, sebaiknya dirangkum dalam bentuk tabel. 

Langkah-langkah 

Pemulihan Mata 

Pencaharian 

• Berbagai tindakan yang akan digunakan untuk meningkatkan atau memulihkan mata 

pencaharian para pengungsi. 
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Komponen RAP Deskripsi 

Lokasi Pemukiman 

Kembali 

• Rincian pemilihan lokasi, persiapan lokasi, dan relokasi, lokasi relokasi alternatif yang 

dipertimbangkan dan penjelasan tentang lokasi yang dipilih, dampak pada masyarakat tuan 

rumah. 

Infrastruktur 

Perumahan dan 

Layanan Sosial 

• Rencana untuk menyediakan (atau membiayai penyediaan perumahan, infrastruktur 

(misalnya, pasokan air, jalan pengumpan), dan layanan sosial (misalnya, sekolah, layanan 

kesehatan) bagi para pemukim; rencana untuk memastikan layanan yang sebanding bagi 

penduduk tuan rumah; setiap pengembangan lokasi yang diperlukan, teknik, dan desain 

arsitektur untuk fasilitas-fasilitas ini. 

Prosedur Pengaduan 
• Prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian perselisihan pihak ketiga 

yang timbul dari pemukiman kembali; mekanisme pengaduan tersebut harus 

mempertimbangkan ketersediaan jalur peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa 

masyarakat dan tradisional. 

Tanggung Jawab 

Organisasi 

• Kerangka kerja organisasi untuk melaksanakan pemukiman kembali, termasuk identifikasi 

lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan pemukiman kembali dan 

penyediaan layanan; pengaturan untuk memastikan koordinasi yang tepat antara lembaga 

dan yurisdiksi yang terlibat dalam pelaksanaan; dan setiap tindakan (termasuk bantuan 

teknis) yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas lembaga pelaksana untuk merancang 

dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; ketentuan untuk pengalihan tanggung 

jawab kepada otoritas lokal atau pemukim kembali sendiri untuk mengelola fasilitas dan 

layanan yang disediakan dalam proyek dan untuk mengalihkan tanggung jawab lainnya dari 

lembaga pelaksana pemukiman kembali, jika diperlukan. 

Jadwal Pelaksanaan  

 

• Jadwal pelaksanaan yang mencakup semua kegiatan pemukiman kembali mulai dari 

persiapan hingga pelaksanaan, termasuk tanggal target untuk pencapaian manfaat yang 

diharapkan bagi pemukim kembali dan tuan rumah, dan menerapkan berbagai bentuk 

bantuan. Jadwal tersebut harus menunjukkan bagaimana kegiatan pemukiman kembali 

terkait dengan pelaksanaan proyek secara keseluruhan. 

Biaya dan Anggaran 

 

• Tabel-tabel yang menunjukkan perkiraan biaya terperinci untuk semua kegiatan 

pemukiman kembali, termasuk tunjangan untuk inflasi, pertumbuhan penduduk, dan 

kontinjensi lainnya; jadwal pengeluaran; sumber dana; dan pengaturan untuk aliran dana 

yang tepat waktu, dan pendanaan untuk pemukiman kembali, jika ada, di daerah di luar 

yurisdiksi lembaga pelaksana. 

Pemantauan, Evaluasi 

dan Pelaporan 

• Pengaturan untuk pemantauan kegiatan pemukiman kembali oleh lembaga pelaksana, 

dilengkapi dengan pemantau independen untuk memastikan informasi yang lengkap dan 

obyektif; indikator pemantauan kinerja untuk mengukur input, output, dan hasil untuk 

kegiatan pemukiman kembali; keterlibatan orang-orang yang dipindahkan dalam proses 

pemantauan; evaluasi dampak pemukiman kembali untuk jangka waktu yang wajar setelah 

semua pemukiman kembali dan kegiatan pembangunan terkait selesai; menggunakan hasil 

pemantauan pemukiman kembali untuk memandu pelaksanaan selanjutnya. 

 

  



 

 

PROTOKOL KOMUNIKASI DALAM INSIDEN & KRISIS  

Berdasarkan sektor, jenis kegiatan dan sifat investasi, &Green dan perusahaan kliennya terpapar 

oleh tingkat risiko tertentu, yang dapat mengarah pada kerusakan nama baik dan memberikan 

dampak negatif pada kegiatan dan masing-masing kolaborator para pihak. Protokol Komunikasi 

dalam Insiden dan Krisis (Incidents and Crisis Communication/ICC) berikut ini mengusulkan 

ringkasan rangkaian tindakan yang terkoordinasi apabila insiden atau krisis terkait dengan 

transaksi, proyek dasar dan/atau para pihak terjadi. Protokol ini merupakan bagian dari 

dokumen yang mengungkapkan komunikasi yang dikembangkan untuk seluruh transaksi 

&Green, dan yang mencakup suatu siaran pers, keterbukaan situs web dan Tanya Jawab yang 

akan digunakan secara internal.  

Protokol berikut ini merupakan pelaksanaan yang lebih terperinci dari ‘Pemberitahuan Insiden’ 

dan  ‘Tuntutan Lingkungan Hidup dan Sosial’ (Aneks 1) yang disertakan dalam setiap Perjanjian 

Pinjaman dari transaksi (pasal 5.3.6 dan 5.3.7) dan yang menentukan suatu kerangka kerja 

kontraktual untuk menangani insiden dan tuntutan yang timbul. 

Matriks di bawah ini (Tabel 1) harus digunakan untuk menilai suatu insiden atau krisis 

berdasarkan probabilitas risiko dan tingkat risikonya. Probabilitas risiko mempertimbangkan 

kemungkinan, atau peluang, untuk suatu risiko terjadi; tingkat risiko mempertimbangkan 

kekerasan, atau dampak negatif, dari suatu insiden terhadap reputasi dan/atau kegiatan 

perusahaan. Suatu risiko yang ditentukan dengan skor 1 atau 2 dianggap sebagai suatu insiden 

dan tetap berada dalam sisi hijau matriks; suatu risiko yang menerima skor 3 atau lebih 

dianggap sebagai suatu krisis dan diberikan kode berwarna kuning, oranye atau merah, 

berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinannya untuk terjadi.  

Sebagai contoh, apabila terjadi suatu kebakaran yang tidak diduga di lokasi perusahaan tetapi 

segera diatasi dan dipadamkan, risiko diberikan skor 2 – tingkat risiko dari suatu kebakaran yang 

tidak diperkirakan memang signifikan, tetapi kemungkinannya untuk terjadi kembali sangat 

rendah. Apabila suatu artikel berita memuat dugaan serius terhadap suatu perusahaan klien 

atau pemangku kepentingan utamanya dipublikasikan dalam media setempat atau 

internasional, risiko dapat diberikan skor 4 atau 5 – tingkat risiko memang signifikan atau parah 

dan memiliki probabilitas tinggi untuk diangkat kembali oleh sumber berita lain 

(“Berkemungkinan”).  

Matriks risiko (Tabel 1) merupakan alat visual yang membantu untuk dengan cepat 

mengategorikan suatu risiko; akan tetapi, matriks tersebut harus selalu digunakan dengan 

kategorisasi risiko yang lebih terperinci di bawah ini (Tabel 2), yang secara lebih dalam 

menguraikan bagaimana insiden dan krisis ditentukan ke dalam suatu risiko dengan tingkat 

antara 1 dan 5.    

 

 

Tabel 6 Matriks Risiko 

 Tingkat Risiko 

Probabilitas Risiko Dapat Diabaikan Signifikan Parah 
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Kemungkinan Sangat Kecil 1 2 3 

Kemungkinan Kecil 2 3 4 

Berkemungkinan 3 4 5 

 

Prasyarat: SEGALA insiden dan krisis harus memiliki Tim Komunikasi dalam Insiden dan Krisis 

(ICC)  yang ditunjuk. Tim ICC harus mengikutsertakan perwakilan Ketua Tim dan Tim Transaksi 

SAIL dari perusahaan klien. Tim ICC harus mendapatkan pelatihan media awal dan media 

tambahan sekali setiap dua tahun.  

 

Tabel 7 Kategorisasi Risiko 

 Insiden Krisis 

KEADAAN 

Apakah persoalan adalah 

suatu insiden atau krisis? 

Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 

Berita negatif* mengenai 

perusahaan atau 

pemegang sahamnya 

dalam media lokal, 

nasional dan/atau 

internasional  

Satu kabar 

berita** 

Dua hingga tiga 

kabar berita**  

Empat atau lebih 

kabar berita** 

Berita negatif 

berhenti dalam 

waktu kurang 

dari satu minggu  

Empat atau lebih 

kabar berita** 

Berita negatif 

masih diberitakan 

selama seminggu 

Empat atau lebih 

kabar berita ** 

Berita negatif 

berhenti masih 

diberitakan dalam 

waktu lebih dari 

satu minggu 

Suatu insiden bersifat 

sosial (yaitu kerusuhan 

buruh, pendudukan 

lahan, sengketa dengan 

komunitas lokal) 

berdampak pada 

perusahaan dan rantai 

pasokannya 

NA  

 

Tidak pernah 

terjadi tetapi 

diperkirakan 

akan terjadi  

 

 

 

Berlangsung 

Suatu insiden (yaitu 

degradasi atau 

kontaminasi lingkungan; 

kecelakaan kerja) telah 

terjadi di dalam atau di 

sekitar salah satu lokasi, 

hutan dan lahan 

pertanian atau fasilitas 

milik perusahaan*** 

NA  NA NA Kerusakan 

lingkungan; 

Cedera; 

Diskriminasi di 

tempat kerja 

Bencana 

lingkungan; 

Cedera serius 

atau beberapa 

cedera; Kematian;  

Kegiatan kriminal 

dan/atau tindakan 

melanggar hukum 

Sanksi atau penalti 

hukum perdata atau 

pidana dalam bentuk apa 

pun yang dapat 

menimbulkan suatu 

Dampak Merugikan 

NA NA  

 

Ancaman sanksi atau penalti 

 

Pengenaan sanksi 

atau penalti 
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Material (sebagaimana 

didefinisikan dalam 

Perjanjian Pinjaman) 

terhadap perusahaan dan 

anak-anak 

perusahaannya  

TINDAKAN – Selama suatu 

insiden atau krisis 

Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 

Perusahaan diwajibkan 

untuk segera 

mengkomunikasikan 

insiden atau krisis kepada 

&Green 

TIDAK TIDAK TIDAK YA YA 

Memantau platform 

tradisional dan media 

sosial 

Selama satu 

minggu (dimulai 

dari hari di 

mana insiden 

teridentifikasi) 

Selama dua 

minggu (dimulai 

dari hari di 

mana insiden 

teridentifikasi) 

Selama 

terjadinya krisis 

Selama terjadinya 

krisis 

Selama terjadinya 

krisis 

Segala pertanyaan, artikel 

berita, postingan media 

sosial, tanggapan 

perusahaan harus dicatat 

dalam suatu catatan 

TIDAK YA YA YA YA 

Pembuatan grup media 

sosial (yaitu Whatsapp) 

untuk koordinasi 

langsung di antara para 

anggota Tim ICC  

TIDAK TIDAK YA YA YA 

Pernyataan resmi  

 

TIDAK 

Dapat disusun Harus disusun 

dalam waktu satu 

minggu (dimulai 

dari hari di mana 

insiden 

teridentifikasi). 

Harus disusun 

dalam waktu 24 

jam (dimulai dari 

hari di mana krisis 

telah 

diidentifikasi) 

untuk 

kemungkinan 

dipublikasikan  

Harus disusun 

dalam waktu 12 

jam dan 

dipublikasikan 

dalam waktu 24 

jam (dimulai dari 

hari di mana krisis 

telah 

diidentifikasi) 

Juru bicara media yang 

ditunjuk (harus telah 

menerima pelatihan 

media) 

TIDAK TIDAK YA YA YA 

Anggota(-anggota) senior 

dari perusahaan 

diwajibkan untuk turun 

tangan  

TIDAK TIDAK YA YA YA 

TINDAKAN – Setelah 

suatu insiden atau krisis  

Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 
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Suatu krisis harus 

menurun dari kategori 

risiko dari ‘keadaan’ 

tingkat 5, 4 atau 3 hingga 

‘keadaan’ tingkat 2 atau 1 

(yaitu satu hingga tiga 

kabar berita atau tanda 

keresahan). Suatu krisis 

atau insiden dapat 

dianggap berakhir ketika 

krisis atau insiden 

tersebut tidak lagi masuk 

sesuai dengan matriks.  

 

 

 

 

SEGALA insiden wajib dipantau 

setiap bulan selama tiga bulan 

setelah insiden tersebut dianggap 

berakhir; dan kemudian 

pemantauan lebih lanjut tidak 

diperlukan 

 

 

 

 

 

SEGALA krisis wajib dipantau setiap minggu selama satu 

bulan setelah krisis tersebut dianggap berakhir; dan 

kemudian dipantau terus menerus setiap bulannya 

 

 

 

DEFINISI 

* Berita Negatif (Negative press) bersifat signifikan untuk &Green, klien dan pemangku 

kepentingan pihaknya apabila berita negatif tersebut secara langsung terkait dengan: 

Kegiatan klien (terutama apabila bersangkutan dengan program terkait &Green) atau dianggap 

suatu persoalan serius [yang berdampak] terhadap reputasi perusahaan atau pemegang saham 

utama dan memengaruhi ‘izin operasi sebagai bentuk usaha’ mereka.  

&Green dan para investornya (yaitu Unilever, NICFI, dll) sejauh di mana berita negatif tersebut 

terkait dengan investasi &Green dalam Klien. 

 

** Suatu kabar berita (A news item) didefinisikan sebagai: 

Suatu artikel koran 

Laporan masyarakat 

Postingan atau komentar dalam media sosial 

 

*** Ruang lingkup (The scope) dari lokasi, hutan dan lahan pertanian atau fasilitas mana pun 

milik perusahaan harus ditentukan untuk segala transaksi sebagaimana didefinisikan dalam LPP. 

 

ANEKS 1  

5.3.6 Pemberitahuan Insiden. Penerima Pinjaman harus, dan harus memastikan setiap Anak 

Perusahaannya untuk, segera, tetapi dalam keadaan apa pun dalam waktu lima (5) hari sejak 

terjadinya peristiwa tersebut, memberikan Pemberi Pinjaman (i) perincian setiap insiden yang 

terkait dengan lingkungan (termasuk tapi tidak terbatas, setiap ledakan, kebakaran hutan 

berskala besar, tumpahan atau kecelakaan di tempat kerja yang mengakibatkan kematian, 

cedera serius atau beberapa cedera atau kontaminasi atau degradasi lingkungan yang bersifat 

material) atau insiden apa pun yang bersifat sosial (termasuk tapi tidak terbatas, kerusuhan 
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buruh, pendudukan lahan, atau sengketa dengan komunitas setempat), yang terjadi di lokasi, 

hutan atau lahan pertanian mana pun, peralatan, fasilitas atau Properti lain dari Penerima 

Pinjaman atau Anak Perusahaannya yang mana pun yang memiliki atau sewajarnya diperkirakan 

memiliki Dampak Merugikan Material atau yang memiliki dampak negatif terhadap keadaan 

lingkungan, kesehatan, keselamatan dan keamanan, nama baik para pihak atau konteks sosial 

dan budaya, bersama dengan, dalam setiap hal, spesifikasi sifat insiden dan pengaruh di dalam 

dan di luar lokasi dari peristiwa tersebut, dan (ii) perincian tindakan apa pun yang diajukan untuk 

dilakukan oleh Penerima Pinjaman untuk memulihkan dampak insiden tersebut, dan harus tetap 

memberi tahu Pemberi Pinjaman mengenai perkembangan apa pun sehubungan dengan 

tindakan pemulihan tersebut. 

5.3.7 Tuntutan Lingkungan Hidup Dan Sosial. Penerima Pinjaman harus, sesegera mungkin pada 

saat mengetahuinya, memberi tahu Pemberi Pinjaman secara tertulis mengenai (i) Tuntutan 

Lingkungan Hidup Dan Sosial apa pun yang diajukan terhadapnya atau salah satu Anak 

Perusahaannya, dan (ii) fakta atau keadaan apa pun yang akan atau sewajarnya diperkirakan 

mengakibatkan suatu Tuntutan Lingkungan Hidup Dan Sosial dimulai atau diancamkan terhadap 

pihaknya atau salah satu Anak Perusahaannya yang memiliki atau sewajarnya diperkirakan 

dapat memiliki suatu Dampak Merugikan Material. 
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